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ABSTRAK

Judul Disertasi: - REFORMULASI  PENGATURAN  PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UNT) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJATTTERAAN MASYARAKAT

Kata Kunci: Pembiayaan Ultra Mikro, BLU PIP, Kesejahteraan Masyarakat

Pengaturan taril Pembiayaan Umi melalur Badan Layanan Umum  Pusat
Investasi Pemerintah (BLU  PIP) bertentangan  dengan maksud  dan  tujuan
pembiayaan ultra mikro sebagar akselerator penimgkatan kesejahteraan masyarakat.
Fungsi akselarator ini terhambat Karena panjangnya rantai mekanisme pengelolaan
pembiayaan UMi dan besarnya biaya yang ditanggung pengusaha UMi. Penyaluran
pembiayaan  UMi melalur Badan  Layanan Umum harusnya berfokus  pada
pemberian  pelavanan  masyarakat  tanpa mengutamakan - kKeuntungan  dan
pelaksanaannya dilakukan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum, — Penclitian ini membahas tentang pertama,
pengaturan  pengelolaan  pembiayaan UM dalam  upaya  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan Aedia, reformulasi peran dan tanggung jawab negara
dalam upaya mengatur pengelolaan pembiayaan UM,

Mectode Penelitian ini menggunakan pendekatan penchtian hukum yuridis-
normatif, vaitu jenis pendekatan dengan menggunakan pengaturan pada perundang-
undangan, dan  perbandingan  pembiayaan  UMKM  pada  negara  Kanada,
Bangladesh, Jepang dan Korea Selatan  dengan pendekatan Teori Negara
Kesejahteraan (welfare state) sebagai grand theory, Teon Keadilan sebagai middle-
range theory, dan Teort Hukum Pembangunan sebagai applicd theory,

Hasil Penelitian dalam praktik BLU PIP dalam menyalurkan pembiayaan UMi
masih profir oriented terbukti darn panjangnya rantai penyaluran pembiayaan dan
besarnya biaya yvang harus ditanggung pengusaha UM, Hal ini tidak sejalan dengan
maksud dan tujuan adanya pembiayaan UM yang dikelola oleh BLU PIP yang
tidak mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip cfisiensi dan produktivitas. Peran dan tanggungjawab
negara dalam upaya simplifikasi terhadap pengaturan pengelolaan pembiayaan
ultra mikro diwujudkan melalui reformulasi pengaturan tarif limitasi dan subsidi
bunga dan pengaturan pengelolaan pembiayaan UM dengan mengintegrasikan
kewenangan BLU Pusat dan Dacrah dalam sebuah produk hukum berupa Peraturan
Pemerintah tentang pembentukan BLUP Pembiayaan UM sebagai pelaksana UU
Perbendaharaan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,




ABSTRACT

Title Disertation: REFORM  OF  ULTRA  MICRO (UMI)  FINANCING
MANAGEMENT REGULATIONS TO INCREASE SOCIAL
WELFARE

Key Words: Ultra Micro (Umi) financing, BLU-PIP, Social Walfare

The regulation of UMI Financing tarviffs through the Public Service Agency for
the Government Investment Center (BLU PIP) contradicts the aims and objectives
of ulra-micro financing as an accelerator for improving social welfare. The
function of this accelerator is hampered due to the long chain of mechanisms for
managing UMi financing and the high costs borne by UMi entrepreneurs. The
distribution of UM financing through the Public Service Agency should focus on
providing public services without prioritizing profit. lts implementation is carrvied
out on the principles of efficiency and productivity to promote social welfare. This
study discusses the management of UMI financing to improve social welfare and
the reformulation of the role and responsibilities of the state to regulate the
management of UMI financing.

This research method uses juridical-normative legal vesearch approach and
tvpe of approach that using the regulation of legislation and a comparison of
MSME financing in Canada, Bangladesh, Japan, and South Korea with the Welfare
State Theory approach as a grand theory. Justice as a middle-range theory, and
Development Law Theory as an applied theory.

In fact, the practice of BLU PIP in distributing UMi financing is still profit
ortented, as evidenced by the length of the financing distribution chain and the high
costs that UMi entreprencurs must bear. This is not in line with the aims and
objectives of UMi financing which is managed by BLU PIP which does not
prioritize secking profit and carrving out its activities based on the principles of
efficiency and productivity. The role and responsibility of the state in efforts to
simplifv the regulation of ulira-micro financing management is realized through
the reformulation of tariff limiting and interest subsidv arrangements and
arrangements for managing UM financing by integrating the authority of the
Central and Regional BLU in a legal product in the form of a Government
Regulation concerning the establishment of the UMi Financing BLUP as the
implementer of the State Treaswry Law in realizing the social welfare.
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BAB1
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
Tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara ialah terwujudnya
kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
sebagaimana Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu
tujuan - yang hendak dicapai  dalam  pembangunan nasional, dimana
pelaksanaannya  didasarkan  pada  demokrasi  ckonomi dengan  prinsip
kebersamaan, efisienst yang  berkeadilan, berkelanjutan, mandiri, serta
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ckonomi nasional, Schingga
untuk dapat mencapai tujuan tersebut, negara memiliki peran strategis untuk
memastikan tujuan tersebut tercapai,
Scktor ckonomi kerakyatan merupakan salah satu sendi dalam
meningkatkan pembangunan nasional, dimana ckonomi kerakyatan sebagai
4 suatu sistem ckonomi yang seyogyanya dianut oleh masyarakat Indonesia dan
diwujudkan dalam kegiatan perekonomian yang sesuai dengan falsafah
negara Kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi
ckonomu, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.' Ekonomi kerakyatan
tercermin dari amanat pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 vang
menyatakan - bahwa:  “Perckonomian  disusun sebagai  usaha  bersama

berdasarkan atas asas kekeluargaan™, Penjelasan pasal 33 UUD NRI Tahun

" Zulkarmnin, Aewirausabaan Srategt Pemberdavaan Usaha Keeil Menengal Dan Povduch Mishin,
Cet Ke=1, Yopyukartn: Adicita Korvy Nusa, 2006, hlm. 98,
£ !




1945 menyatakan bahwa ckonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana
produksi dikenjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan
anggota-anggota  masyarakat.  Dengan  demikian  salah satu pilar  dari
demokrasi ckonomi ity adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan
produksi.”

Yasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum™ semakin menjelaskan bahwa paham negara
hukum terkait erat dengan negara kesejahteraan (welfare state) atau paham
negara hukum materil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan
ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu pembangunan
nasional terutama  pembangunan bidang  hukum  dan ckonomi dengan
dukungan bidang-bidang lainnya harus berorientasi kepada kesejuhteraan
umum. Hal tersebut harus dimulai dengan memahami dengan baik semangat
pembangunan nasional itu yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD NR]
Tahun 1945 baik pembangunan di bidang hukum maupun pembangunan di

f bidang ckonomi.

Di era pembangunan ckonomi dewasa ini, sektor ckonomi kerakyatan
menjadi- sasaran utama dalam pertahanan perekonomian Indonesia pasca
krisis ckonomi pada tahun 1998, Peran serta usaha kecil dan mikro terbukti
tetap cksis dan dianggap sebagai dewa penyelamat perckonomian negeri ini.
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dengan regulasinya lebih fokus untuk

menyelesaikan persoalan di sektor ini dengan mendorong usaha mikro dan

CAL Simaemati, Refoenast Ekosomt, Cet, Ke= 1, Jakartn: Lembago Penerbin Faknlas Fhonomi U1 1998,
bl 117
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keeil untuk meningkatkan struktur permodalan dan manajemennya agar lebih
baik lagi.

Peran strategis negara diatur secara tegas pada pasal 28H ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945, mengatur dan menentukan bahwa “Setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan  dan  keadilan™.’
Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa
“Perckonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandinian, serta dengan menjaga kescimbangan
kemajuan dan kesatuan ckonomi nasional™.?

Ketentuan pada UUD NRI Tahun 1945 memiliki hakikat konstruksi
vang sama, vaitu prinsip berkeadilan sebagai landasan untuk mencapai
scbuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Campur tangan negara
dalam hal penyediaan akses untuk mencapa kesejahteraan berkeadilan dapat
dilakukan salah satunya ialah dengan menyediakan lapangan pekerjaan vang
layak bagi warga negara. Hal ini sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UUD NRI
1945 bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
vang layak bagi kemanusiaan™.*

Pekerjoan merupakan sumber pendapatan yang dapat dilakukan oleh

masyarakat untuk  kehidupan  vang  layak.  Apabila negara mampu

CPasal 280 Eavar (2) ULID NRT Tahun 1945
CPasil 33 avan (O UUD NRY Tahun 1945,
“Pasal 27 avat (2) VLD NRI Tabun 19435




menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat, maka tujuan bernegara
tersebut dapat dicapai dengan sesungguhnya, Oleh karena dengan bekerja.
rakyat akan mendapatkan pendapatan schingga kesejahteraan tercapai, dan
kemiskinan akan berkurang. Makna negara kesejahteraan dipandang dari sisi
ctimologis dapat berupa jaminan yang dibernikan oleh suatu negara kepada
rakyat dalam pemberian sebuah tunjangan sosial (social security benefit)
secara luas dari negara.”

Peran pelaku usaha untuk mencapar hal tersebut penting  dalam
membuka lapangan kerja dibutuhkan adanya peran pemerintah disamping
adanya peran swasta dalam menjalankan suatu Badan Usaha, Meskipun
Badan Usaha yang dimiliki oleh swasta juga sama-sama memiliki dampak
positif dalam perckonomian negara yang hasil akhirnya adalah dem
kesejahteraan masyarakat. Namun pada dasarnya terdapat adanya bidang-
bidang usaha yang tidak dapat dijalankan oleh pihak swasta, yaitu bidang-
bidang yang menyangkut hajat mdup seluruh masyarakat, sehingga pada
bidang usaha tersebut haruslah hanya dapat dijalonkan oleh Pemerimtah,

Salah  satu contoh  pemberdayaan  usaha  mikro  dan kecill 1
dilaksanakan oleh  pemerintah, dumia usaha dan masyarakat.  Dengan
pemberdayaan ini dibarapkan  semakin tangguh, mandire serta dapat
berkembang menjadi usaha menengah bahkan besar vang akan menimgkatkan

produk nasional, kesempatan kerja, ekspor dan pemerataan hasil-hasil

" Rizky Dian Baretn, JoRo Samtoso, dan Faisal Amin. Pevane Badon Lavanare Dmuon oo
Potudk Hukym Omnibuy Law Copta Kerfa, Jokartn, Direktornt Jenderal Pechendabanman Kementerian
Keuangnn Republik Indonesia, Diakses pada View of Peran Badan Loy onan Umome dalam: Politik
Frukum Owmibos L Ciptn Kerpn (hemenken,goad) 31 Oktober 2021




pembangunan yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan vang lebih
besar terhadap penerimaan negara serta akan terwujud tatanan perckonomian
nasional yang sehat dan kukuh.”

Pertumbuhan ckonomi tidak terlepas dart peran sektor lembaga
kevangan baik makro maupun mikro. Lembaga keuangan  merupakan
lembaga intermediasi yvang berfungs: untuk menghubungkan pihak yvang
memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga
kevangan bank maupun non bank memiliki program untuk menyalurkan
kredit kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ckonomi.

Telah banyak program pengentasan kemiskinan vang dicanangkan oleh
pemerintah, berbentuk Inpres, seperti: mpres  desa tertinggal  (1D7T),
intensifikasi masal (INMAS), kredit usaha tam (KUT). kredit modal kerja
permanen (KMKP), kredit investasi keeil (KIK), Modal Ventura, kredit usaha
keeil (KUK), program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
(P4K), kelompok usaha  bersama (KUBE), pemberdayaan  ckonomi
masyarakat pesisir  (PEMP), usaha  peningkatan  pendapatan  Keluarga
sejahtera (UUPKS), kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE),  dana
bergulir (DAGULIR), kredit usaha rakyat (KUR) dan lain-lam. Faktanya
mayoritas program tersebut kurang berhasil, kecuali program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) yang masih  berjalan  dan  diharapkan  berhasil  dan

berkelanjutan.® Program Kredit Usaha Rakvat (KUR), vang diberikan melalui

" Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Taln 1995
" Lembaga Hmu Pengetabuan Indonesio (L1 Pasat Penelition Ekonomi. Pengaatan Poran Program

S Mikro dalam Mendorong Pengembangan UNKM de Sekeor Peveanian. Jakana: LIPE Press. 2007, him
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lembaga penyalur  yaitu  Bank  dengan  plafon  sampai  dengan Rp
25.000.000,00 (dua pulub lima juta rupiah) untuk usaha mikro dan Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk ritel,

Selanjutnya, untuk membidik scktor Ultra Mikro (UMi) atau sektor
dibawah Mikro, Pemerintah mengklasifikasikan suatu jenis pembiayaan baru
vang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kenangan Nomor
22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang diundangkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331,

Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program
bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang
berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi oleh perbankan
melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMi memberikan fasilitas
pembiayaan maksimal Rp 20.000.000,00 (dua puluh yuta rupiah) per nasabah
berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro
(dimana pada peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yang mengatur
pembiayaan ultra mikro maksimal Rp 10.000,000,00 (sepulub juta rupiah) per
nasabah). dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank dengan skim
kredit tanpa jaminan yang disebut dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau
dengan jaminan salah satunya dengan pengikatan Jamman Fidusia.

Kredit Pembiayaan UMi berbeda dengan KUR, KUR disalurkan
melalui Bank dan tidak  diwajibkan adanya pendampingan usaha dan

mendapatkan subsidi bunga yang diberikan Pemerintah kepada Penyalur,
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sedangkan Pembiayaan UM mewajibkan adanya pendampingan kepada
Debitur tanpa adanya subsidi bunga. Pembiayaan UMi diberikan oleh
Pemerintah dengan menunjuk  Badan Layanan Umum  Pusat Investasi
Pemerintah (BLU-PIP) dan salurkan melalui Lembaga Keuangan Non Bank.

BLU-PIP merupakan badan investasi pemerintah yang  didirikan
sebagai perwujudan amanat dan Pasal 41 dan Pasal 69 Undang-Undang
Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dibentuk sebagan
bentuk layanan umum dan mempunyai tugas untuk mengelola investasi
Pemerintah. Sebelum terbentuknya BLU-PIP, terlebih dahulu diawali dengan
pembentukan Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah (SKS-
BIP) berdasarkan Keputusan Menten Keuangan Nomor 1005/KMK.05/2006
tentang Penctapan Badan Investasi Pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum.  Keputusan Menten
Keuangan tersebut juga menetapkan SKS-BIP sebagai satuan kerja badan
layanan umum dengan status sebagai BLU Bertahap. SKS-BIP merupakan
unit vang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

Pada 2018, BLU-PIP dan Kementerian Keuangan menctapkan target
penyaluran UMi untuk 44 juta pelaku usaba mikro. Namun realisasi
penyaluran masih di bawah target pada 2018 dan 2019, sejak 2017 hingga
Agustus 2020, total penerima manfaat UMi baru: menjangkau 2,91 Juta

debitur dengan nilai Rp9.046 triliun. Sementara pelaku usaha mikro yang

memanfaatkan UMi sebagian besar adalah perempuan (93 persen) dengan




usia di atas usia 40 1ahun (38 persen). Mayoritas (62 persen) debitur
mengakses pinjaman dengan nilai pinjaman rata-rata Rp2,5 juta.”

Kriteria penerima calon debitur UM dapat dikategorikan sebagai
berikut;

a. Tidak sedang dibiayai oleh program KUR atau lembaga keuangan laim
dan tidak memiliki utang dengan lembaga keuangan atau koperasi.

b. Dimiliki oleh warga negara Indonesia yang memiliki e-KTP.

c. Memiliki izin usaha/keterangan usaha dart instansi pemerintah dan/atau
surat pernyataan usaha dari penyalur

Program UMi menyasar pelaku usaha ultra mikro namun tidak spesifik

kelompok rentan, seperti perempuan prasejahtera, penyandang disabilitas,

ataupun penduduk lanjut usia.

Regulasi pengaturan pembiayaan ultra mikro pada awalnya diatur
dalam PMK No. 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang
diundangkan pada tanggal 24 Februar 2017, yang selanjutnya diubah oleh
PMK No. 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 2018, Dalam perkembangan dan berjalannya
pembiayaan ultra mikro, Menteri Keuangan Kembali menerbitkan PMK No.
193/PMK.05/2020 tentang Pembravaan Ultra Mikro vang dituangkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20200 Nomor 1465, Dengan

diterbitkannya PMK No, 193/PMK.052020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

“Tim Kebiakan Pemmghotan Kapasinas Schrerara INP2K & Fembaga Demografi Fakulins Eononu
San Bisnis Universitas Indonesin, Pemetaan Progeam Pemberdavaan Usala Mikeo, Keed, dan Menengan
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memiliki konsekuensi yaitu mencabut PMK No, 95/PMK.05/2018 sehinggs
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam  Pasal | angka 6 Peraturan Mentert Keuangan  Nomor
193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa yang dimaksud
dengan Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada
Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun
pembiayaan berdasarkan prinsip syarnah. Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan
untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha
Ultra. Mikro serta menambah jumlah wirausaha yvang difasilitasi oleh
pemerintah,

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mengatur dan menctapkan bahwa “Badan Lavanan
Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka  memajukan  kescjahteraan umum  dan mencerdaskan  kehidupan
bangsa™. Pasal 1 angka (23) UL & guo menjelaskan bahwa:

Badan Layvanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang

dibentuk untuk memberikan pelayvanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa vang dijual tanpa mengutamakan
mencan Keuntungan dan dalam melakokan Kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisienst dan produktivitas.

Negara membentuk Badan Layanan Umum (BLU) sebagai alat negara
untuk  meningkatkan  pelayanan masyarakat  dalam rangka  memajukan
kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan
menyediakan barang dan/atau jasa vang dijual tanpa mengutamakan mencan

keuntungan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas,
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Dipahami bahwa BLU dapat mencari Keuntungan dalam menjalankan
kegratan usahanya. Akan tetapi mencari keuntungan bukan merupakan tujuan
utama, karena tujuan utama dart BLU berdasarkan PP No. 23 tahun 2005
adalah  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka
memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa
dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip ckonomi dan produknvitas dan penerapan praktik bisnis yang schat.

Badan Layanan Umum dibagi menjadi dua, badan layanan umum
(pusat) dan badan layanan umum daerah (daerah) yang masing-masing
mempunyai peraturan sendiri. Untuk instansi pemerintah vang ditetapkan
scbagar badan Jayanan umum  (pusat), maka peraturannya mengikuti
ketentuan vang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 20035 1entang
Pengelolaan - Kewangan  Badan  Layanan  Umum.  Sedangkan  instansi
pemerintah yvang ditetapkan sebagan badan layanan umum daerah mengikuti
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum dan Permendagn 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tekms Pengelolaan Kevnangan Badan Lavanan Umum Daerah.

Berdasarkan Pasal 6 avat (1) Peraturan Mentent Kevangan  No.
193/PMK.05/2020 tentang  Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa “BLU PIP
menyalurkan Pembiayvaan Ultra: Mikro melalui Penyalur™. Berdasarkan
Pasal 2 PMK a guio dinyatakan  bahwa “Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan
untuk menyediakan fastias pembiavaan vang mudah dan cepat bagr usaha

Ultra: Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh
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Pemerintah™. Disamping itu Pasal 39 ayat (2) PP No. 63 Tahun 2019 tentang
Investast Pemerintah dinyatakan bahwa “Pemberian Pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang pelaksanaan program
pemerintah™. Lebih lanjut pasal 39 ayat (3) PP @ quo menyatakan bahwa
“Pemberian Pinjaman dapat dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah
(O1P) kepada BLU, Badan Usaha. dan/atau PEMDA berdasarkan Perjanjian™,
Menurut Pasal 9 avat (3) PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP
No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kevangan BLU mengatur bahwa,
“Taril Layanan Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan BLU harus
mempertimbangkan aspek-aspek:
a)  Kontinuttas dan pengembangan layanan:
b) Daya beli masyarakat:
¢)  Asas keadilan dan kepatuhan; dan
d)  Kompetisi yang schat,
Dalam menjalinkan tugas dan fungsi, BLU diberikan fleksibilitas untuk
dapat mencapm maksud dan tujuan pembentukannya. Pasal 1 angka (2)
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keunangan
Badan Layanan Umum mengatur dan menentukan bahwa:
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya
discbut - PPK-BLUL adalah  pola  pengelolaan  keuangan  yang
membertkan - feksibilitas - berupa keleluasaan  untuk  menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kKehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemenntah . sebagar pengecuahan dari ketentuan  pengelolaan
Keuangan negara pada umumnya.,




Badan Layanan Umum mulai masuk ke ranah publik sejak berlakunya
Undang-Undang No., I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terutama
bab XI1 pasal 68-69 tentang Pengelolaan Kenangan Badan Layanan Umum.
Sebagai tindak lanjut dalam penerapan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum  bagi satuan Kerjo/kantor pemerintah pusat dan dacrah
menerbitkan Peraturan Pemerintah No, 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam peraturan pemerintah tersebut
dijabarkan dengan lebih jelas mulai dari konsep, persyaratan, penctapan, dan
pencabutan BLU/D hingga pengelolaan keuangan BLU/D.

Dalam menyalurkan Pembiayaan UMi kepada Debitur dapat dilakukan
dengan pola penyaluran langsung  dan/atau tidak langsung. Penyaluran
langsung  dilakukan oleh  Penyalur secara  langsung  kepada  Debitur,
sedangkan penyvaluran tndak langsung dilakukan Penyalur kepada Debitur
bekerja sama dengan Lembaga  Linkage.”" Pemilihan pola  penyaluran
langsung  dan/atau tidak  langsung  tersebut  ditentukan  berdasarkan
kesepakatan antara BLU-PIP dan Penyalur, Kesepakatan tersebut dituangkan
dalam Perjanpian Kerja Sama antara BLU-PIP dan Penyalur.

Dalam hal Penyalur menggunakan pola penyaluran tidak langsung,
Penyalur melakukan kerja sama dengan Lembaga Linkage secara business to
business. Lembaga Linkage adalah Lembaga Keuangan Non-Bank yang
merupakan Penyalur vang ditunjuk oleh BLU-PIP. Kerja sama antara

Penyalur dan Lembaga Linkage dalam pola penyaluran tidak langsung

pasal 11 ava (2) PMK N 193PMEK 0572020 tentang Pembiny nan Ultra Mikro.




dituangkan dalam perjanjian kerja sama, Penyalur dan Lembaga Linkage
harus melakukan pendampingan kepada Debitur. Adapun untuk pelaksanaan
pendampingan dilakukan pemantanan dan evaluasi oleh BLU-PIP.

Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMt (Penyalur),
antara lain: PT Pegadaian, PT Bahana Artha Ventura, dan PT Permodalan
Nasional Madani. Dalam  penyalurannya, pembiayaan UMi disalurkan
dengan pola penyaluran secara langsung dan secara tidak langsung atau
bekerja sama dengan lembaga linkage untuk menyalurkan pembiayaan UM
kepada anggota. PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
menyalurkan pembiayaan UMi secara langsung kepada anggota. Sedangkan
PT Buhana Artha Ventura (BAV) bekerja sama dengan beberapa koperasi
untuk menyalurkannya kepada anggota. Skema ndak langsung i yvang

menjadi praktik tidak efektif dan efisien dalam penyaluran pembiayaan UM

Gambar 1 Al Pembiavaan UMi Secara Langsung dan Tidak

Langsung
LANGIUNG TIDAK Pip
i LANGIUNG [ (MOF)
(MOF)
PT RAV SWASTA
PY PEGADAAN PT PNM
(os) (308) =y o
Moo B e e

Sumber : Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas  Sckretariatan TNP2K
Lembaga Demogralt Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
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Penyaluran Pembiayaan UMi dari BLU-PIP kepada Penyalur dilakukan

melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan Syariah dengan syarat

dan ketentuan, antara lam:

o,

d.

C.

Penyalur sanggup menyalurkan Pembiayaan UMi dengan target yang

ditetapkan oleh PIP;

Jangka waktu pembiayaan paling lama 35 (lima) tahun termasuk masa

lenggang;

PIP dapat mengenakan suku bunga/ margin kepada Penyalur:

Dalam hal PIP mengenakan bunga/margin, pembayaran bunga/margin

dilakukan dengan Penyalur setiap bulan setelah penarikan dana:

Penarikan dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

I Tahap pertama paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari
plafon pembiayaan;

2. Tahap selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi
penyaluran atas penarikan sebelumnya,

Penyalur menjaminkan piutang lancar dengan Fidusia paling sedikit

sebesar rencana penarikan per tahap:

Penyalur wajib memperbabarui pintang yang dijaminkan dalam hal

piutang yang dijaminkan macet atau jatuh tempo;

Persyaratan lain yang ditetapkan oleh BLU PIP,

Dalam hal Penyalur tidak dapat melakukan penyaluran sesuai target

vang ditetapkan oleh BLU PIP, maka BLU PIP dapat menarik pembiayaan

yang tidak tersalurkan. Sedangkan terkait dengan bunga/margin ditetapkan
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dalam Perjanjion Pembiayaan antara Penyalur/Lembaga Linkage dan anggota
(Debitur) dengan memperhatikan bunga/margin BLU PIP kepada Penyalur
atau  Penyalur kepada  Lembaga Linkage, biaya operasional, margin
keuntungan, dan premi risiko. Adapun untuk biaya notans dan materai yang
timbul schubungan dengan akad maupun addendiom akad antara PIP dan
Penyalur apabila diperlukan di kemudian hari, ditanggung sepenuhnya oleh
Penvalur. Tentunya hal tersebut sangat memberatkan  Penyalur  dalam
menyalurkan pembiayaan UMi,

Konsep dalam pembiayaan UMi sama halnya dengan konsep pada
beberapa jenis pembiayaan, seperti KUR, Lembaga Keuangan Mikro yang
sebagian besar telah mengadopsi model dan menerapkan beberapa elemen
dart sistem Grameen Bank di Bangladesh seperti pembentukan kelompok
nasabah dan kredit tanpa agunan, SMEs Agency di Jepang dan KOSME di
Korea Selatan, Masyarakat yang menggunakan kredit UM ini menjadi high
cost cconomy. Selain nantinya dikenakan suku bunga, di awal proses kredit
Juga dikenokan biaya admimstrasi dan biaya pengikatan jaminan yang
keseluruhan biaya tinggi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK No I/PMK.05/2021, Stimulus kredit
pembiayaan UMi yang diberikan melalui BLU-PIP secara langsung berupa
taril” pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektf per tahun dikenakan
kepada penvalur paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari realisasi

penvaluran  pembiayaan. Untuk pola penyaluran tdak langsung  tanf

pembiavaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun dikenakan kepada




penyalur paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari realisasi penyaluran
pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investast Pemermtah pada
Kementenan Kevangan dan kepada lembaga finkage paling tmggi sebesar 6%
(enam persen) dari reahisasi penyaluran pembiayaan oleh penyalur,

Pengaturan Pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Dalam Upaya
Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat penting  untuk  dibahas  selain
karena alasan tersebut diatas, judul int memang masih sangat onsimalitas dan
sangat diperlukan untuk pengembangan hukum ckonomn berkaan dengan
upaya meningkatkan dan mengembangkan ckonomi kerakyatan melalu
pembiayaan UMi.

Penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu untuk
membedakan  perbedaan objek kajian  penelitian. Orisinalitas  penelitian
menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kapan vang diteliti antara
peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal i dimaksudkan untuk
menghindari adanya pengulangan Kajian terhadap hal-hal yang sama, Dengan
demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja vang membedakan dan akan
diketahui pula letak persamaan antara penelitian terdahulu, Adapun judul-
judul  penelitian  disertasi  yang  sebelumnya  vang  berkantan  dengan

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

diantaranya:
Tabel | Tabel Orisinalitas
Penelitl/] Rumusan
No | nstitusi/ Judul : Hasil Penelitian
= Masalah
I'ahun
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usaha mikro‘kecil  atas
kehadiran LKM yang dapat
meningkatkan  kesejahteraan

pelaku usaha,
Dirckomendasikan  kepada
Pemermtah Rl untuk

membuat dan mengkaji ulang
instrumen  hukum  dengan
merumuskan kembali secara
tegas  (cksphsit)  membuat

parameter kesejahteraan
pelaku usaha dalam  norma
hukum; Perlu adanya

pengawasan terhadap kinerja
LKM untuk memaksimalkan
instrumen  pemerataan  dan

penigkatan pendapatan
masyarakat miskin  dan/atau
berpenghasilan rendah:
Diperlukan  langkah-langkah
strategs hukum untuk
memaksimalkan tujuan
hukum dalam rangka
mendapatkan kepastian

kesejahteraan — bagi  pelaku
usaha  mikro/kecil  dengan
menggerakkan lembaga-
lembaga  yang  berasal  dan
tumbuh dari kKearifan ckonomi
lokal,




2 | Kadeni Peran Bagaimana | Hasil pembahasan
dan Ninik | UMKM | Peran menunjukkan bahwa
Srijani/ (Usaha LUMKM keberadaan usaha mikro, kecil
Universit | Mikro (Usaha dan  menengah  perannya
as  PGRI | Kecil Mikro Keeil | sangat penting untuk
Madiun/ | Menenga | Menengah) | meningkatkan ckonomi
2020, h) dalam | dalam masyarakat, Usaha ini dipilih

Meningk [ Menigkatk | karena sudah terbukti teruji
atkan an dalam  menghadapr  situasi
Kesejaht | Kesejahtera | apapun termasuk  krisis
eraan an moneter dan besar perannya
Masyara | Masyarakat | dalam memeratakan
kat. ? pendapatan dan

mensejahterakan masyarakat,

3 | Ashari/Pu | Potensi Bagaimana | Pembangunan  perekonomian
sat Lembaga | peran  dan | pedesaan masih menghadapi
Analisis [ Keuanga | kebijakan kendala  terbatasnya  modal
Sosial n Mikro | Lembaga para pelaku usahanya, LKM
Ekonomi | (LKM) Keuangan memiliki potensi sebagai
dan dalam Mikro sumber pembiayaan
Kebijaka | Pembang | (LKM) masvarakat  petani/pedesaan
n unan dalam walaupun dar SIS
Pertanian | EKonomi | proses ketersedianan  dana  tidak
12006, Pedesaan [ pembangun | sebesar  lembaga  perbankan

dan an ckonomi | formal.  Keunggulan  LKM
Kebijaka | pedesaan. terletak pada komnmen yang
il kKuat dalam  memberdayakan
Pengemb usaha  mikro/kecil, prosedur
anganny vang lebih - Neksibel  dan
a. lokasinya yang dekat dengan

daerah pedesaan. Potensi vang
cukup besar tersebut belum
dapat  dimanfaatkan
optimal karena LKM masih
menghadapr — kendala dan
Keterbatasan — di - antaranya
kelembagaan  vang tumpang

secara

tindih,  keterbatasan  SDM
serta kecukupan modal.
Sebaga upaya untuk
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menguatkan dan

mengembangkan  eksistensi
LKM di masa mendatang
perlu dilakukan  langkah-
langkah strategis di antaranya
penuntasan Rancangan
UndangUndang (RUU) LKM
serta kebijakan  pendukung

lainnya,
Vincenzi | Pengarub | Bagaimana | Dalam  usaha  mencapai
a Dian P | Pembiay | pengaruh tngkat ckonomi ¢ aws 3
H, Riya | aan Ultra | pembiayaan | persen.  sejak  tahun 2017,
Dwi Mikro ultra: mikro | pemermtah  Indonesia  telah
Handaka, | (UMI) (UML) menerbitkan Pembiayvaan
Yuris Terhadap | terhadap Ultra Mikro  (UMi), suatu
Trisman | Pertumb | pertumbuha | program  pembiayaan  yang
Zega, uhan n - ekonomi | menyasar  usaha  di bawah
2021. Ekonomi | dacrah kategori  mikro dan  kecil,
Daerah | melalu vaitu  usaba  ultra mikro.
Melalum | pertumbuha | Pembiayaan i merupakan
Pertumb | n o produksi | program  komplementer atas
uhan industri Kredit Usaha Rakyat (KUR),
Produksi | mikro  dan | vang  berbentuk  pinjaman
Industri | kecil ? bank terhadap usaha mikro.
Mikro kecil dan menengah
Dan (UMKM).  Dengan  metode
Keeil. regrest dan analisis jalur atas

data panel darn 33 provinsi
diIndonesia tahun 2017-
2018, penelitian ini
bertujuan untuk melihat ada
tdaknya pengaruh
Pembiayaan  Ultra Mikro
terhadap pertumbuhan
ckonomi regional dan
pertumbuhan produksi
mdustri mikro dan  kecil di
tingkat  provinsi.  Penelitian
int membuktikan  bahwa
Pembiayaan  Ultra Mikro
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berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan
produksi industri mikro dan
kecil namun tidak signifikan

terhadap pertumbuhan
ckonomi  regional,  vang

ditunmukkan oleh PDRB.
Kadek Pengatur | Bagamimana | Hasil  studi - menunjukkan
Ary Putri | an kewenangan | bahwa  ketentuan  Pasal 21
S dan | Pembiay | pemerintah | Avat (1) Undang ~Undang
Made aan untuk Nomor 20 Tahun 2008
Nurmawa | Usaha menyediaka | tentang Usaha Mikro, Kecil,
ti/Univers | Mikro n dan Menengah  yang
itas Dan pembiayaan | mengatur tentang
Udavana | Kecil bagi usaha | pembiayaan  Usaha Mikro
n/2020. Olch mikro  dan | dan Keail tampak  Kkabur
Pemerint | kecil? sehingg: menimbulkan
ah multitafsir - dalam hal
Sebagai kewenangan Pemerintah
Upaya untuk menyediakan
Strategis pembiayaan, Kemudian
Dalam dalam ketentuan  Pasal 23
Menduk hurul ¢ tdak  adanya
ung ketentuan  yang  mengatur
Perekono secara eksplisit syarat —syarat
mian yang harus dipenubi Usaha
Nastonal. Mikro  dan Keeil  guna
memperoleh pembiayaan.
Agar  Usaha  Mikro  dan
Kecil  dapat  memperoleh
pembiavaan dengan

ketentuan aturan yang  jelas
memerlukan  suatu kepastian
hukum schingga tercapainya
kemanfaatan,  dan keadilan
hukum dalam usaha menjaga
stabilitas Usaha Mikro dan
Kecil  sebagai  pendukung
strategis pembangunan
perekonomian nasional.




Berdasarkan penclitian sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar
dalam penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. Dimana penelitian
sebelumnya berfokus pada kegiatan usaha Mikro secara Nasional yang
dikonstruksikan untuk menimgkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Usaha
Ultra Mikro yang berfokus pada pengaturan untuk memberikan kepastian
hukum dan implikasinya terhadap  perckonomian  regional, sedangkan
penelitian ini berfokus pada Kegiatan Usaha Ultra Mikro secara Nasional dan
strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalur pengaturan
pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro.

Dari uraian tersebut, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian secara
komprehensif untuk mengkaji dan mendapatkan rumusan hukum  baru
mengenai - konstruksi  pengaturan pembiayaan  UMi - dalam - peraturan
perundang-undangan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.
Schingga judul Disertasi im adalah “Reformulasi Pengaturan Pengelolaan
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat™

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat
rumusan masalah yaitu:

I, Bagaimana pengaturan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?




2. Bagaimana reformulasi peran dan tanggung jawab negara dalam upaya

mengatur pengelolaan pembiavaan Ultra Mikro (UMi)?

C.  Tujuan penclitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan
sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:
I Tujuan Umum
Disertast ini dibharapkan mampu memberikan Kajian hukum  yang
komprehensif berkaitan dengan pengaturan pembiayaan ultra mikro

dalam upaya menigkatkan kescjahteraan masyarakat.

9

Tujuan Khusus
Menemukan atau mendapatkan rumusan hukum mengenai peran dan
tanggung jawab negara dalam melakukan konstruksi  pengaturan

pengelolaan pembiavaan ultra mikro (UMi),

D, Kegunaan Penclitian
Berdasarkan analisis serta permasalahan tersebut di atas, terdapat
beberapa manfaat penehitian yang akan dicapai dan penelinan ini diharapkan
dapat memberikan kegunaan, antara lain:
I, Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan
tambahan  ilmu  pengetahuan  tentang  pengaturan — pengelolaan
pembiayaan ultra mikro  (UMi}  dalam upaya  menmgkatkan

Kesejahteraan masyarakat.

2, Kegunaan Praktis

9
w2




a.  Diharapkan dapat memberikan masukan terkait pengaturan dan
penyaluran Badan Layanan Umum — Pusat Investasi Pemerintah
(BLU-PIP) yang tepat kepada masyarakat agar tidak terjadi high
cost economy) sehingga selaras dengan tujuan negara untuk

menyejahterakan masyarakat.

b.  Diharapkan dapat memberikan pemahaman  terhadap  Dosen,
Mahasiswa, maupun praktisi hukum mengenai kekhususan pada
bidang hukum ckonomi maupun yang tidak mengambil kekhususan

bidang hukum ekonomi,

5 Kerangka Pemikiran
1. Grand Theory (Teon Negara Kesejahteraan)

Menurut Ramesh Mishra, Lawrence M Friedman dan Jan M
Boekman, vang menitik beratkan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
pada tanggung jawab negara untuk kescjahteraan warga negara
terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup (hasic needs), pelayanan
sosial. juga termasuk ntervensi ckonomi pasar. Tanggung jawab negara
untuk Kesejahteraan warganya bukan sekedar dimaknai sebagar hak
politik dan ckonomi, namun lebih merupakan aspek hukum, Secara
khusus. Flowrance M Friedman menyatakan, bahwa Welfare State

sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya

dalam lingkup vang luas sampai menjangkau Intervensi pasar maupun




L

terhadap perbankan. telekomunikasi dan transportast.' Dengan ruang
lingkup yang luas, maka tanggung jawab negara meliputi sarana hukum
maupun institust untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara
menjadi kewajiban negara. '

Middle-Range Theory (Teori Keadilan)

Menurut John Rawls dua prinsip keadilan merupakan solusi bagi
problem yang utama  adalah keadilan.  Pertama, adalah  prinsip
kebebasan yang sama scbesar-besarnya (principle of greatest equal
liberty). Prinsip ini mencakup "

4. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak
bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).

b.  Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).

¢.  Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama),

d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).

¢ Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya int terdirt dar dua bagian, yaitu prinsip

perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil

atas kesempatan (the prinsiple of fair equality of opportunity).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis

harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mercka

8}

2 Dyauban, Politik Hukum Negarn Resejahiternan: Studi tentang Kebijukon Regulasi dun
tastitustonalisast Gagasan Kesejuhternim Sosial Fkonomi Masyarakat Nelayan Di Jawa Tengah, Disertasi,
Universitas tsham Indonesin. him 48,

U Damanhiaed Fattah, Teors Keadifan Menrnr Jobn Rawls, Jumal FAPLS, Vol 9 No.Y, 2013, him. 38




vang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam
prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek scorang
untuk  mendapatkan unsur pokok  kesejahteraan, pendapatan  dan

otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang

diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai
peluang untuk mencapai prospek  kesejahteraan, pendapatan dan
otoritas, '

3. Applied Theory (Teon Hukum Pembangunan)

Teorn  Hukum  Pembangunan  oleh  Prof.  Dr. Mochtar
Kusumaatmadja dipengaruhi oleh pandangan Herold D. Laswell dan
Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) yang diclaborasikan dengan
teori hukum dari Roscoe Pound. Mochtar mengolah semua masukan
tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. '
Beliau memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan
stakeholders yang ada dalam  komunitas sosial tersebut  dengan
menambahkan adanya tjuan pragmatis (demi pembangunan).'

Konsep Hukum Pembangunan mengubah pengertian hukum
sebagai alat (rool) menjadi hukum sebagar sarana (instrument) untuk
membangun  masvarakat.  Pokok pikiran yang melandast  konsep

tersebut  adalah bahwa  ketertiban  dan  keteraturan  dalam  usaha

1 {hid, Wl 36

YShidarta, Karakteristik Penaturnn Hukom Dalam Konteks Ke-Indonesiaun, Penerbit CV Homa,
Sakartn, 2006, him. 411

"Ltk Mulyady, Feore Hikom Pembanginan Prof D Mochiar Kusunaatimiadio, S, ML dikses
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pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak
perlu, dan bahwa  hukum  adalah artt norma  diharapkan  dapat
mengarahkan  kegiatan  manusia  kearah  yang  dikehendaki  oleh
pembangunan dan pembaharuan itu,

Oleh sebab itu, perlu diperlukan sarana berupa peraturan hukum
vang berbentuk tidak tertulis harus sesuai dengan hukum yang hidup
dalam masyarakat. Selanjutnya Mochtar menyatakan bahwa hukum
sebagai saranan lebih luas dari hukum sebagai alat karena:'’

I, Peranan  peraturan  perundang-undangan  dalam  proses
pembaharuan hukum  lebibh menonjol, apabila dibandingkan
dengan Amerika Serikat yang menempatkan (Khususnya putusan

the supreme court) pada tempat lebih penting.

o

Konsep hukum sebagai “alat™ akan mengakibatkan hasil yang
tidak jauh berbeda dengan pencrapan legisme sebagaimana
pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia
ada sikap  yang menunjukkan  Kepekaan  masyarakat untuk
menolak pencrapan konsep seperti itu.

3. Apabila “hukum™ disini termasuk juga hukum Internasional.
maka konsep hukum sebagai sarana pembaharvan masyarakat
sudah diterapkan jauh sebelum Konsep ini diterima secara resmi

sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

U Shidarta, Karakievistik Penalaran Hukum T 411




Mochtar mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada
satu hal saja adalah untuk mencapai ketertiban yang dijadikan syarat
pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah
terciptanya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut
masyarakat dan zamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban
diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di
masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan
bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal
tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. '

Fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun tidak
cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban, Hukum diharapkan
berfungsi lebih daripada itu, vaitu scbagai “sarana pembaharuan
masyarakat™ atau “law as a tool of social engeneering” atau “saranan
pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:"

“Mengatakan — hukum — merupakan — “sarana - pembaharian
masvarakat” di dasarkan  kepada anggapan  bahwa adanya
keteraturan  atau Ketertiban  dalam usaha  pembangunan dan
pembaharuan  itu merupakan  suatu yang  diinginkan - atau
dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam
konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa
hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa
berfungst sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam
arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki
oleh pembangunan dan pembaharuan™

* Mochtar Kustmammadin, Fangse dan Perkembangan Hukam dalam Pembangunan Novonal,
Sandung: Wina Cipta, tanpa b, HHme 2-3

" Mochtar Kuswmastoadji, Hekuor Masyarakar. dan Pewbinaan Dk Nastonal, Bonduny
Baeacipto, 1995 Him, 13




Tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi
sebagai intt Teori Hukum Pembangunan yvang diciptakan oleh Mochtar
Kusumaatmadja, yaitu ;

I. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharvan atau
pembangunan merupakan  sesuatu yang  dimginkan,  bahkan
dipandang mutlak adanya;

Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat
berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam
arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikchendaki ke arah
pembaharuan,

o

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperiner maka alur
pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah  yang
menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam Tungsinya
vang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun
untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapm sesuai dengan

wn

tujuan kehidupan bernegara™.

© Metode Penelitian
I, Pendekatan Penclitian
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
merupakan penelitian hukum  dengan pendekatan vang  digunakan
penulis adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan
dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

pada suatu Negara, teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan

7 Siachran Basuh, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administraxd Negara. Banduny:
Wmat, 1992 1Him 13-14,




hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini,”!

Pendekatan yuridis normatf digunakan dalam usaha menganalisis data
dengan  mengacu  kepada norma  yang  diatur - dalam  peraturan
perundang-undangan,

Dalam pendekatan yuridis-normatif yang penulis gunakan sebaga
pendukung dalam penelitian i dapat dilakukan dengan lebih dari satn
pendekatan.”  Adapun  pendekatan  yang penubis  gunakan  adalah
pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach), pendekatan
konsep (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative
approach) dan pendekatan analisis (analysis approach).” Pendekatan
perbandingan dalam penelitian ini membandingkan konsep Penyaluran
Pembiayaan UMi pada Special Operating Agencies (SOAs) di Kanada,
Graamen Bank di Bangladesh, Korea Small and Medium Enterprises
Agency and Stratup Agency (KOSME) di Korea Selatan dan 7he Small
and Medium Enterprises Agency (SMEs Agency) di Jepang, Penelitian
hukum ini tidak mengenal penelitian lapangan (field researeh) karena
vang diteliti adalah bahan-bahan hukum schingga dapat dikatakan
sebagai library based, focusing on reading and analvsis of the prinary

and secondary material !

o Soerjono Sockumto. Penelithan Hukum Novmaotif Suate Tinganan Ningkot. Jokarth: Riojowali. 1985,
!

“ohnny lomhim, Tear dan Metodotogs Penelition Hakvm Novpanf, Malong: Bayumedia Publishing.
him, 300,

T Abdulkadie Muhanmmid, 2000, Op Cea hilm. 113

S lohnny Ibrahim, Op Cle e, 16
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Spesifikasi penelitian
Penelitian i diharapkan mampu  menghasilkan  saran-saran  dan
memecahkan persoalan serta menghasilkan konstruksi pengaturan yang
ideal terhadap pengelolaan pembiayaan UMi,
Jenis dan sumber bahan hukum
Jenis Data yang dipergunakan dalam penclitian hukum normatif adalah
data sekunder, dimana didapatkan melalui studi kepustakaan, Selain it
dilakukan wawancara kepada Informan dan  narasumber  sebagai
Validasi Bahan Hukum. Adapun pada penelitan im menggunakan
sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sckunder, dan bahan hukum tersier. Ada pun bahan hukum sebagai
berikut:
a. Sumber bahan hukum primer

Sumber Bahan Hukum Primer yang digunakan, antara lan:

1).  Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2).  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah:
3),  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas.
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4).

6).

7).

8).

9).

10).

11).

Undang-Undang ~ Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum:

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi
Pemerintah:

Peraturan Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:

Peraturan  Menteri Koordinator  Bidang — Perekonomian
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan  Menternn Koordmator — Bidang
Perckonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang  Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:

Peraturan Menteri  Keuangan Rl No,  129/PMK.05/2020
Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum:

Peraturan Menteri Keuagan R1 No. 193/PMK.05/2020 tentang

Pembiayaan Ultra Mikro:




12). Peraturan Menteri Keuangan R No. 1/PMK.05/2021 tentang
Tanf Layanan  Badan  Layanan  Umum  Pusat  Investasi
Pemerintah pada Kementerian Keuangan;

b. Sumber bahan hukum sckunder

Bahan yang diperoleh dari berbagai badan hukum dari instansi

pemerintah, informasi dari media baik media clektronik maupun

cetak, literatur-literatur, makalah-makalah dari hasil seminar baik
vang diadakan oleh aparat hukum maupun perguruan tinggi, dan
Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan maten vang dibahas,

¢. Sumber bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder® Adapun yang

dipergunakan dalam bahan hukum tersier vang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.
Teknik Pengumpul Bahan Hukum
Penclitian  ini - menggunakan  metode  analisis — kualitatif,  yaitu
menganalisis  data sekunder tanpa mengeunakan  statistik - untuk
menjawab  permasalaban  dalam  penclitian.  Dalam bhal i akan
menggambarkan fakta, permasalahan, dan ketentuan tentang pengaturan
pembiayaan  UMi dalam  perspektif’  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

= Socrjono Sockanto dan Sri Mamudii, Menelivian Huhume Novmatit Suatae Tiatan Stnghar, Cetakan
Chakanta: PT Raja Gefiuindo Persadu, 2003, hlm 13




Penehitian ini melakukan penelusuran literatur atan Studi Kepustakaan
pada Perpustakaan Nasional Republik  Indonesia dan Perpustakaan
Universitas. Adapun penelitian imi dilaksanakan oleh Penuhs sejak
OKtober 2020 sampai berakhirnya tahapan Disertasi ini. Penelitian i
menggunakan metode studi kKepustakaan (fibrary research). yaitu penulis

memilih sejumlah buku yang menyangkut masalah yang sesuai dengan

penulis teliti. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang  berupa

pengumpulan data diperoleh dari buku pustaka atan buku bacaan lain
yvang berhubungan dengan pokok permasalahan. kerangka dan ruang
lingkup permasalahan vang penulis teliti, Serta melakukan wawancara
dengan Narasumber dari Badan Layanan Umum  Pusat  Investasi
Pemerintah (BLU PIP) Kementerian Keuangan, PT Pegadaian, dan Ahli

Hukum dibidang Hukum dan Bisnis.







BAB I
TINJAUAN ATAS HUKUM SEBAGAT AKSELERATOR MEWUJUDKAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum-®, artinya negara
dalam segala aktivitasnya senantiasa didasarkan pada kaidah dan koridor
hukum. Negara dalam konteks i lazim disebut sebagaimana negara hukum.
Dalam perkembangan pemikiran mengenar negara hukum dikenal 2 (dua)
kKelompok negara hukum, yaitu negara hukum formal dan negara hukum
materiil, Negara hukum materiil dikenal juga dalam istilah Welfare State atau
negara kesejahteraan, menurut Jimly Asshiddiqie, 1de negara kescjahteraan
ini merupakan pengaruh dart paham sosiahs yang berkembang pada abad ke-
19, yang popular pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum

penjajah yang Kapitalis dan Liberalis. Dalam perspektif hukum, Wilhelm

Lunstedt berpendapat:*’

Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and
the condition which make possible peaceful co-existence of masses of
individuals and social groups and the coorporation for other ends than

more existence and pm/mgun'un.

" Soemardl, Teard Untum Hukum deane Negaro - Dasar-Dasae g Wik Novostif Sebagal B
Sk Deskreiptif-Empieik, Bee Medin Indonesio. Bandung, 2000, him, 2235
T Ibid. him, 9,




Siem pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa
sk mencapai Social Welfare, yang pertama harus diketahui adalah apa
wame mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban
Sementu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunsteds mengenai social
e ini hampir sama dengan pendapat Roscoe Pound, namun demikian ia
e menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia
s angin hidup dan mengembangkannya secara layak.**

T.H. Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban
solekuf untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui
fembaga yang disebut negara. Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan
pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan
sendakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk
menjamin - stabilitas  sosial - dan  mengurangi  dampak-dampak  negatif
sapitalisme.  Marshall  melihat - sistem negara kesejahteraan  sebagai
kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk
menciptakan - stabilitas - sosial - dan  memelihara - masyarakat - kapitalis.

Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ckspresi material

dan hak-hak warga negara dalam merespons  konsekuensi-konsekuensi
kapitalisme.”
Menurut - Esping  Anderson, negara kescjahteraan pada  dasarnya

mengacu pada peran negara yang aktf dalam mengelola dan mengorganisasi

I Ardenolis, Sudi Faliml, dan Ardiomsyah. Earangan Penggomaan Fasilitas Negara Dalam Pemililion
Sepala Dacrah Berdisarkan Perutuian Perumding=undangan, Jumal QISTIE Vol 13 No 2, 2020, him 143

* Rijal Assidig Mulvina, Peran Negarn Untub Mewujodkan Kesejahterman Dalam Kerimgha
Sagashidus Syariah, Jumal AL<Urban, Vol | Na 22007, hilm 164,
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serckonomian vang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk
memamin ketersediaan pelavanan kescejahteraan dasar dalam tingkat tertentu
Bes warga negaranya. '

Defimsi Welfare State dalam Black's Law Dictionary menyebutkan :
Negarn Kescjahteraan  adalah suatu bangsa  yang  pemerintahannya
wemalankan  berbagar  program  asuransi  sosial,  seperti kompensasi
pesganggeuran, pensiun, bantuan vang untuk keluarga, kupon makanan, dan
Santuan bagi orang buta atau tuli- juga pengertian kescjahteraan - negara
sehagai pengatur ;

Welfare Sfafe a nation in which the government underiakes various

social insurance programs, such as unemployvment compentation, old

age pensions, family allowances, food sfamps, and aid to the blinrl or

deaf - also termed welfare - regulatory state !

Definist welfare state dalam Collin Colbuid  English Dictionary,
mengutip dant Safri Nugraha menyebutkan “negara kesejahteraan adalah
sebagai suatu sistem pemerintah yang menyediakan pelayanan sosial secara

aratis (bebas biaya) dalam hal: kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan

S warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran, atau

sakit.
Welfare Stafe as ‘a systenr in which the government provides free social

services, such as health and ediwcation, and gives money to peaple when

S D an Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Keseqahteraan, Jakarta: LP3ES dan
Prakarsa, 2006, him 9
-~ Bevan A Gaener, Back's Low Dictionarey Seventh Ediflon. West Group St Paul, Minn, 1990, him.




they are unable to work for example because they are old, unemployed,

or sick'z,

Dart penjelasan kedua defimsi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa Negara Kesejahteraan (Welfare State) adalah Kebijakan suatu Negara
atau pemerintah yang mengatur sekaligus menjaankan tugas yang berkaitan
dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (hasic needs) seperti
halnya pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan. Selain itu juga berkaitan
dengan pelayanan sosial sepertt santunan keuangan bagi para pensiun, orang
ta, orang sakit, serta membantu orang buta dan tuli sebagai penyandang
penyakit.

Dari defimsi tersebut, ternyata dalam Kenyataannya memunculkan
berbagai konsep, setidak-tidaknya ada beberapa pandangan yang satu dan
lamnya berbeda tentang konsep Welfare Stare sebagaimana yang terjadi di

berbagal negara, Sccara umum konsep Welfare State dapat dikelompokkan

sebagai berikut:*

Menurut Ramesh Mishra, Lawrence Friedman dan Jan M Boekman, yang
menitik beratkan Welfare State pada tanggung jawab negara untuk
kesejahteraan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup
thasic needs), pelayanan sosial, juga termasuk intervensi ekonomi pasar,

Tanggung jawab negara untuk Kesejahteraan warganya bukan sekedar

" Collin Colbuild, English Drettonary, 1997, hilm. 1898, dalam Satve Nograha, Pivatesation of Siape
Swrpesses I The 2000 Centary 10 Step Forwards O Bachwards, Jakarta, Fakolas Hokam UL 2004, him, |

Djauhard, Kagien Feors Welfare Stare Dademe Perspekaf Bavar Dan Isfom. jurmad hukum, Vol XVI No,
B2 him, 29.




dimaknai scbagai hak politik dan ekonomi. namun lebih merupakan
aspek hukum. Seccara khusus, Flowrance M Friedman menyatakan,
bahwa Welfare State sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap
kesepahteraan warganya dalam Tingkup yang luas sampai menjangkau
Intervensi pasar maupun terhadap perbankan, telekomunikasi dan
transportasi. Dengan ruang lingkup vang luas, maka tanggung jawab
negara meliputi sarana hukum maupun institusi untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi warga negara menjadi kewajiban negara,

Ramesh Mishra menyatakan, Welfare State adalah suatu tanggung jawab
negara terhadap kesejahteraan warga negara yang meliputi intervensi
ckonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan
sosial. - Termasuk  juga  lembaga  dan  kebijakan  dalam  bidang
kesejahteraan adalah menjadi pemikiran dan tanggung jawab negar.
Dmyatakan Ramesh bahwa:

A Libera! state which assurnes responsihility for the welfherg of the
citizen througfi a range of interventions in the market economy, e.g.
full employment policies and social welfare service. The term
include, both the idea of state responsibility for welfare as well as

the institutions and policies through which the idea is givei effect

Sedangkan Lawrence M Friedman melukiskan di abad ke-20 negara
umumnya disebut “negara kesejahteraan™,. Situasi ini merupakan

bentuk khas negara pada abad ke-20 yang umumnya dinamakan

" Ramesh vlishrea, Welfare state br Crises, Social Thongl and Social Change. Wheasheat Books 114,
London, Marvester Press, 1984 hime 11
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"Negara Kesejahteraan®, atau lebih luas, negara pengatur kesejahteraan.
Secara mendasar adalah suatu negara intervensi secara aktif terhadap
pemerintahan yang ada di mana-mana. Sebagai pengumpul sangat besar
atas vang pajak, dan memerintahkan tentara dalam jumlah besar
terhadap pelayanan sipil. Menyalurkan bermilyar-milyar dalam bentuk
pembayaran Kesejahteraan. Di berbagai negara bahkan juga menangani
Jalan kereta api, Kartu pos, telepon, pemilik bank, pabrik baja dan
perdagangan lainnya sebagai portofolio,

Government is ubiquitous. It collects huge post of money, and
commands as enormous army of civil servants, It distributes billions
i the form welfare pavments. In many countries, it runs the
ratlroads. the posial service, the telephones, in others it has banks,

steel mills and other enterprises in its porlofolio

Bagi Jan M. Boekman, Welfare State dimaknai sebagai integrasi fakta
ckonomi dan gagasan umum tentang keadilan. Di dalamnya terjabar
keberadaan dan fungsi hukum dalam berbagai aspek  kehidupan,
schingga sebenarnya hukum menjadi bukti yang selalu terkait dengan
negara kesejahteraan di mana keadilan harus menjadi tujuan utama,

The welfare sfafe is generally understood as the integrations of
ceononic facts and general ideas about justice. It also inchdes the

pervasive presence and functioning of law in various aspeets of

U hawrence M Fricdman, Legal Crdrare and the Wedfare State. dulum Gunther Teubned, Dilonuna of
Law i Welfare Stare. Walter de Groveer, Berlin - New York, ‘1986, him. 12

40




(3]

soctal life, It is thus evident that law is interwined with the welfare

stare. "

Menurut: Ross Cranston, pengertian Welfare Stafe selalu dikantkan
dengan anggung jawab pemerintahan berkaitan dengan keschatan.
pengangguran dan perumahan yang  memberikan perlindungan bagi
warganya terhadap standar minimum pendapatan,  gizi, keschatan.
perumahan dan pendidikan, keamanan kerja, sebagai hak politik dan
bukan sumbangan sukarela, Bahkan aspek-aspek kesejahteraan juga
terkant dengan pelayanan sosial berbentuk kesejahteraan sosial, pajak dan
keamanan kerja.

I some interpretations fhe  essence of he wvrelfare siafe s
government-protectedn minimum standards of income, nutritlon,
health.housing, and education, assured fo every citizen as a political
right, no as charity. One of rtmuss's contributions was 1o additional
aspects of the welfare sfafe - that along with the social services are
other forms of social services are other forms of social welfare, fiscal

and oceupational welfare. '’

Vilhelm Aubert, Welfare State lebih dimaknai sebagai kewajiban negara
untuk kesejahteraan warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar ndup
(basic needs). Welfare State berkaitan dengan hak-hak warga negara dan
Kemampuan negara unuk memenuhi claim yang berasal dari hak

tersebut, Tujuannya adalah  untuk menmamin terpenuhinya tingkat

"l
Stave, Wl 79

M. Backman, Legal Subjectivity as a Precondition farthe lernwvinement of Lax omd the Weltare

" Ross Cranston Legal Fowmdations of the Weltare Stare, London, Weldenfeld nid Nicalson, 1985,

hlm.




kesejahteraan minimal dalam hal kesejahteraan, nutrisi, perumahan, dan
pendidikan. Di sini nampak bahwa lingkup Kesejahteraan hanya berkait
dengan kebutuhan dasar dup (basic needs) saja.
It is customary to define the welfare state by referensce to certain
rights of the citizen and by the state 's ability to meet the claims which
flow from this rights. Their aim is to secure a decent minimum of
welfare in terms of health, murition, housing, and education. ™
Dart urman beberapa konsep di atas, maka dapat digolongkan
scbagai berikut:"

I, Menurut Ramesh Mishra, Lawrance M Friedman dan M Bockman.
Welfare State merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara yang
meliputi

a. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup (hasic needs);
b. Pelayanan sosial; dan
¢ Intervensi Ekonomi Pasar

2. Sedangkan menurut Ross Cranston, Welfere State adalah lebih
menitik  beratkan - sebagai tanggung  jawab  negara  dalam
kesejahteraan warga negaranya dalam pemenuhan basic needs dan
pelayanan sosial.

3. Wilhelm  Aubert memberi pengertian Walfare Stare hanyvalah

sebagai kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara terkait

" Vilhem! Auber. fhe Rufe of Law and the Promotional Function of Law it the Wolfare State
Dilemmras of Law on Weltare Stare, European University Tnstiture @ Sen A, Law, 1986, him, 52
“Dyanharl, Op et b, 31




dengan pemenuhan basic needs. Kewajiban negara baru muncul

apabila terjadi Klaim dari warga negara yang menuntut hak tersebut,

Dalam  konsep  Negara  Kesejahteraan,  negara dituntut untuk
memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ckonomi
vang dihadapr masyarakat luas, Perkembangan imlah yang memberikan
legalisasi bagi “negara imtervensionis”™ abad ke-20. Negara justru perlu dan
bahkan harus melakukan mtervens: dalam berbagar masalah sosial dan
ckonomi untuk  menjamin  terciptanya  kescjahteraan - bersama dalam
masyarakat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan vang sebelumnya
berada dilvar jangkavan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan
pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal Khusus, seperti
“social security”. kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan
serta perumahan,*

Negara Kesejahteraan atau welfare state disebut juga “negara hukum
modern.”™ Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum
semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (social gerechtighend) bagi
seluruh rakyat. Negara Kesejahteraan pada intinya adalah pembangunan yang
difokuskan pada penimgkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian
peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial

kepada warga masyarakatnya,

" dimly  Asshiddigie, Gagason Kedanfatan Rokvat Dalom Kossttiest Dane Peloksamaammva [0
Daddonesia, Jakarti lehtiar Barn Van Hoeve, 1994, him, 223,

43




Cin wama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah
untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya, Dengan kata lain,
yjaran welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip
Staatsonthouding, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk
mencampurt - kehidupan  ekonomi dan sosial masvarakat,  menjadi
staatsbemoeienis yang menghendaki negara dan pemenntah akuf dalam
kehidupan  ekonomi  dan  sosial masyarakat,  sebagai langkah  untuk
mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban  dan
keamanan (rust en orde). ¥

Ideologi welfare state mengajarkan tentang peranan negara vang lebih
luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan
bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat
luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya,
vakni keamanan sosial di segala bidang kemasvarakatan dalam suari welfare
state. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa
ckonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ckonomi liberal klasik diganti
dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (central geleide ceononie),
Staatssonthouding telah digantikan oleh Staatshbemoeenis, pemisahan antara
negara dengan masyarakatnya telah ditmggalkan.*

Ideologi negara  kesejahteraan  (welfare stare) memadi Jandasan
kedudukan dan fungsi pemerintah (hestuursfincric) oleh negara-negara

modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk

USCF Muorbun, Hukem Administrosi Negara, Yogyakarti, FIUT Press, 2012 him 14-15
S Uteeeht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakart, lehtine bara, 1985, hne 3.4
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melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan
negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti
banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, Konsep negara kesejahteraan
inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan
kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta™ selaku pejuang dan
pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya,*
Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendirt negara, utamanya
“Bung Haua™, maka Undang-Undang  Dasar Negara 1945 mengandung
semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-
tujuan yang hendak dicapainya: vaitu:*
L. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk

Kepentingan publik;

)

Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata:

3. Mengurangi kemiskinan:

4. Menyediakan asuransi  sosial (pendidikan  dan  keschatan) bagi
masyarakat miskin;

3. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage

people; dan

6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara,

Polarisasi  tujuan-tujuan pokok negara  Kescjahteraan  tersebut

diramuskan, pada hakikatnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-

W Riawan Tiandea, Hukom | ledurimstrasi Negara, Yopyukarta, Universitns At Lava, 2008, him 1
YMarilng, Ldeadogi Weltare State Nonstituxe: Hak Nlengmasa Negara Ay Rovagny Tambang. Jurnal
Konstitusi. Volume 9, Nomor 2. Juni 2012, Mm. 267




indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah scjahtera
atau belum. Selain fungsinya sebagar indikator juga dimaksudkan untuk
memberi kemudahan bagi negara (pemermtah) dalam mengambil langkah-
langkah strategis dalam upaya mewujudkan  kesejahteraan masyarakat,
Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah
merupakan bagian-bagian dari tupuan akhir dari welfare state vaitu sebesar-
besar kemakmuran rakyat.*
Dalam bidang ckonomi. W. Friedman mengemukakan empat fungsi
negara sebagai berikut:*
I, Fungsi negara sebagai provider (penjamin),
Fungsi ini berkenaan dengan negara Kesejahteraan (welfare state) yaitu
negara  bertanggungjawab  dan memamin suatu standar minimum
kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan  sosial

lainnya.

o

Fungsi negara sebagai regulator (pengatur),
Kekuasaan negara untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi
sebagai regudator. Bentknya bermacam-macam, ada yang berupa

peraturan - perundang-undangan.  tetapi juga  bersifat - peraturan

thid. him, 267,

= Abrar Saleng, Hukoe Perambangan, Yogyokartn! UI Press. 2007, him, 49 Menurat W, Friedmin
bahwa apabila ditelusuri secorn cermuat evolusi perkembangan Konsep tentang negarn, akan ditemukan bahwy
menyeinhterahkan masyarakat, di dolamnyn eekandung makng keadilan sosial vang merupakan andasan
legitimasi keberndaan negara. Keadilim sosiol mengadi prmsipil, karena realins politik dun hukom di SEpinang
sejarah jatuh bangunny o bangsa-bangsi di dunii mengainckan babwa kehuitin vang paling dohsyat vang dapat
memporih-porandakin bungunan masvarakat sebagid swmo banesas adaliah betidukadilan sosial
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kebijaksanaan. Secara sektoral misalnya pengaturan lentang investasi di
sektor industri pertambangan, cKspor-impor, pengawasan dan lain-lain,
Fungsi negara selaku cntreperencur (melakukan usaha ckonomi),
Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis. Negara
dalam kedudukan demikian, menjalankan sektor tertentu dalam bidang
ckonomi melalui badan usaha milik negara (state owned corporations),
Sifat dinamis tersebut berkaitan dengan usaha yang terus menerus
dilakukan untuk menciptakan kesermbangan dan hidup berdampingan
(co-existence) antara peran sektor sy asta dan sektor publik.

Fungsi negara sebagai umpire (wasit, pengawas),

Dalam  kedudukan demikian, negara dituntut untuk merumuskan
standar- standar yang adil mengenan kinerja sektor-sektor vang berbeda
dalam bidang ckonomi, i anmranya mengenai perusahaan negara,
Fungsi terakhir ini diakui sangat sulit, karena di satu pihak negara
melalui perusahaan negara sclaku pengusaha, tetapr di lain pihak
ditentukan untuk menilai secara adil Kinerjanya sendiri dj banding

dengan sektor swasta yang lainnya,

Roosevelt dalam pidatonya mengemukakan Konsep welfare dalam New

Deal melipun peningkatan ketersediaan lapangan kerja, dukungan atas harga

komoditas pertanian, penciptaan pasar, mempersingkat hart dan minggu

kerja,  meregulasi keamanan,  memulinkan perdagangan  internasional,

penghijauan pedesaan dan menanggulangi aneka aturan pembatasan. Pada
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akhir dekade 1930an, New Deal merambah asuransi sosial bagi kaum jumpo,
penganggur, dan cacatan manajemen wigast, dukungan atas serikat buruh,
asuransi deposito, dan penguatan Federal Reserce Svstem. V!

Kondisi paling jelas yang melingkupi munculnya New Deal adalah,
kegelisahan publik atas ketidakmampuan Hoover dan kaum Republikan
dalam mengatasi Depresi ckonomi. Roosevelt dianggap membawa angin
segar dan diasumsikan akan mampu mengatasi sejumlah persoalan ckonomi
mendasar. Roosevelt, dalam Kampanye Kepresidenannya, menckankan harus
adanya intervensi negara dalam mengatasi Depresi ckonomi. Roosevelt Juga
mengmgatkan bahwa intervensi negara sudah ada, bahkan sebelum Depresi
terjadi. Misalnya, dalam hal perdagangan, praktisi bisnis Amerika meminta
negara melindungi mereka lewat Kebijakan tarif, untuk mengatasi persaingan
dengan pengusaha dari negara asing. Namun, ancka proteksi yang diminta
tersebut - bersifat  cksklusif, akibat hanya  diajukan  oleh sekelompok
pengusaha, it

Tupuan kesejahteraan tidak dibatasi sccara limitatif pada bidang
material - saja,  melainkan meliputi - semua aspek  kehidupan  karena
kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia,
Dengan demikian, dalam suatuy negann yang menganut paham welfare state
biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal

konstitusi atay undang-undang dasar negaranya,

‘' Eric Ruuchway, the Grear Depression & the New Dol Very Short Introduction, New York:
Oxtord Umversity Press, 2008, . |
* Setn Bosni, Negara Kesesaliteraan, Sekoluh Finggn T Administrasi Sandik, 2009, him. 6,
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Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

adalah mewujudkan “keadilan sosial™ sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-

5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea 1V

Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan

atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja sama oleh suatu komunitas

(negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada
seluruly warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh
merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah
untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu
yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan
anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD 19454
Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep
negara berideologi welfare state, diperlukan keterlibatan dan intervensi
negara (pemenntah) dalam bentk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut

dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sektor UMKM

secara tidak  langsung  membuka peluang  bagi  orang-orang  untuk
mendapatkan pekerjaan. Hal i bisa membanty pemerintah mengurangi
Jumlah angka pengangguran vang ada. Modal yang diperlukan untuk

membuka usaha dalam sektor UKM ini tdaklah susah, dapat dikatakan

mudah,  Banyak  sudah lembaga  pemerintah vang  membantu  untuk

memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat

" thid
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i bank juga memberikan jaminan pimjaman modal dengan nilai perkreditan
vang kecil.
UMKM mempunyai beberapa kekuatan potensial yang mampu menjadi
pusat pengembangan usaha di masa mendatang yaitu:*
a. Penyedia lapangan Kerja di sektor usaha industri kecil yang mampu
menyerap tenaga kerja hingga S0% tenaga Kerja yang tersedia;
b.  Keberadaan usaha keeil dan menengah selama ini terbukti mampu
menciptakan wirausaha baru yvang dapat membangkitkan tumbuh dan

berkembangnya wirausaha baru;

¢ Mempunyar bagian sendiri usaha pasar yang unik, menggunakan
manajemen yang sederhana dan fleksibel dari kemungkinan perubahan
pasar;

d.  Mampu diberdayakannya sumber daya alam vang ada di sckitar,
industri keeil sebagian besar dapat memanfaatkan limbah atau hasil
sampai dari industri besar atau industr yang lainnya;

c. Memiliki potensi untuk berkembang:

Kesejahteraan merupakan ttik ukur bagi suatu masyarakat telah berada
pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan merupakan persamaan hidup yang
setingkat lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya. Perasaan senang. tidak
kurang suatu apa pun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari
kemiskinan serta bahaya yang mengancam adalah ciri-ciri seseorang yang

hidupnya sejahtera,

" Kadeni dan Ninik Srijand, Pevars UMRM (Usaha Mikeo Keedd Vienengalt) dalam Meninghathan
Keseyahteraan Masyorahar, Jurnal Equilibrium, Vol 8 Na 2. 2020, him, 195,




Kesejahteraan adalah standard living, well-being, welfare. dan quality
of life. Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang  Kescjahteraan
Masyarakat, kesejahteraan masyarakat diartikan kondisi telah terpenuhinya
kebutuhan material. spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
sostalnya. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa
tingkat kesejahteraan dapat diukur dan dinilai berdasarkan atas kemampuan
dart scorang individu atau kelompok di dalam usahanya untuk memenuhi
kebutuhan baik material maupun spiritualnya.

Upayi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara material,
duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal yang
mendasar yaitu: "

a. Tingkat  Kebuthan  Dasar,  yaitu peningkatan kemampuan  dan
pemerataan distribusi kebutuhan dasar individu seperti sandang, pangan,
papan, keschatan, dan perlindungan,

b. Tingkat kehidupan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan,
pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan,

¢. Memperluas skala ckonomi dari individu dan bangsa, yaitu adanya pilihan
pekeriaan yang lebih baik dari masyarakat vang lebih baik untuk
meningkatkan Kesejahteraan keluarga,

Usaha mikro berperan penting untuk membangun perckonomian negara

terkhususnya terhadap  ckonomi  masyarakat sekitar untuk  memenuhi

" Todare, Michael 1, dan Stephen C Smith. Pembangunan Ekonoms di Dnna Aenga, Edisi ke delapan,
Jakarta: Exlungga, 2008 him, 196
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kebutuhan sehari-hari terlebih masa yvang akan mendatang. Dalam hal ini
peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ckonomi masyarakat.
Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat
penting dalam pertumbuhan perckonomian di Indonesia. Usaha Mikro, Keeil,
dan Menengah  cksistensinya  telah  terbukti mampu  bertahan  dalam
perckonomian di Indonesia dalam berbagai keadaan.

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Keeil dan Menengah
(UMKM) menurut Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai peran vang
penting, yaitu:

b. kedudukannya sebagai pemain utama  dalam  kegiatan  ekonomi  di
berbagai sektor,

¢. penyedia lapangan kerja yang terbesar,

d. pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan
pemberdayaan masyarakat,

¢ pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta

I sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan
ckspor,

Sudah terbukti bahwa keberadaan Usaha Kecil dan Menengah memegang

peranan yang sangat penting dalam memajukan pertumbuhan perekonomian

Suatu negara,

Untuk  mewujudkan  salah satu cita negara  yaitu - mewujudkan

kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang

Dasar - Negara  Republik  Indonesia.  Pemerintah  memberikan  akses
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pembiayaan UMKM sebagai fasilitator untuk mengembangkan masyarakat di
sektor perckonomian. Dengan adanya sokongan dan dukungan pemerintah
melalui pemberian akses Kredit usaha bagi para pelaku usaha, diharapkan
masyarakat scbagai pelaku usaha bisa meningkatkan pendapatan sehingga
berdampak lurus dengan kenatkan taraf hidupnya, maka dari itu akses
pembiayaan bagi para pelaku usaha berimplikasi dengan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat,

Teori Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok  pembicaraan  serius  sejak  awal
munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang
luas. mulai dart yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan
sosial. Banyak orang vang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil
tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki. untuk menjadi adil
cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya
dalam kehidupan manusia,

Kata “keadilan™ dalam bahasa Inggris adalah “fustice” yang berasal dari
bahasa latin “mwnna”. Kata “justice”™ memiliki tiga macam makna yang
berbeda yaitu: (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau far
(sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan

hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman

(stnommnya judicature), dan (3) orang, vaitu pejabat publik yang berhak
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menentukan persyaratan sebelum suatu perkara i bawa ke pengadilan
(stommnya judge, jurist, magistrate).?

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adhl terlihat bukan
merupakan kebijakan vang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan
dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan
pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan,
Namun tentu tidak demikian halnya Jika ingin memainkan peran mencgakkan
keadilan.™

Pendapat John Rawls berbeda dengan Aristoteles, John Rawls vang
hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. ini terkait
dengan munculnya pertentangan antara - kepentingan  individu  dan
kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan
adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara
kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa
struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang ash
dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasnan, kewibawaan, kesempatan,
pendapatan, dan kescjahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal
int digunakan untuk:

d. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak

b, Melakukan koreks: atas keudakadilan sosial.

OMuchomad Al Sofar, Pemikivan Keaditan (Plato, Aristateles, dan Joln Rawlsr dinkses di
hiepedsatiat Jecture. ubae A files 201 112 keaditan

" Dani Daemodibirio dan Shidar, Pokok-okok Filsatat Hiukum. Aparedan Bagatmana Filsafat Hikum
fndonesi, Jakartie, PT Gramedin Pustaks Ui, 1998, him, 137,

N
.




Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah
situast sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan
yvang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik,
Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (call for
redress) masyarakat pada posisi ashi (people on original position). Dalam
posist dasar inilah kemudian dibuat persctujuan ash (original agreement)
antar anggota masyarakat secara sederajat. Ada tiga syarat supaya manusi
dapat sampai pada posisi ash, yaitu:™
a.  Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih

scorang pribadi tertentu i kemudian hari. Tidak diketahur manakah

bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannva, dan aspek sosial
yang lan.

b, Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten
untuk memegang pilihannya tersebut.

¢.  Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu
dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan
alam manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-
prinsip keadilan.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

A Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan

semua pihak:

Dary Darmaodibario dan Stadorue Opoeir. hime 146




b.  Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang
paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang

adil atas kesempatan, yaitu:

1) Kcebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.

2)  Perbedaan,

3)  Persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk
mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum.
Hasrat i1 adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran
pencapaian  keadilan.  Maka  harus ada  kebebasan  untuk  memenuhi
kepentingan i, Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan
tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan Kondisi dalam
masyarakat.

Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi
mereka vang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus
memperoleh  kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya.
Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan
dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama,

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenal prinsip-
prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya vang
dikenal  dengan  “posist  asal™  (original  position)  dan “selubung

ketidaktahuan™ (veil of tgnorance). Sebagaimana pada umumnya, sctiap teori
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kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep

Rawls mengenar kontrak keadilan, Dirmya berusaha untuk memosisikan

adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam

masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggr antara satu

dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial. tingkat

kecerdasan, kemampuan, kekuvatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-

orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lmnnya sccara

seimbang.™

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asal masing-

masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama yaitu:

rJ

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar
vang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis
bagi orang lain,

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang
sama™  (equal liberty  principle), seperti misalnya kemerdekaan
berpolitik — (political — of  libertyv),  kebebasan — berpendapat — dan
mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta
kebebasan beragama (freedom of religion).

Kendaksamaan sosial dan ekonomi diatar sedemikian rupa, sehingga:
a.  Diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagy anggeota masyarakat

vang paling tidak diuntungkan.

o Mohamad Fanz, feors beadilan Jhon Rawls, Turpal Konsunsi Vol 6 Namaor 12000, him. 10,
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Prinsip ini disebut  dengan prinsip - perbedaan  (difference
principle). — Prinsip  perbedaan berangkat — dari prinsip
ketidaksumaan yang dapat dibenarkan melalui kebnjaksanaan
terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang
lemah,

b, Jabatan-jabatan dan posisi-posist harus dibuka bagi semua orang
dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan vang adil.
Prinsip ini dinamakan dengan prinsip persamaan kesempatan
(equal opportmity principle). Prinsip persamaan kesempatan
tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan
semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari
kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain. ketidaksamaan
kesempatan  akibat adanya perbedaan kualitas  kemampuan,
Kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai

yang adil berdasarkan perspektif Rawls,

Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan
Kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirmya
kondisi  Ketimpangan sosial dan ckonomi yang  Kemudian  dalam
meneapai nilai-nilar keadilan dapat diperkenankan jika memberikan
manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat
vang kurang beruntung (the least advantage). Dalam Kattannya dengan

prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas




ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika
terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama
haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua
(b) harus diutamakan dari prinsip pertama (a). Dengan demikian, untuk
mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan
kebebasan akan  hak-hak dasar sebagai nilar vang tertimggr dan
kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan Kesempatan yang sama
bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada
akhimya Rawls juga menisbahkan bahwa adanya pembedaan tertentu
juga dapat diterima sepanjang menmingkatkan atau membawa manfaat
terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya
menjadi sebagai berikut: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang
sama untuk  memenuhi  hak-hak dan  kemerdekaan-kemerdekaan
dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serti
kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilar-milai vang adil;
Kedua, ketidaksamaan sosial dan ckonomi dapat dipenubln atas dasar
dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan POSISI-POsisi
yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan
kesempatan yang adil; dan (b) kemanfaatan sehesar-besarnya bag)
anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

Konsep Keadilan menurut John Rawls sclaras dengan Konsep

Keadilan atas pembentukan BLU-PIP sebagai lembaga pengelola

59




pembrayaan ultra mikro, hal ini dapat dilihat dari hakikat dan twjuan
pembentukan BLU yang memberikan akses pembiayaan ultra mikro
ang scjatinya pelaku usaha pada posisi ini tidak bisa mengakses
pembiayaan UMKM lamnya seperti halnva adalal pembiayaan KUR.
Pembiayaan KUR menitik beratkan adanya persyaratan khusus schagai
syarat penerima pembiayaan KUR. Lantas bagaimana nasib pelaku
usaha yang tidak lolos kualifikasi persyaratan pembiayaan KUR?
Maka dari itu Pemerintah hadir melalui pembiayaan ultra mikro
sebagaimana dikelola oleh BLU-PIP sebagm solusi pembiayaan untuk
pelaku usaha yang tidak terfasilitasi adanya pembiayaan UMKM
lainnya. Schingga kebijakan ini selaras dengan konsep keadilan yang
diungkapkan oleh John Rawls yang menyatakan adanya persamaan
yang adil atas peran  pemenntah  dalam  memberikan  bantuan
pembiayaan untuk pelaku usaha. Disamping itu pelaku usaha yang
awalnya tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan UMKM lainnya
dengan adanya pembiayaan UMi, pelaku usaha mendapatkan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha yang sebelumnya tidak
diuntungkan.
Teori Hukum Pembangunan
Istilah hukum dan pembangunan menjadi sangat identik dan Mochtar
Kusumaatmadja, karena beliau adalah vang  memperkenalkan sekaligus
meyakinkan bahwa hukum bukan saja dapat tapi harus berperan dalam

pembangunan  dan  mengusung  gagasan  tersebut  Ketika  istilah
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“Pembangunan™ menjadi termimologi Politik Orde Baru yang sakti dan sakral
vang harus diterapkan pada setiap bidang kehidupan termasuk pembangunan
hukum. ™

Pembangunan menurut Mochtar esensinya adalah perubahan, Dengan
menggunakan makna ini tampaknya Mochtar lebih memilih makna denotatif
dari pembangunan daripada makna konotatifnya vang bertendenst politik.
Dalam konteks politik. pembangunan adalah jargon politik orde baru yang
dimaksudkan sebagai anti tesis terhadap orientasi politik orde lama yang
terlalu ideologis tapi miskin program. Pembangunan dimaksudkan scbagai
orientasi politik orde baru yang sarat program kerja.

Peran hukum dalam pembangunan mencegaskan bahwa hukum harus
menjamin agar perubahan tersebut benalan secara teratur. Penckanan
Mochtar pada kalimat “berjalan  secara teratur”™ menunjukkan  bahwa
tercapainya “ketertiban™ schagai salah sata fungsi Klasik dari hukum
urgensinya ditegaskan kembali dadam mengawal pembangunan. Perubahan
yang merupakan esensi pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang
merupakan salah satu fungsi penting dart hukum adalah tujuan kembar dari
masyarakat yang sedang membangun.”” Dengan peran hukum seperti ini,
Mochtar imgin membangun hukum yang memberikan orientasi sckaligus
koreksi atas jalannya pembangunan, bukan hukum yang hanya memberikan

legitimasi kekuasaan, Hukum harus memberikan formula yang tegas bahwa

“ Atip Lotipulhayat, Machear Nusaemaasenadie, Podgarn Jomal Do Hukom, Vol 1 Noo 3 Tabun
2000 Him. 628

T Mochtar Kusumaatmuadio. Pembiaan ki Dadam Rangha Pembangnan Naxional, Randung:
Binn Ciptn, 1975, Him. 3
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kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan sckaligus menepis tudingan
bahwa konsep pembangunan hukum adalah  alat untuk  melegitimasi
kekuasaan Orde Baru, ™

Hukum Pembangunan lahir dari kegelisahan Mochatr tentang peranan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ditengah kesibukan
pembangunan, Mochtar melihat terdapat kesan hukum justru menunjukkan
suatu kelesuan (malaise) atau ke kurang percayaan. Keadaan i disebutnya
tidak tepat, karena memandang rendah akan arti dan fungsi hukum dalam
masyarakat.”” Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam
masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah
konservatif artinya, hukum bersifar memelihara dan mempertahankan
yang telah tercapai. Fungsi demikian  diperlukan  dalam  setiap
masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, Karena di
sim- pun ada hastl-hasil yang  harus  dipelihara,  dilindungi  dan
diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, vang
dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat,
hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. la juga harus dapat
membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot
tentang hukum yang meninkberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban
dalam arti statis, dan menckankan sifat konservauf dan hukum,
menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang
berarti dalam proses pembaharuan™.""

Mochtar merefleksikan apa itu sebenarnya hukum dan bagaimana

fungsinya. Hukum merupakan bagan dan kaidah sosial, tapt bukan satu-

satunya.  Selain hukum,  Kehidupan  manusia dalam  masyarakat  juga

* Auip Latipulhayar. Mochiar Kasemoatmadio . Hlm, 629

" Mochtar Kusumaatmadju, Fungse dan Perkembangan Hukum datam Pembanguman Nasional
Bandung: Lembaga Penclition Houkam dan Keimmologh Fakultas Hukom Universitas Padjodgarn & Penerbit
Binucipta, tanpa tabun, Him, |

" Mochtar Kusumantmadio, Konseps Koy Hukwme Dalene Pombangraan (Kb Karva Tudis)
Bandung: Alumne, 2002 Him, 11
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berpedoman pada kaidah moral manusia itu sendin, agama, kesusilaan,
kesopanan. dan adat kebiasaan. Antara hukum dan kamdah-kaidah sosial
lainnya itu disebutnya terdapat hubungan jalin-menjalin yang erat, yang satu
memperkuat yang lainnya.*" Meski demikian, sesungguhnya ada perbedaan
yang khas antara hukum dan kadah-kaidah sosial lainnya itu, yaitu penataan
ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur,
Pemaksaan  yang dimaksudkan untuk menjamin  penataan  ketentuan-
ketentuan  hukum itu sendirt tunduk  pada aturan-aturan  tertentu, baik
mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.

Oleh karena hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-
ketentuannya, maka hukum memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Inilah
sebabnya mengapa kekuasaan disebut Mochtar menjadi unsur yang mutlak
dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yvang diatur oleh dan
berdasarkan hukum. Namun begitu, kekuasaan itu sendiri mesti tunduk pada
batas-batasnya vang ditentukan oleh hukum, baik mengenal cara maupun
ruang gerak atau pelaksanaannya. Hubungan timbal balik i dapat dirupakan
dengan pernyataan “hukum tmpa kekuasaan adalah angan-angan. kekuasaan
tanpa hukum adalah kezaliman™"

Kaitannya dengan produk hukum yang ada di Indonesia yaitu, bahwa
bagaimana  produk  hukum tersebut bisa membaur  dengan  Kehidupan

masyarakat, atau bagaimana hukum tetap menunjukkan superiornya di

™ thid, Him, 3
" thid, 1im. 4
" thid, Him, 3
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masyarakat sebagar alat untuk mengubah masyarakat, namun hukum tersebut
Juga tdak memmbulkan kesengsaraan di dalam masyarakat. Mengacu
pendapat dari Satjipto Raharjo, bahwa penerapan hukum yang ada
masyarakat tidak harus melihat produk hukumnya, tetapi bagaimana suatu
produk tersebut bisa diartikan semaksimal mungkin dan dipraktikkan sesuai
dengan kebutuhan masvarakat untuk mencapai keadilan,™

Nilai dan konsep pembangunan secara diakroms selalu mengalami
perubahan dan pembaharuan (defimisi) menuju pengertian yang dinilai lebih
baik. Pada awal perkembangannya, pembangunan  dipandang  sebagai
fenomena ckonomi semata, schingea indikator pembangunan pun bersifat
ckonomis. Oleh karena itu pertumbuhan ckonomi yang cepat tidak menjamin
adanya perbaikan timgkat mdup sebagian besar rakyat lapisan terbawah. maka
lahirkan konsep baru pembangunan.®*

Menurut D, Goulet, sckurang-Kurangnya ada 3 (tiga) komponen dasar
atau tata nilan yang merupakan dasar Konsepsi pembangunan, yaitu:

I, Nafkah Hidup:

o

Harga diri: dan
3. Kebebasan,

Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan manusia paling mendasar
yang ditemukan pengungkapannya pada semua masyarakat dan budaya pada

setiap waktu. Sclanmutmya dijelaskan bahwa natkah idup yaitu kemampuan

™ Ihid
" Sugi Rahayw. Landasan Teort dalant Pombuatan Kebijakan Pembangunan, FIS UNY, Vol 1V, No
2, Agustus 2004, him 134
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untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needy) yang apabila tanpa itu maka
hidup i ndak mungkin berlangsung secara normal. Apabila salah satu tidak
ada, maka akan terjadi keterbelakangan absolut. Dalam hal ini diperlukan
pembangunan ckonomi untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi peningkatan
pendapatan per kapita, penghapusan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja
dan pengurangan ketidakmerataan pendapatan merupakan keharusan tetapi
bukan syarat kecukupan bagi pembangunan

Pembangunan bersifat multidimensional, artinya pembangunan tidak
semestinya hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dan mengabaikan
dimenst yang  lain. Oleh karena itu,  pendekatan pembangunan  harus
komprehensit” dan - multidisipliner. Tadaro  (1989) menyatakan  bahwa
pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang
melibatkan  perubahan-perubahan  besar  dalam  struktur - sosial,  sikap
masyarakat  dan  kelembagaan  nasional  sepertt halnya  percepatan
pertumbuhan ckonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan
kemiskinan absolut. Jadi mtmya adalah upaya perubahan dari suatu kondisi
vang tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau situasi kehidupan yang
lebih batk secara material dan spiritual .’

Pengalaman  menunjukkan  bahwa  pembangunan  yang  bersifin
wnidimensional, yaitu menckankan pada pembangunan ekonomi ternyata

tidak membawa bangsa kepada suatu taral pembangunan yang lebih tinggi

i him, 134

" Todaro, Michuel 11989, Lconomie Development in the Thivd World New York: Longman Group
Lamitedd Ferjenuhan oleh Burhanuddi Abdullab doan Hoeris Munanda, Tokann: Penerbit Airlangga 1995 him
137

65




karena banyak masalah yang belum dapat terselesaikan. Untuk itu, perlu
dilakukan peninjauan kembali hakikat pembangunan vang direncanakan.
Bahwa pembangunan pada akhirnva harus ditunjukkan kepada manusianya,
Pembangunan seperti inilah yang oleh D.C. Korten disebut sebagai “people-
centered — development™  scbhagai lawan  dari “production-oriented
development™ **

Model pembangunan ini menunjukkan bahwa pembangunan vang
benar adalah  “pemberdayaon™ bukan  sekedar “pemberian”,  Artinya,
pembangunan dikerjakan oleh rakyat, bukan dikerjakan untuk  rakyat,
Sedangkan koordinasi dapat dilakukan olch pemerintah atau Lembaga yang
lain. Agar manusia yang menjadi subjek pembangunan dapat berpartisipasi
dalam  pembangunan  maka kualitasnya  harus  ditingkatkan. Partisipasi
masyarakat memungkinkan mereka untuk membantu menentukan masalah
pembangunan,  melaksanakan  program pembangunan  dan - melakukan
pengawasan, Dengan demikian pembangunan lebih bersifat botrom up.

Tidak semua daerah atan wilayah (region) memiliki karakteristik vang
sama. oleh karena itu, tidak ada satu kebijakan pembangunan yang cocok
apabila diterapkan oleh semua daerah ( one-policy for all). Bisa terjadi bahwa
kebijakan pembangunan telah dirumuskan dengan sangat bagus di pusat,
ternyata tidak  cocok  diterapkan  didaerah. Akibatnya, tidak hanya
pemborosan yang terjadi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah menjadi

menuran,

U D.COKorten, Peaple Centered Development: toward a framework Wexr Harsjord. Conn: Kmarian
Press him, 142
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Tujuan  pembangunan  yang  berorientasi pada Kesejahteraan  dan
kemanusiaan, yakm perlu adanya peningkatan kapasitas produksi (capacity),
pemerataan  (equiry).  pemberdayaan  (empowerment).  dan kemampuan
membangun  secara  berkelangsungan  (sustainability)  diperlukan
desentralisasi  yang  mendasar  dalam proses  pembuatan  Keputusan,
Desentralisasi ini tidak sekedar mencakup delegasi sebagai otoritas formal
dalam bentuk  dekonsentralisast  (pelimpahan kewenangan  implementasi
kepada daerah) dan devolusi (pelimpahan sebagian wewenang pembuatan
kebijakan dan pengendalian atas sumber daya kepada daerah), melainkan
mencakup penyerahan otonomi yang lebih luas kepada dacrah, schingga
dipandang perlu adanya peningkatan fungsi pemerintah di daerah dan
Lembaga perwakilan,®”

Skema  pengaturan  pembangunan  tersebut  sesungguhnya  dapat
diterapkan dan sesuai dengan kondisi pengaturan penyaluran pembiayaan
ultra mikro di Indonesia. Saat ini, seluruh kebijakan dan pengawasan serta
pelaksanaan murni dikendalikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi
Pemerintah (BLU PIP), sedangkan organ penyalur dan/atau linkage hanya
berstfar operasional vang udak dapat melakukan formulasi tertentu dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyalur pembiayaan ultra
mikro sehingga menjadi penting untuk merumuskan pengaturan mekanisme
penvaluran pembiayaan ultra mikro dalam norma yang lebih berkeadilan dan

mampu menyasar pada maksud dan tujuannya,

Sugl Rahavu, Landasan Teart dalan Pembuatan Kebijokan Pembangunan, FIS UNY, Val, IV, Nu,
2, Agustus 2000 Wil 142
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Oleh Karenanya, menjadi penting adanya integrasi secara hicrarki
anmara Badan - Layanan - Umum  (BLU) Pusat  dengan Daerah dalam
menjalankan fungsi pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan pembiayaan
Ultra: Mikro (UMI). Integrasi dirancang sebagai model untuk memangkas
proses penyaluran pembiayaan yang panjang dengan beban biaya tnggt,
schingga maksud dan tjuan negara menyelenggarakan pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) dapat berjalan sebagai akselerator peningkatan kescjahteraan

masyarakat.
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BAB I

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO

Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP)

Suatn mekanisme  penciptaan peraturan perundang-undangan salah
satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikehendaki para penguasa
pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di
Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang
tampuk kekuvasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau
kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum it diciptakan,
apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak ditwu, Sehingga
pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum
yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum
untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian
hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenubi apabila di dalam setiap hukum
yang ada terkandung tujuan negara.

Asal mula Kata politik itu sendiri berasal dari kata “polis™ vang berarti
“negara kota”. Politik ada hubungan khusus antara manusia yang hidup
bersama. Dalam hubungan tersebut timbul hubungan aturan  (hukum),

kewenangan,  kelakuan  pejabat;  legalitas  keabsahan — dan akhirnya
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kekuasaan.” Dalam Kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van Der Tas,
kata “politiek™ mengandung arti “heleid”. Kaa belerd sendiri dalam bahasa
Indonesia mempunyai arti kebijakan (policy).

Dengan demikian bahwa politik hukum artinya kebijakan hukum yang
disampaikan oleh yang berwenang atau berkuasa, untuk itu kata “kebijakan™
berasal dari kata “bijak™ vang berarti selalu menggunakan akal budinya,
pandai. mahir. Sementara “kebijakan™ artinva  kepandaian,  kemahiran,
kebijaksanaan, garis haluan atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi
garis  besar dan dasar rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan organisasi dan
scbagainya khususnya dalam bidang hukum.”!

Politik hukum merupakan suatu iterpretasi dart arali pembangunan
hukum yang berlandaskan pada sistem hukum nasional dalam mencapa
tujuan dan cita-cita negara. Hukum Indonesia harus mengacu pada cita-cita
negara Republik Indonesia, yang mengisyaratkan berdirinya negara hukum
vang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum ditujukan
untuk mengubah dan mengakhirt tatanan sosial yvang ndak adil. schingga
politik hukum harus berorientasi kepada cita-cita negara hukum  vang

didasarkan atas  prinsip-prinsip  demokrasi  dan keadilan  sosial  dalam

" Purnadi Purbacorakan. Pertttup dalam Soerjono Sockanto dan B Ote Salman, Easiplon Hukam dan
Disiprdig Sosiad, Cet 11, Jakarta: Rajawahi, 1998 him. 176-176

m Penyusun Kamus Pusat Pembinan dan Pengembangan bahasa, Kaenes Besar Babasa Indoiesia
lakart: Bala Pustaka, 1989 hlm, 115




masyarakat Negara Indonesia yang bersatu sebagaimana tertuang dalam
Pembukaan ULD 19457

Suatu negara memiliki politik hukum sebagar landasan atau kebijakan
dasar bagi lembaga penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk
maupun ist hukum yang akan dibentuk. Hal ini tercermin dalam pengertian
dari politik hukum yang menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan
penyelenggara  negara  tentang  apa  yang  dijadikan  kriteria - untuk
menghukumkan  sesuatu yang i dalamnya  mencakup  pembentukan,
penerapan, dan penegakan hukum,”™

Dari pengertian politik hukum menurut para ahli hukum di atas maka
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan politik hukum adalah
serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernvataan kehendak penguasa
negara vang mengandung politik pembentukan hukum. pohitik penentuan
hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi
lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk
maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya
dan mengenai arah perkembangan hukum  yang  dibangun serta untuk
mencapal tujuan negara.

Suatu negara memiliki politik hukum sebagai landasan yang berbeda
antar negara lamnya, Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar

belakang kesejarahan, pandangan dunia (word-view), sosio-kultural (nilai-

" ABAul Hakim Garuda Nusantara, V988, Poliih Hokeoe focddonester YTakartns Yayvisan LREL bl 20,
" radme Walijone. fndonesio Negara Berdasarkan Atas Mok, Jakarn: Ghlinin Indonesia. 1986, il
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nilai yang hidup dalam masyarakat), dan political will dari masing-masing
pemerintah. Maka dari itu politik hukum dapat dikatakan bersifat lokal dan
partikular (hanya berlaku di negara itu saja), bukan universal (tidak berlaku
secara umum atau global), meskipun politik hukum suatu negara bersifal
lokal, bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan
kenyataan dan politik hukum Internasional.

Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang akan menentukan politk
hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau
tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi
belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh Kenyataan serta perkembangan
hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. ™ Politik
hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat di
negara kita dan di lain pihak sebagai salah satu anggota masyarakat dunia,
maka politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realitas dan politik
hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan
negara lam inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan
politik hukum nasional,”

Objek politik hukum adalah hukum, yantu hukum vang berlaku di waktu
yang lalu, yang berlaku sckarang, maupun yang scharusnya berlaku di waktu
yang akan datang,  Sedangkan yang dipakai untuk  mendekati - atau

mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoretis ilmiah.

Od

L Sunaryatt Hartono, Polick Hokve Mentgn Sistem ik Nastonal, Bandung Alumni, 1991, him
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Dengan kata lamn adanya politik hukum menunjukkan eksistenst negara
tertentu, begitu pula sebaliknya. cksistensi hukum menunjukkan cksistensi
politik hukum dari negara tertentu, ™

Zada akhirmya  dapat  disebutkan  bahwa  politik  hukum  harus
mempercepat  hapusnya  repressive laws  dan terciptanya lebih banyak
Jacilitative laws.” Jika dalam penjelasannya kebutihan perubahan dan
pembangunan hukum sebagai objek kajian politik hukum maka sifat politik
hukum itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, politik hukum yang bersifat
tetap (permanen) yang berarti berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu
menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Kedua,
politik  hukum yang bersifat  temporer  vang  dimaksudkan  sebagai
kebijaksanaan yang ditetapkan dart waktw ke waktu sesuai dengan
kebutuhan. ™

Dalam  penyelenggaraan  pemermtahan,  pemerintah  berusaha
mewujudkan  good  governance,  landasan  dalam - mewujudkan - good
governance pada keuangan negara telah terjadi sejak beberapa tahun lalu,
yaitu melalui reformasi manajemen keuangan pemermtah. Reformasi tersebut
mendapat landasan hukum melaln Undang Undang Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang—Undang Nomor | tahun 2004 tentang

™ Ahmad Muliodi, Pofittk Hiken Yopyakarto: Akademia Permat, 20040 hlm 10
Tthid
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Perbendaharaan Negara, dan Undang- Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang,
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.™

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara lebih
banyak mengatur mengenar kevangan negara dalam hal hubungan politik
antara legislatif dan cksekutif, Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  vang lebih  mengatur  mengenai  administrasi
pengelolaan keuangan negara dimana dalam salah satu ketentuan di dalam
Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 adalah  ketentuan  mengenai
pembentukan badan layanan umum.,

Yasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara kemudian memberikan amanat kepada pemerintah
untuk membentuk peraturan pemerimtah untuk memberikan penjelasan secara
lebih komprehensit mengenar badan  layanan vmum,  Amanat  tersebut
kemudian diejawantahkan dalam Peraturan Pemerimtah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Seirng dengan
perkembangan zaman. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dilakukan
perubahan melalur Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

Sebagal petunjuk teknis atas Peraturan Pemeritah tersebut, Menter
Keuangan menerbitkan beberapa Peraturan Mentent Keuangan yang memben

gambaran tekms mular dart pembentukan badan lavanan umum. sampa

" Rizky Dian Joko Suntoso. dan Faisal Amin, Pecan Badan Lovassan Uneans Dalam Politik Hokum
Cmeehny Lo Cipae Aerga, Jurnnl Manajemen Perbendaharann, 2020, him. 13
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dengan pembubaran badan lavanan umum. Berikut peraturan-poeraturan

PMK yang dimaksud antara lan:

b.

d.

o

Peraturan - Mentert - Kevangan  Nomor  92/PMK.05/2011  tentang
Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum.

Peraturan Mentent Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan
Pengawas Badan Layanan Umum.

Peraturan - Mentert Keuangan  Nomor  100/PMK.05/2016  tentang
Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layvanan Badan Layanan Umum,
Peraturan - Mentert Keuangan Nomor  180/PMK.05/2016  tentang
Penctapan Dan Pencabutan Pencerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  176/PMK.05/2017  tentang
Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum,

Peraturan Mentert Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum,

Mengimgat Indonesia menganut paham civil law dimana kodifikasi atau

peraturan tertulis menjadi dasar dalam memalankan kehidupan bernegara,

dapat dinilai bahwa peraturan-peraturan mengenan badan layanan umum telah

tersusun  sccara  lengkap.  Peraturan-peraturan  tersebut  telah memberi

cambaran  mular  bagaimana  sebuah  badan  layanan  umum  terbentuk,

operasionalisasimya.  pengawasan nternal dalam badan  layanan umum,

sampair dengan pencabutan status badan layanan umum.,




Tupuan pembentukan Negara Republik Indonesia, antara lain untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa telah
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Tujuan tersebut kemudian ditnangkan
dalam Pasal 27 ayat (2) ULD 1945 yang mengatur bahwa “Tiap tiap warga
negara  berhak atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak bagi
Kemanusiaan™.

Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan keschatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak™. Pemenuban hak dasar dan
kebutuhan dasar setiap warga negara diamanatkan dalam UUD 1945 kepada
negara untuk  dapat melaksanakan melalui penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat (public services). Pemerintah pada dasarnya adalah
pelayan bagi rakyatnya. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani din
sendirt, namun dibentuk untuk membuat sebuah kondisi yang memungkinkan
setiap anggota masyarakat dalam pengembangan kemampuan dan kreativitas
dalam rangka pencapaian twjuan bersama sebagai bagian pelayanan Kepada
rakyat,

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat
dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau Jasa yang diperlukan
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang
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tidak dipisahkan serta dikelola  dan  dimanfaatkan  sepenuhnya  untuk
menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan
keuangan dan Kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan
keuangan  kementerian  negara/lembaga/pemerintah - dacrah,  Pembinaan
keuangan Badan Layanan Umum  dilakukan oleh Mentert Keunangan,
sedangkan pembinaan tekms dilakukan oleh mentert yang bertanggung jawab
atas bidang pemerintahan yang bersangkutan, ™

Dalam Pasal | angka 23 Undang-Undang Nomor | Tahun 2004,
dijelaskan pengertian BLU, “Badan Layvanan Umum adalah instansi di
Iingkungan Pemenintah vang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang  dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencart keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas™.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengeloloan Keuangan Badan Lavanan Umum, adalah amanat dari
Jasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, PP tersebut - bertujuan  untuk  meningkatkan
pelayanan publik oleh Pemerintah, Karena sebelumnya tidak ada pengaturan
yang spestiik mengenal unit pemerintahan vang melakukan pelayvanan kepada

masyarakat. Kalaupun ada, modelnya juga beraneka ragam ketika itu. Jenis

" Lampiran UU Perbendaharaan Negara
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BLU di sim antara lam rumah sakin, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi,
penyiaran, dan lam-lam *'

Adapun tguan BLU juga diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU
Perbendaharaan Negara,  yaitu untuk meningkatkan  pelayanan Kepada
masyarakat — dalam  rangka  memajukan  Kesejahteraan  umum  dan
mencerdaskan kemdupan bangsa,

Politik hukum BLU-PIP bahwa BLU-PIP menyalurkan pembiayaan
kepada Penyalur melalui pembiayaan konvensional dan/atau pembiayaan
Syariah. Penyalur adalah pihak yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan
dari BLU-PIP untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro. Pembiayaan
Ultra Mikro tersebut bertuyuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan vang
mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha
yang difasilitast oleh Pemermtah.

Disamping itu, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor  193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro
menjelaskan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan
fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta

menambah jumlah wirausaha yvang difasilitasi oleh Pemerintah,

Berdasarkan defimsmya, BLU dibentuk untuk membertkan pelayanan
kepada  masyarakat,  Istilah layanan' memadi hal yang  wtama  dalam
pembentukan skema BLU sehingga menjadi salah satu kata yang digunakan

dalam terminologi Badan Layvanan Umum. Pelayanan yang dimaksudkan di

andren Adsoama, Masgenens Ldmonstrasy Rumah Sakir Jakarta: UL Press, 2007, him, 67,
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sint adalah pelayanan kepada publik. BLU merupakan instansi yang bergerak
di sektor publik. Hal tersebut diperkuat oleh Penjelasan PP 23 / 2005 yang
menyatakan bahwa BLU merupakan instansi yang bergerak di bidang
operasional pelayanan publik,

Definisi pelayanan publik dapat ditemukan pada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Menurut UU tersebut,
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangke
pemenuhan Kebutuhan pelayanan sesuai dengan  peraturan  perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau
pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Dengan  demikion, pengertian pelayanan publik  sebagaimana
dijelaskan pada peraturan terkait BLU merupakan bagian dan pelayanan
publik yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2009,

Tujuan makro BLU yaitu pengembangan daya saing bangsa melalui
peningkatan faktor produktvitas total (Total Factor Productivity/ TFP),
Sebagaimana dipabami, TFP merupakan variabel dart owrpur yang tidak dapat
duyelaskan oleh berapa jumlah mpe yang digunakan untuk produksi. Konsep
TFP terkait erat dengan produktivitas unit-unit produksi seperti tingkat
penguasaan teknologt, orgamisasi, budaya, skill manajerial, s&ill tenaga kerja
serta faktor-taktor lamya,

Fokus pada tuan pengembangan TFP menjadi sangat penting

mengigat TFP merupakan faktor vang lebih domman dalam mempengaruh
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suatu pertumbuhan ckonomi dibandingkan dengan inpue defimuf yang sering
dihitung dengan modal (caprral) dan tenaga kerja (labor).

Hal tersebut dibenarkan oleh Easterly dan Levine (2001), dalam
papernya berjudul 7e's Not Factor Accumulation: Stvlized Facts and Growth
Models', yang mengajukan 5 (lima) fakta pertumbuhan ckonomi dimana salah
satunya adalah kenyataan bahwa TEP lebih menentukan dalam pembentukan

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang diperbandingkan antar negara.

Yada paper tersebut, Easterly dan Levine bahkan menyatakan bahwa TFP
memberikan kontribusi hingga 60% dalam suatu pertumbuhan ekonomi.™

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan Umum
menjelaskan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat — dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan Keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan
penerapan prakik bisnis yang sehat. Dalam penjelasan Pasal 2 tujuan yang
dimaksud dalam ayat i termasuk perwujudan efisiensi dan efektivitas
pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh
instansi terkait.

Perumusan pengembangan daya saing bangsa melalui penigkatan TFP

tersebut memiliki beberapa wjuan yaitu:

Y lasterls. William, Levine, Ross, Iy Not Factor Accewmulation: Sivlized Facty and Geowtie Model’
I'he World Bank Economie Review, vol 15, No 2, 2000 him, 177-219
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a4, Memberikan suatu justifikasi pembangunan suatu BLU yang tidak terkant
langsung dengan penyediaan layanan kepada masyarakat, misalnya:
Badan Pengatur  Jalan  Tol (BPJT) yang melakukan pengaturan
infrastruktur jalan tol dimana konsumennya adalah unit-unit operasional
pengelola jalan tol;

h. Memberikan peluang adanya BLU-BLU baru yang diperlukan sebagai
katalisator pengembangan TFP, misalnya: perlunya ada BLU yang
menjamin hak-hak pekerja untuk memperoleh pengetahuan sepanjang
hidup (lifelong learning);

Memberi arah yvang jelas  pengembangan arah  jalan  (road-map)

o

pengembangan tata kelola BLU yaitu untuk memfasilitasi pengembangan
dava saing bangsa untuk membentuk struktur sosial ekonomi Indonesia
vang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia;

d. TFP dibentuk oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah yang bersifat jangka
panjang. Tata kelola BLU diharapkan dapat menjadi tangan pemerintah

untuk membenahi kondisi TFP dalam jangka panjang.**

B.  Hakekat, Tugas, dan Fungsi BLU PIP
Pada prinsipnya BLU merupakan unit kerja kementenan negara,
lembaga, atau pemerintah dacrah yang bertugas memberikan layanan umum
kepada masyarakat dengan pola pengelolaan berdasarkan kewenangan yang

didelegasikan oleh instansi induknya. Dalam konsep kewenangan, delegasi

Atiker Siringorongo, Mengembangkan Tata Kelola BLU versi 2.0, Kantor Wilayah Direktorul
Tendernl Perbendubaranan Provinst Lampung, 2017
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merupakan kewenangan yang dialihkan dan kewenangan atribusi dar suatu
mstitust pemenntahan kepada nstitusy lamnya sehingga delegator atau
mstitusi vang telah memberi kewenangan dapat menguji kewenangan
terschut atas namanya,™ schingga BLU merupakan bagian  perangkat
pencapaian tujuan kementerian negara, lembaga, atau pemeritah dacrah dan
karenanya status hukum BLU udak terpisah dart kementerian negara,
lembaga, atau pemerintah daerah sebagai instansi induk.

Tujuan  dibentuknya BLU adalah untuk  menigkatkan  pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan Kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produkuvitas, dan
penerapan praktek bisnis yang sehat hal ini sesuai dengan Pasal 2 PP No, 23
Tahun 2005,

Pasal 68 UL Perbendaharaan  Negara  menyebutkan  bahwa
pembentukan BLU  dimaksudkan untuk menimgkatkan pelayanan kepada
masvarakat  dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam

pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan

pencrapan praktik bisnis yang schat.
Menurut Pasal 2 PMK RI No 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Investast Pemerintah, PIP mempunyar tugas melaksanakan

koordimasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai

OMenuror LG Brovwer dan AL Selalder, dalam NLRC Kharal Muluk, Desenteadivase Teon
Cakigran, cdon Edemerr. Jurmmal Admimistrass Negara Vol 11, No. 02 Maret 2002, him, 59,




dengan kebijakan vang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan  tugasnya, PIP menyelenggarakan  fungsi

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK RI No 91/PMK.0172017 Tata Kerja

Pusat Investasi Pemerintah:

d.

Pelaksanaan penvusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisms dan
Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan
anggaran, akuntansi, transaksi dan pelaporan keuangan, penyelesaian
(setelment),  pengelolaan  sumber  daya  manusia,  urusan umuom,
harmonisasi  fungsi internal  organisast,  kehumasan  dan layanan
informasi, serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi:
Pelaksanaan kerja sama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan
menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak fam, pengelolaan
pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerja sama
penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan
bisnmis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;

Pelaksanaan perikatan dan monitoring jamman piutang yang diserahikan
oleh lembaga penyalur:

Pelaksanaan  penelaahan aspek  hukum, penyusunan  rumusan  dan
perubahan perjanjian, melakukan Kajian hukum, penanganan masalah
hukum dan penyusunan kebijakan serta pengelolaan nisiko: dan

Pelaksanaan pemeriksaan internal atas pelaksanaan tugas PIP.
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C.  Usaha Ultra Mikro schagai Akselerator Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat

Kontribusi UMKM terhadap PDB lebih besar dibandingkan dengan
skala usaha besar, meskipun mengalami fluktuasi. Kontribusi UMKM
mencapai 56,18 persen pada 2010 dan kemudian meningkat menjadi
61,41 persen pada 2015, Angka sementara menunjukkan kontribusi UMKM
terhadap PDB mencapai 61 persen pada 2018, Sementara itu. persentase
tenaga kerja sektor UMKM menunjukkan bahwa UMKM adalah penyerap
tenaga kerja utama di Indonesia, Kontribusi tersebut konsisten mencapai 97
persen dari 2010 hingga 2018. Namun, perlu dilihat kembali bahwa
penyerapan terbanyak terjadi pada usaha mikro, dengan nilar asetya cukup
keeil jika dibandingkan dengan yang lain.*

Gambar 2 Kontribusi UMKM ke PDB 2010-2018
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Sumber : Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas  Sekretariatan TNP2K
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bismis Universitas Indonesia

Gambar 3 Kontribusi UMKM tevhadap Tenaga Kerja

i Kebijakun Peningkiton Kapasitas Sekretariot INP2K & Lembaga Demograli Fakolis Eanomi
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Gambar 4 Perbandingan Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian
di Negara ASEAN
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Usaha  mikro, kecil dan  menengah  (UMKM)  scbagai subjek

pembangunan ckonomi memainkan peran penting pada perekonomian dunia,
terutama di kawasan Asia. Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa
pada tahun 2015, UMKM berkontribusi sebesar 96 persen dari total jenis
usaha di- Asia adalah UMKM, yang mempekerjakan 62 persen dari total
tenaga kerja, dengan kontribusi rata-rata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) adalah scbesar 42 persen, ™
I

" OLCD, Fmancial education for micro. small and melimmesized enterprasey i g, 2007, him. 8




Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran

penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan

dalam pertumbuhan ckonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM . juga
berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM  juga
telah terbukti udak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada
periode tahun 1997 — 1998, hanya UMKM vang mampu tetap berdin kokoh,
Data Badan Pusat Statisttk memperlihatkan, pasca krisis ¢konomi tahun
1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang. justru meningkat terus, bahkan
mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga Kerja sampai tahun 2012,
Yada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56,539,560 unit,
Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak
56.534.592 unit atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 umt adalah
usaha besar.V’

Namun pertumbuhan ckonomi lesu sejak 2011, sektor UMKM telah
menopang perckonomian nasional, dengan Kontribusi yang terus menimgkat
terhadap PDB di negara. Pada tahun 2013, kontribusi UMKM terhadap PDB
adalah 60,3%.* UMKM juga memainkan peran penting dalam perckonomian
desa dan mempekerjakan tenaga kerja lokal serta menyediakan peluang untuk
mengembangkan keterampilan bisnis, dan di Indonesia hal ini juga terjadi dan

kontribusi UMKM terhadap pedesaan dan ekonomi desa cukup signifikan,™

" Lembaga Pengembungan Pesbankan Indonesin dan Bank Indonesin, Profil Bisms, Usahin Mikeao
Keckh dun Menengah (UMKM), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesin, 2008, i |

" ADB.(2015), Axia SME Fiance Monitor 2014 Manila; Asion Development Bank

" Adhiy o Wardhono, dkk, Phe Role Credit Guarantee Sehemes for Famcinge USNEs Eyvedance from
Reral and Urban Areas in Indonesia, ABDI Workimg Paper Series. No 967, 2009, him. |
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Permasalahan utama yang dialami oleh UMKM khususnya usaha mikro
dan keeil adalah keterbatasan akses untuk mendapatkan modal memulan dan
mengembangkan usaha, UMKM memiliki kesulitin: memperoleh sumber
daya kenangan yang memadai untuk membeli mesin atau peralatan dan bahan
baku untuk produksi.” Pemerintah Indonesia telah menyediakan dukungan
pendanaan bagi UMKM melalui kredit program. baik dengan skema subsidi
bunga maupun skema dana bergulir.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kredit program
pemerintah yang menggunakan skema subsidi bunga dan telah diluncurkan
scjak Agustus 2015, Meskipun begitu, berdasarkan data dar Pusat Investasi
Pemerintah, pada tahun 2017, terdapat 44.582.840 umt UMKM atau 70.73
persen dari total UMKM di Indonesia yang belum memperoleh KUR.
Rendahnya persentase jangkavan KUR terhadap UMKM  dikarenakan
umumnya usaha mikro tidak cukup bankable untuk mendapatkan layanan
perbankan,”’

Menyikapt hal tersebut, pada tahun 2017, pemermtah  Indonesia
meluncurkan sebuah kredit program dengan skema dana bergulir yang
menyasar pelaku usaha ultra mikro (UMi), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
adalah program komplementer Kredit Usaba Rakyat (KUR) yvang menyasar
pelaku usaha yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan. Sejak

diluncurkan pada tahun 2017 hingga tahun 2019, pemerintah  telah

" Vineenzia, Riva, Yuris, Peagaraly Pembioyvacn Ul Akeo (8 Mo Tertusdap Peviombadian FAonomi
Daeealr Melalui Pertwmbulian Produkst Indusirt Mikeo dan Keed. Indonesiun Preasury Review Vol No 1L
2021, him. 76,

U thid
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mengalokasikan dana sebesar Rp 7 T untuk pembiayaan UMi. Pada tahun
2017, anggaran sebesar Rp 1,5 T telah direalisasikan sebanyak 50 persen dan
disalurkan kepada 307.000 debitur. Kemudian pada tahun 2018, pemerintah
kembali mengalokasikan Rp 2.5 T untuk Pembiayaan UMi dan berhasil
menyalurkan lebih dari Rp 1 T kepada 846.547 debitur. Dampak dari program
KUR dan Pembiayaan UMi diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan
ckonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita dan daya
beli masyarakat.™

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 hingga 30 November
2019, Pusat Investasi Pemerintah telah menyalurkan Pembiayaan UM
sebesar lebih dari 3,9 triliun rupiah kepada 1.368.911 debiur. Penyaluran
Pembiayaan UMi didominasi oleh sektor usaha perdagangan yaitu sebesar
91.92 persen dari total dana yang disalurkan, sedangkan sisanya untuk sektor
pertanian, peternakan, perkebunan, perkanan, dan industri pengolahan.”

Pembiayaan UMi  berpengaruh positif dan signifikan  terhadap
pertumbuhan produksi industrt mikro dan keeil dengan kocefisien sebesar
0,075175. Hal ini menunjukkan bahwa program kredit non perbankan ini
dapat digunakan olch pemerintah untuk mendorong pertumbuhan produksi
industri mikro dan kecil.™

Adapun pertumbuhan produksi industri mikro keeil juga terbukt

berpengaruh positif dan sigmfikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB),

Yl
Ui, him, 80
U lbid, Wi, 82.
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Industri pengolahan memiliki komponen engine of growth. Pemerintah dapat
mendongkrak PDRB dengan cara mendorong pertumbuhan produksi industri
mikro kecil secara khusus dan sektor industri pengolahan secara umum. Salah
satu usaha yang dapat dilakukan negara berkembang untuk meningkatkan
level kontribusi industri pengolahan terhadap PDB adalah dengan intervensi
pemerintah.

Sebagai bentuk intervensi pemerintah dan variabel independen dalam
penclitian ini, Pembiayaan UM terbukti dapat mendorong  produktivitas
industri mikro kecil dan PDRB sektor industri pengolahan, sebagai fund
coordinator, BLU PIP disarankan dapat - secara akuf  meningkatkan
pembiayaan non perbankan i dan melakukan Kerja sama dengan pihak
Pemerintah - Dacrah. swasta  dan  asing agar program ini bisa terus
berkesinambungan,

Pembiayaan UMi merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap
permasalahan masih sedikitnya usaha mikro dan kecil vang dapat mengakses
KUR. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap seluruh pengusaha
mikro dan kecil menliki kesempatan vang sama dan mudah terhadap modal,
Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pengeluaran pemerintah - dapat
mendorong terciptanya keseimbangan sosial dan produktivitas tenaga kerja.”*

Pembiayaan UMi dalam penelitian vang dilakukan oleh Valencia Dian
Priliyanti Hia dari Dircktorat Jenderal Perbendaharaan, Riva Dwi Handaka

dari PKN STAN. dan Yuris Trisman Zega dari Badan Pusat Statistik yang

LI SCACY, Govermment spending amd economi peowte Applicd Econamies, 1994, him |
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membahas Pengaruh Pembiayaan UM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro Dan Kecil memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap produksi industri mikro dan kecil namun
tidak  berpengaruh  terhadap  PDRB - sedangkan  produksi  berpengaruh
signifikan terhadap PDRB. Hal int berarti ada faktor-faktor  selamn
Pembiavaan UMi vang merupakan komponen variabel produksi, vang
mendorong PDRB scktor industri pengolahan. Oleh karenanya, dibutuhkan
penelitian lebih lanjut untuk mengetahu faktor-faktor tersebut sehingga
pemerintah dapat berfokus pada optimalisasi faktor-faktor tersebut.™
Pembiayaan ultra mikro hadir untuk menjawab kebutuhan usaha mikro
dalam mengatasi masalah permodalan, terutama untuk usaha mikro yang
kesulitan mendapatkan akses perbankan. Persyaratan dan prosedur yang
mudah, pencairan dana yang cepat dan jumlah nominal pembiayaan yang
diterima sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan yang diajukan anggota.
Keunggulan Program Pembiayaan UMi it adalah tidak menggunakan
agunan untuk penvaluran melalur skema kelompok. Selain itu, LKBB juga
diwajibkan untuk menyediakan skema pendampingan bagi para debiturnya,
Bentuk pendampingan vang dimaksud tidak hanya sebatas pendampingan
untuk pengembangan usaha Debitur, namun juga dapat berupa pendampingan
untuk penimgkatan kesejahteraan Debitur dan keluarganya, Melalui program
pendampingan  tersebut,  Debitur - diharapkan dapat - memanfaatkan

pembiavaan yang diterima secara tepat sehingga usahanya mampu bertahan

S Op Cir, W, 83,
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dan keuntungan yang diterima Debitur dapat menimgkat. Keuntungan tersebut
sclanjutnya dapat digunakan Debitur untuk meningkatkan taraf hidupnya
maupun mengembangkan usahanya,

Keunggulan  Jainnya  adalah  penggunaan  database  penerima
Pembiayaan UM yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kredit Program
(SIKP).  SIKP  merupakan  database  pelaku UMKM  sekaligus  alat
pengawasan Pemerintah untuk memastikan tdak ada pelaku usaha yang
menerima pembiayaan KUR maupun UMi atau program pemerintah sejenis
lainnya dalam wakt yang bersamaan. Program ini juga menggandeng
instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan program Pembiayaan Umi,

Pembiayaan UM juga memberikan kemudahan bagi debitur terkan
pembayaran cicilan pinjaman. Penyaluran Pembiayaan UMi skema kelompok
mengadopst pola grameen bank di mana pembayaran cicilan oleh debitur
dilakukan per minggu sehingga jumlah cicilan tersebut terasa ringan. Selain
itu, pembayaran cicilan juga dilakukan melalun petugas pendamping saat
pelaksanaan pertemuan kelompok. sehingga debitur tidak perlu mendatangi
kantor Penyalur untuk menyetorkan pembayaran cicilannya. Dalam kegiatan
pertemuan kelompok tersebut, debitur juga memperoleh pendampingan dan
pelatihan dan Penvalur untuk pengembangan usahanya.

Maka dariitu BLU PIP sebagar lembaga pengelolaan pembiayaan usaha
ultra mikro (UM dapat menjadi solust dalam menmgkatkan pendapatan

pelaku usaha, scehingga dapat berdampak  positif dalam  perkembangan
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D.

ckonomi  yang menjadikan  kestabilan - pereckonomian,  Dengan  adanya
kestabilan ekonomi dan pemngkatan pendapatan suatu negara yang diperoleh
adanya pembiayaan pelaku usaha Ulira Mikro  berpengaruh  terhadap
kesejahteraan masyarakat,

Implementasi Peran BLU PIP sebagai Pengelola Pembiayaan Ultra
Mikro

Sejak tahun 2017, Pemernntah  melalm Kementerian - Keuangan
mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi Badan Layanan Umum
Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai coordinated fund untuk
pembiayaan ultra mikro. Mandat tersebut dituangkan dalam Keputusan
Menteri Keunangan nomor 145/KMEK.05/2017 tentang Penctapan Investasi
Langsung Pemerintah pada Bidang Investast Pemberdayaan Usaha Ultra
Mikro.

Pembiavaan UMi disalurkan melalui Lembaga Kevangan Bukan Bank
(LKBB) yang sudah berpengalaman dalam Pembiayaan UMKM. Sampa saat
i, PIP telah bekerja sama dengan tiga LKBB, vaitu PT Pegadman, PT
Permodalan Nasional Madami dan PT  Bahana  Artha Ventura untuk
menyalurkan  pembiayaan UML Khusus PT  Bahana  Artha Ventura,
penyaluran dilakukan dengan skema o step loan melalui Koperasi dan

lembaga Keuangan mikro yang menjadi rekanan PT Bahana Artha Ventura.

Terdapat 43 Koperast dan Lembaga Keuangan Mikro yang bekerja sama




dengan PT Bahana Artha Ventura dan berperan sebagai Lembaga Linkage
Pembiayaan UM

Pada tahun 2020, Dircktorat Sistem Manajemen Investasi mendapatkan
alokasi sebesar Rp 14.684.083.000,- yang dipergunakan untuk  Layanan
Terkait Sistem Manajemen Investasi sebesar Rp 7.489.787.000,- Peraturan
Terkant Sistem Manajemen Investast sebesar Rp 865.860.000,- dan Program
Nasional terkait Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sesuai dengan kebijakan
Pemerintah  dalam  efisiensi anggaran  dikarenakan adanya COVID-19,
Dircktorat SM1 mengalami penghematan anggaran melalui Instruksi Menteri
Keuangan schingga pagu setelah Revisi yang didapatkan adalah sebagai
berikut:™*

Tabel 2 Perkembangan Pagu Anggaran Direktorar Sistem Manajemen
Investasi

; Output Pagu 1 Pagu Revisi

Layanan Terkan Sistem

' . 7.489.787.000 2.132.058.00
Manajemen Investasi

Peraturan Terkait Sistem
Manajemen Investasi

6.328.436.000 3.797.030.000

Program  Nasional  Terkant
Pembiayaan Ultra Mikro (Umi)

Total 14.684.083.000 0.412.814.000

S65.860.000 483.726.000

Berdasarkan  atas pagu hasil revisi terakhir,  realisasi  anggaran
Direktorat Sistem Manajemen Investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Realisast Anggaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Output Pagu Revisi Realisasi Y

"Laporn Kinerg divektorat SME 20200 Bab IV bogian penutup, hlme 3% digkses melalui
dip kemenkeu. goad
" Ihid, M, 23
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Lavanan  Terkatt Sistem
U N IS 5 132.058.00 | 2.084.205.300 | 97.76%

Manajemen Investas

Peraturan  Terkait — Sistem
WERS CHRAIL SIS 5 907,030,000 | 475,400,000 | 98,28%
Manajemen Investasi

Program  Nasional  Terkait
Pembiavaan  Ula  Mikro 483.726.000 | 3.229.954.509 | 85,07%
(Umi)

Total 6.412.814.000 | 5.789.559.809 | 90.28"%,

Terdapat dispensasi perhitungan sesuai dengan SE-8/PB/2020 dikarenakan
dampak  Covid-19 di tahun 2020 yang  menyebabkan  pelaksanaan
penganggaran menjadi terganggu,

Peran BLU PIP sebagai coordinated fund adalah menyalurkan dana
bergulir Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada para pelaku usaha mikro
yang tidak sedang memperoleh kredit program pemerintah di bidang UMKM,
Penyaluran Pembiayaan UMi dilakukan BLU PIP melalui kerja sama dengan
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). BLU PIP dapat bekerja sama
dengan Pemerintah Daerah ataupun pihak lainnya dalam rangka perluasan
dan percepatan penyaluran Pembiayaan UMi Sejak tahun 2017,

BLU PIP memperoleh alokasi tambahan dana kelolaan setiap tahunnya
yaitu sebesar Rp 1S triliun pada tahun 2017, Rp 2.5 triliun pada tahun 2018,
Rp 3 triliun pada tahun 2019, dan Rp 1 triliun pada tahun 2020, schingga total
dana vang dikelola PIP adalah sebesar Rp 8 triliun. Dana tersebut telah
digulirkan kepada 3,440,045 Debitur dengan total penyaluran mencapan

Rp 11.050.789.136.287,"

e, i 3R
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Kinerja penyaluran dana kelolaan untuk pembiayaan ultra mikro pada
tahun 2017 scbesar Rp 753.239.893.308.- dengan capman jumlah debitur
schanyak 307.033 melebihi target yang ditetapkan sebanyak 300,000 debitur.
Kinerja penyaluran tahun 2018 sebesar Rp 1.564.286,859.820,- dengan
capaian debitur sebanyak 557.112 dar target yang ditetapkan sebanyak
S00.000° debitur. Kinerja penyaluran pada tahun 2019 1elah mencapm Rp
2.719.925.473.531 .- yang diterima pelaku usaha mikro dengan capman
debitur sebanyak 809,926 dan target yang ditetapkan sebanyak 600.000
debitur. Pada tahun 2020 sendiri, dengan menggunakan saldo dana kelolaan
sebelumnya  ditambah  alokasi  dana  pembiayaan  ultra mikro  sebesar
Rp 1 triliun untuk tahun 2020, BLU PIP menargetkan caparan 800.000
debitur. Sepanjang tahun 2020, BLU PIP telah menyalurkan pembiayaan baru
kepada 1,765,974 Debitur - dengan  total - nilar - penyaluran  sebesar
Rp 6.013.336.909.619 atau lebih dari 2 (dua) kali Lipat target yang telah
ditetapkan. '™

Pelaksanaan fungst Direktorat Sistem Manajemen  Investast dalam
pengelolaan pembiayaan. penerusan pinjaman dan penyaluran nvestas
famnnya berupa kredit program ultra mikro (UMi) kepada UMKM memilik
Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU i digunakan untuk  memantau
pelaksanaan monev  yang  dilaksanakan oleh  Kantor  Vertikal  berupa
perckaman data debitur oleh KPPN dan penyampaian Laporan Monitorimg

UMi oleh Kantor Wilayah Direktorat Ditjen Perbendaharaan. Kantor Wilayah

W It
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Ditjen Perbendaharaan selaku representast Kementerian Keuangan di daerah
perlu melakukan tndakan terhadap pemantavan pemenuhan pelaksanaan
tugas serta monitormg dan evaluas) yang dilaksanakan oleh KPPN vang
didelegasikan oleh Kantor Pusat dalam hal i Direktorat SMI.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN merupakan
instanst  vertikal  Digen  Perbendaharaan yvang memperoleh kuasa  dan
Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan  sebagian fungst kuasa
Bendahara Umum Negara di daerah. Salah satu fungsi yvang didelegastkan
kepada KPPN adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembiayaan Ultra
Mikro (Money Pembiayaan UMi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen
Perbendaharaan nomor  PER-25/PB/2018  tentang  Petunjuk  Teknis
Monitoring dan Evaluasi Pembiavaan Ultra Mikro oleh Instanst Vertikal
Dircktorat Jenderal Perbendaharaan. Perckaman data debitur pada aplikasi
SIKP UMt dilaksanakan oleh KPPN paling lambat sampai dengan akhir
triwulan tahun berjalan, Sedangkan penyampaian laporan UMi kepada
Direktorat Smi dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sctiap
semester.

Pencapaan kinerja Direktorat Sistem Manajemen Investasi tahun 2020
telah sesuai dengan target yang ditetapkan, Inisiatif Strategi Direktorat SMI
yaitu Business and Svstem Enhancement Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
sudah 100%, dilaksanakan dari target sebesar 98% dan tercapai lebih awal

pada bulan November 2020.'"

Loporan Kinero direktorat SME 20200 Bab IV bagian penutup hlme 1 diakses melaln
dip kemenken.goid
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Studi Komparasi Pengelolaan Pembiavaan Usaha Mikro
8 A

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008
tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. pengertian KUR
adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil.
Menengah-Koperasi) dalam bentuk  pemberian modal  kerja dan
mvestasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan
Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup
layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan,

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang
diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum
bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis
yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Pasal 1 angka | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro. Keeil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro
adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi Kriteria usaha mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan

kntena usaha mikro adalah sebagai berikut:
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9

Menuliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) tdak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha: atau

Memiliki -~ hasil ~ penjualan  tabunan  paling  banyak  Rp
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Keceil, dan Menengah menjelaskan bahwa: “Usaha kecil

adalah usaha ekonomi produkuf yang berdiri sendiri, vang dilakukan

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar yang memenuhi Kriteria usaha keeil sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang mi”.

Kriteria usaha kel dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang

tersebut dijelaskan sebagai berikut:

o

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000.- (lima puluh

Juta rupiah) sampat dengan paling banyak Rp 500.000.000.- (lima

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha: atau

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus rupiah),

s




Yasal | angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertion Usaha
Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendin, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang  bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yvang dimiliki,
dikuasm, atau menjadi bagian langsung maupun tdak langsung dengan
usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menengah dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebaga
berikut:

1. Menmiliki kekayaan bersih lebih dart Rp 500.000.000.- (hma ratus
Juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,-
(sepulub milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha: atau

(5%

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dar Rp 2.500.000.000,-
(dua milyar hma ratus juta rupiah) sampar dengan paling banyak
Rp 50.000.000.000.,- (hma pulub milyar rupiah).

Kredit usaha kecil dan mikro  merupakan  kredit  dengan
karakteristik - vang  berbeda dengan Kredit usaba  menengah  dan
korporasi. Karakteristik kepada usaha kecil dan mikro i secara umum

adalah:'"

" Budisuntoso. Totok & Triamdarn, Sigit, Benk dan Lembaga Kenangan Lanmva, Jokana: Salemba
Lmpat, 2008, him. 121
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a.  Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak.
Usaha kecil dan mikro biasanya akan mengalami kesulitan untuk
menyerahkan agunan tambahan, agunan yang paling mungkin
untuk dijadikan jaminan hanyalah agunan utama atau obyek yang
dibiaya dengan lasihitas kredit.

b.  Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus. Usaha kecil
dan mikro biasanya memiliky keterbatasan dalam Kemampuan
administratif, pencatatan dan perencanaan. Sebagai contoh yaitu

laporan keuangan.

(=

Cenderung menimbulkan biaya pelavanan kredit yang relanf
lebih tinggd.

Kenyataan karaktenstik pada butir a dan b, pada akhirmya
cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit per nilar kredit tersalur
vang relatif lebih tinggi, implikasi langsung dari Kenaikan biaya rata-
rata terscbut adalah kenaikan tingkat bunga (dan imbal jasa lain dan
debitur kepada bank).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perckonomian Republik
Indonesta Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit
Usaha Rakyat yang sclanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perckonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2021 Tenang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman
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Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat memberikan ketentuan pengaturan

terkait pemberian suku bunga/marjin KUR:

a.  Penyaluran KUR Mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 18

(1)  KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah
paling banyak Rp 50.000.000.- (lima pulub juta rupiah)
setiap Penerima KUR.

(2)  Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam persen)
cfektif  pertahun  atau disesuamkan  dengan - Suku
Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara,

(3)  Jangka waktu KUR mikro:

a) paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredivpembiayaan
modal kerja: atau

b) paling lama 5 (hma) tahun untuk kreditypembiayaan
mvestasi. dengan grace period sesuai dengan penilaian
Penyalur KUR.

(4)  Dalam  hal  dhiperlukan  perpanjangan,  suplest,  atau
restrukturisasi, jangka waktu sehagaimana dimaksud pada
ayat (3). khusus untuk kredit‘pembiayaan modal kerja dapat
diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tabhun dan untuk
kreditvpembiayaan mvestasi dapat diperpanjang menjadi

maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejok tanggal perjanpian
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(6)

(7)

kreditpembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan
penilaian Penyalur KUR.

Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR
dapat  melakukan  pembayaran  pokok  dan  Suku
Bunga/Marjin - KUR  mikro  sccara  angsuran  berkala
dan/atau pembayaran sckaligus saat jatuh tempo  sesual
dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur
KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan
Masing-masing pencrima.

Penerima KUR mikro yvang bermasalah dimungkinkan
untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan vang berlaku di
Penyalur ~ KUR, dengan  ketentuan  diperbolehkan
penambahan plafon pmjaman KUR mikro sesuai dengan
pertimbangan Penyalur KUR masing-masing

Penerima KUR mikro menerima KUR  sesuar dengan

jumlah yang tercantum dalam akad.

b,  Penyalur KUR Kecil sebagaimana diatar dalam Pasal 22:

(n

KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah
diatas Rp 50.000.000,- (lima pulub juta ruprah) dan paling
banyak Rp 500.000.000.- (lma ratus juta rupiah) setiap

mdividu,
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(3)

(4)

(5)

Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 6% (enam persen)

cfektif  pertahun  atau disesuatkan  dengan  Suku

Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

Jangka waktu KUR kecil:

a)  palmg  Jama 4 (empat)  tahun untuk o kredit/
pembiayaan modal kerja: atau

by paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan
investasi, dengan  grace period  sesuai - dengan
pentlaian Penyalur KUR.

Dalam  hal  diperlukan  perpanjangan,  suplesi,  atau

restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja

dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan

untuk  kredivpembiayaan  investasi  dapat  diperpanjang

menjadi paling lama 7 (tuguh) tahun terhitung sejak tanggal

perjanpan kredit/pembiavaan awal dengan grace period

sesuan dengan pemlaian Penyalur KUR,

Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR

dapat  melakukan  pembayaran  pokok  dan  Suku

Bunga/Marin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau

pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesum dengan

kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR
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dengan  memerhatikan  kebuthan - skema  pembiayaan

masing-masing Penerima KUR.

(6)  Penerima KUR Keeil vang bermasalah dimungkinkan untuk
direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur
KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon
pimaman KUR kecil sesuar dengan pertimbangan Penyalur
KUR masimg-masing.

(7)  Penerima KUR kecil menerima KUR sesuai dengan jumlah
yang tercantum dalam akad.

¢.  Penyalur KUR Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 31:

(1)  KUR khusus sebagmmana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf d diberikan kepada kelompok yang dikelola secara
bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra
usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan
rakyat, atau perikanan rakyat,

(2)  KUR khusus diberitkan kepada Penerima KUR sesua
dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp
S00.000.000,- (lma ratus juta rupiah) setiap individu
anggota kelompok.

(3)  Suku Bunga/Marpn KUR Khusus sebesar 6% (enam persen)
elekul  pertahun  atau  disesuaikan  dengan  Suku

Bunga/Marjin flat/anuitas yang sctara.
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(4)

(6)

(7)

(8)

Subsidi- Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus mengikut

besaran subsidi bunga KUR kecil.

Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus

diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima,

Jangka waktu KUR khusus:

a. paling  Jama 4 (empat)  tahun untuk  kredit/
pembrayaan modal kerja: atau

b paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan
mvestast, dengan  grace  period  sesuai dengan
pemilaian Penyalur KUR,

Dalam  hal  diperlukan  perpanjangan,  suplesi,  atau

restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja

dapat diperpamang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan

untuk - kredit/pembiayaan investasi dapat - diperpanjang

menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal

perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period

sesuan dengan pentlaian Penyalur KUR

Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima

KUR  dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku

Bunga/Marjin® KUR  khusus  secara  angsuran  berkala

danzataun: pembayaran sckaligus saat jatuh tempo sesuai

dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur
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(10)

KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan
masimg-masing Penerima KUR Khusus.

Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan
untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang belaku
Penyalur  KUR,  dengan  ketentuan  diperbolehkan
penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuar dengan
pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Penerima KUR khusus menerima KUR  sesuai dengan

Jumlah yang tercantum dalam akad

Adapun sistem dan prosedur umum pemberian kredit adalah sebagai

berikut'™

. Permohonan Kredit

Permohonan fasithtas kredit mencakup: 1) Permohonan baru

untuk mendapat suatu jems fasilitas kredit. 2) Permohonan

tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 3) Permohonan

perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir

jangka waktunya, 4) Permohonan-permohonan lainnya untuk

perubahan fasilitas kredit yang sedang berjalan.

b.  Penyelidikan dan Anahisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyehidikan kredit adalah pekerjaan

yvang meliputi: 1) Wawancara dengan pemohon kredit (debitur),

2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan

Ihamas Suvamo, Dayar-dasar Perkeedian. Jakart: Graomedia Pustaka Unmp, 2000, hilm: 87
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d.

kredit yang diajukan nasabah. 3) Pemeriksaan atas kebenaran dan
kewajiban mengenai hal-hal  yang  ditemukan  nasabah - dan
informasi lain yang diperoleh. 4) Penyusunan laporan seperlunya
mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya
analisis kredit pekerjaan yang meliputi: 1) Mempersiapkan
pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan
maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat
atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 2)
Menyusun laporan  analisis  yang  diperlukan,  yang berisi
penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatf
sebagai bahan pertimbangan untuk  pengambilan keputusan
pimpinan atau permohonan kredit nasabah.

Keputusan atas Permohonan Kredit

Dalam hal mi yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap
tindakan pejabat  yang  berdasarkan  wewenangnya - berhak
mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau
mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang
lebili tinggi. Setiap  keputusan  permohonan - kredit - harus
memperhatikan  penilaian  syarat-syarat - umum - yang - pada
dasarnya tercantum dalam laporan,

Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan permohonan dapat terjadi apabila:
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1) Penolakan permohonan kredit yang secara nyata dhanggap
oleh bank secara tekms tidak memenuhi persyaratan.

2)  Adanya  keputusan penolakan  dari direksi mengenai
permohonan kredit.

3)  Persetujuan Permohonan Kredin

Persetujuan  permohonan  kredit adalah keputusan
bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permohonan
kredit dari calon debitur, Untuk melindungi kepentingan
bank dalam  pelaksanaan  persetujuan  tersebut,  maka
brasanya ditegaskan. terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas
kredit dan prosedur vang harus ditempuh oleh nasabah.
Langkah-langkah yang harus diambil antara lam: Pertama,
urat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada
pemohon:  Kedwa,  Peningkatan  jaminan:  Ketiga,
Penandatanganan perjanjian kredit, Keempat,  Informasi
untuk bagian lain: Kelima, Pembayaran bea matera kredit:
Keenam, Asuransi barang jaminan: Ketwjuh,  Asuransi
Kredit.

¢.  Pencairan Fasilitas Kredit
Pencairan  fasilitas - kredit  adalah  setiap  transaksi  dengan
menggunakan Kredit vang telah disetujui oleh bank. Dalam
praktiknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau

pemindahbukuan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas
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lainnya. Bank hanya menyetujul pencairan kredit oleh nasabah,
bila syarat-syaral yang harus  dipenuhi nasabah  telah
dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan dan
penandatanganan perjanjian kredit mutlak harus mendahului
pencairan kredit. Apabila calon debitur telah memenuhi semua
syarat dan prosedur kredit, maka bank akan menetapkan waktu
kapan kredit tersebut dapat dicairkan.

Pada saat kredit akan dicairkan terlebih dahulu debitur akan
menandatangani - surat - atas akta  perjanjian kredit  beserta
Jampiran-lampirannya. Surat Perjanjian Kredit (SPK) ini, dapat
dibuat dibawa tangan atau dibuat di hadapan potaris, tergantuny
dari besar kecilnya kredit yang diberikan atau sesuai dengan
kebijakan masing-masing pank. Lampiran dar SPK biasanya
terdint dari akta perikatan Jaminan (hipotek, fidusia, atau gadai).
surat kuasa penjual dan fain-lain,

Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semu kewajiban nasabah
terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit,
Administrasi  dan pembukuan kredit  merupakan - proses
pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan pada suatu
bank. Dar administrasi kredit ini, bank dapat memberikan
pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari

proses perkreditan - secard perorangan - maupun secara
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keseluruhan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat dalam
sistem dokumentasi perkreditan. Dengan adanya administrasi
kredit yang baik, dapat mempermudah laporan-laporan di bidang
perkreditan - baik  untuk  Kepentingan intern  (kepentingan
manajemen dan dewan komisaris) maupun untuk pihak cksternal

(Bank Indonesia dan debitur),

Sesungguhnya pemerintah telah banyak mengeluarkan program

atau skim yang telah disediakan untuk memberdayakan UMKM,

Program ini hendaknya terus dioptimalisasikan.  Program-program

tersebut antara lam.

)

h)

C)

)

C)

Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagaimana telah di bahas di atas.
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE),

KKPE adalah Kkredit investasi atau modal kerja yang diberikan
dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan
diberikan melalui kelompok tani atau koperasi.

Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP).

PUAP merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani
anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani
maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan
kelompok tani (Gapoktan).

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS),

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandini (PNPM),
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2. Lembaga Keuangan Mikro (LKNM)

L.embaga keuangan mikro merupakan mstitusi yang menyediakan
Jasa-jasa kevangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk
dalam kelompok miskin, lembaga kevangan mikro (Micro-Finance
Institution,  yang  selanjutnya  disingkat - MFI). Selama i MFI
merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang bergerak khusus di
scktor usaha skala mikro. Padahal secara fungsional MFL sama saja
dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank, modal ventura, atau
lembaga pembiayaan lainnya, '

Menurut Siu Peter Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga
vang menyediakan jasa keuvangan kepada masyarakat miskin dan
keluarga berpendapatan rendah (serta kegiatan usaha skala mikro
mercka), memungkinkan  mercka mengelola  dengan  lebih baik
risikonya, mencapai  pola  konsumsi  yang  Konsisten,  serta

0% Sedangkan Menurut Menteri

mengembangkan basis ekonominya,
Koordmator Bidang Kesejahteraan Rakvat, Gubernur Bank Indonesia,
‘Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah
lembaga keuangan yang menyediakan jasa kevangan mikro termasuk

Badan Kredit Desa atau disingkat BKD dan Lembaga Dana dan Kredit

Perdesaan atau disingkat LDKP, tidak termasuk lembaga keuangan

" Budi Hermuma, Wardoyva, dun Teddy Oswari, Leabaga Aewangan Mikroo Moded Orgramsenst dee
Pearanfaatan Teknologd formast, 2006, him. 2, Diakses hips//www researchgate net

U Definist LKM menurat Siusebagaimana dikutip oleh At Frida Agusting Pecan Lomdaga Kewanyan
Vikeo (ERND Tertudap Kinevia Ekonomii Kabupaten Jomrbange, Il Ekonami Pembangonan, Volume 9 No
2, 2011, him, 227,




vang berupa Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bambang  Ismawan
mendefinisikan lembaga kevangan mikro sebagaimana lembaga yang
mengurus keuangan mikro yang pada dasarnya merupakan mekanisme
pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin yvang mengembangkan
usaha produktif, dengan menggunakan mekanisme dan prosedur non
konvensional vang sederhana.'™

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua
kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang
berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit
Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi simpan
pimjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit
pedesaan (WKP), baitul mal wattamwil (BMT). lembaga swadaya
masyarakat  (LSM), arisan, pola  pembiayaan  Grameen, pola
pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credir
unton,

Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan scbagai LKM,
namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank
Konvensional, pengusaha  mikro  kebanyakan  masih - kesulitan

mengaksesnya,

1

Bambang Ismawan, Pengalamun Bina Swadava Dol Peningheatan Aaprsitas Mesvorahat meladui
Kewiransaan sostal. disampaikan dolom diseminasi hasil penclitian steategi peninghatin pertumbulin dan
produknvitas kewirausabaun di Indonesin, 2019,




Lembaga keuangan mikro ini  bersifat  spesifik  karena
mempertemukan permintaan dana penduduk nuskin atas ketersediaan
dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan. penduduk miskin
akan tidak dapat terlayani karena Kesuksesan pemberdayaan UMKM
akan terwujud bila semua stakeholder berperan secara bersama-sama
sesual peran masing-masing. Baik regulator termasuk  Pemerintah
Daerah, para pelaku UMKM dan dunia perbankan yang dapat bekerja
sesuat dengan tugas dan fungsinya, maka keberhasilan dan kemajuan
UMKM akan cepat terlaksana. Sehingga pada akhimya peningkatan
penerimaan pajak darit sisi penggalian wajib pajak baru maupun nila
pajaknya akan terus meningkat.

Terdapat  pengaturan  yang  memberikan  defimst  berbeda
mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan
Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keeil, dan

Menengah sebagai berikut:
1. Usaha Mikro

(a) Memiliki kekavaan bersth paling banvak Rp 50.000.000.-

(Lima Puluh Juta Rupiah).

(b) Memiliki - hasil  penjualan  tahunan paling  banyak  Rp

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah),
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p.2 Usaha Kecil

(a) Memiliki hasil  pemualan  tahunan  lebih - dart - Rp
300,000,000, (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp 2.500.000.000.- (Dua Milyar Lima Ratus

Juta Rupiah).

(b) Memiliki kekayvaan bersih lebih dan Rp 50,000,000, {Lima
Pulub Juta Rupiah) sampa dengan paling  banyak  Rp
500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tdak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha,

3. Grameen Bank

Kemiskinan menurut filosofi Grameen tidak hanya disebabkan
oleh minimnya keterampilan, karena Keterampilan tidak berbanding
lurus dengan Kualitas hidup sescorang. Dengan Kata lain Keterampilan
bukan ukuran posisi sosial ekonomi sescorang. Keterampilanpun
memerlukan dana untuk menatanya. Sementara orang miskin tidak
memiliki cukup dana untuk itee Kalaupun ada sumbangan, it tidak
menuntut pertanggung jawaban, bahkan menciptakan ketergantungan,
seperti Bantuan Langsung Tunai yang pernah dilakukan pemerintah,
Kelvarnya  sescorang  dari kemiskinan  menuntut — imisiatil’  dan

kreativitas, '’

e

Huqigi Rofsanjuni, Stuci Kritix Pomikivan Mudammad Yoans densane Crameen Bank, henal
Masharil al-Svariah Vol 2 No 1. 2017, hilm |
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Proyek Grameen Bank lahir di Desa Jobra. Bangladesh. pada
tahun 1976. Pada tahun 1983 1a menjadh sebuah bank formal Khusus <
bawah undang-undang yang disahkan untuk penciptaan, Hal ini
dimiliki oleh peminjam miskin  dari bank yang scbagian  besar
perempuan, Kerjanya kKhusus untuk mercka. Peminjam dart Grameen
Bank saat im memiliki 95% dart total ckuitas dan bank. Sisa persen
dimiliki oleh pemerimtah. Grameen yang berarti desa digunakan untuk
nama bank.

Grameen Bank tidak memerlukan jaminan terhadap pembenan
kredit mikro-nya, Karena bank tidak mgin mengambil - apapun
peminjam ke pengadilan dalam kasus hukum yang tidak lancar, tidak
mewajibkan kepada nasabah untuk menandatangani suatu instrumen
hukum. Dan yang membuat beda adalah memfokuskan  Kucuran
pinjaman  Grameen  kepada  perempuan,  Perempuan miskin - i
Bangladesh memiliki kedudukan sosial yang paling rawan, '™

Dasar falsafah dan landasan dari program perkreditan Grameen
Bank adalah kredit kepada orang-orang miskin yang sangat penting
sebab kredit tersebut dapat membantu mereka dalam meningkatkan
pendapatan  dan  merckapun  mempunyai kemampuan - untuk
mengembalikan kredit tersebut. Karena itu untuk membantu jutaan
orang miskin agar keluar dan lembah  kemelaratan  hendaknya

dilakukan dengan  penyediaan  sumber  permodalan yang - dapat

W thedd, him, 8.




dimanfaatkan oleh mercka dengan cara rasional dan komersial, tetap

dengan persyaratan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi mereka,

Menurut ketentuan dalam Ordonansi pendinan Grameen Bank,
fungsi dari bank tersebut adalah untuk memberikan dengan atau tanpa
Jaminan, pinjaman dalam bentuk vang maupun barang, kepada orang-
orang vang ndak mempunyai tanah. untuk semua jems kegiatan
ckonomi termasuk perumahan kecuali transaksi valuta asing.

Pengertian Grameen Bank menurut Suharto, bahwa “Grameen
Bank adalah suatu lembaga perkreditan bagi orang-orang termiskin di
daerah pedesaan agar mercka dapat membentuk permodalan atau
kekayaan dan sumber pendapatan™. "

Lebih lanjut, Suharto mengemukakan bahwa sistem kredit ini
diberikan kepada seseorang anggota kelompok atau nasabah yang
terdiri dari orang-orang  miskin didaerah  pedesaan  untuk usaha
produktif  yang dapat  menghasilkan  pekerjaan mandin guna
menghasilkan  pendapatan.'" Dalam  melaksanakan  kegiatannya,
Grameen  Bank tudak  mendasarkannya  atas  belas  Kasihan  atau
kedermawanan, sebab cara tersebut tidak dapat membantu mereka
kelvar  dari jurang  Kemiskinan,  bahkan  sebaliknya  dapat
menghancurkan mereka, karena mereka akan sclalu tergantung pada
belas kasthan orang lam. Karena itu dalam pemberian kreditnya benar-

benar didasarkan atas hubungan yang bersifat komersial, yaitu dengan

" Ibied, him. 43
M thed, him. M
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diberikannya suku bunga keeil (sebesar 2,5%) dan juga disertai dengan
pemberian motivasi untuk bekenja keras dan jujur,

Grameen Bank dimulai dengan keyakinan bahwa Kredit harus
diterima sebagai hak asasi manusia, dan membangun sebuah sistem di
mana orang vang tidak memiliki apapun  mendapatkan  prioritas
tertinggr dalam mendapatkan prjaman. Metodologi Grameen tdak
menilai berdasarkan bahan milik orang. tetapr berdasarkan potensi
orang. Grameen percaya bahwa semua manusia, termasuk yang paling
miskin, yvang kaya dengan potensi endless. Bank Konvensional melihat
apa yang telah diperoleh oleh orang. Grameen melihat potensi yang
menunggu untuk dapat di unleashed orang.'"

Yunus membuat Grameen Bank, yang secara Khusus 1a tujukan
untuk melayani kaum duafia. Dengan modal awal hanya USS 27,
Crameen mulai meminjamkan vang, tanpa agunan. Konsep Grameen
Bank hampir berlawanan dengan apa yang selama ini dilakukan olch
bank-bank  konvensional.  Pada  umumnya, bank  konvensional
menggunakan prinsip buhwa vang lebih kaya akan mendapatkan lebih
banyak.'"”

Dengan Kata lain, jika anda punya sedikit atau ndak punya apa-
apa, maka anda tdak akan mendapat pinjaman, Sebagai akibatnya,
lebih dart separuh penduduk dunia ndak mendapat pelavanan jasa

kevangan dart bank konvensional. Jika bank konvensional lebih

Y thid

" b,

him. @
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mengutamakan kolateral, sedangkan Grameen Bank tanpa agunan.
Grameen Bank yang mengumpulkan vang nasabah di pedesaan untuk
kepentingan  kegiatan  ckonomi i pedesaan juga. Uang  yang
dimobilisasi Grameen Bank selalu disalurkan untuk penduduk miskin,

Yang membuat Grameen Bank menjadi lebih berbeda, adalah
kesediaannya memberi pelayanan kepada kalangan pengemis yang
memang miskin. Bank  konvensional  dimiliki oleh kaum  Kkaya,
sedangkan Grameen Bank dimiliki oleh kaum miskin, Tujuan bank
konvensional umumnya adalah memaksimalkan profit, sedangkan
Grameen Bank memberikan layanan keuangan kepada kaum miskin,
khususnya kaum perempuan dan duafa untuk membantu mereka
melawan kemiskiman, namun tetap menguntungkan, Sebagar pambaran,
disaat Pemerintah Bangladesh menggulirkan program kredit mikro
dengan suku bunga tetap 1% (Nat), Grameen Bank suku bunga 0%
(nol persen) untuk para pengemis, 5% bagi kredit pendidikan, 8% bag
kredit perumahan dan 20% bagr kredit untuk usaha dan semuanya
dihitung dengan metode saldo menurun.''

Grameen Bank tndak memerlukan jaminan terhadap pemberian
kredit mikronya. Karena bank ndak ingin mengambil apapun peminjam
ke pengadilan dalam kasus hukum yang tidak lancar, tidak mewajibkan
kepada nasabah untuk menandatangani suatu instrumen hukum. Dan

yang membuat beda adalah memfokuskan kucuran pinjaman Grameen

M thid
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kepada  perempuan. Perempuan miskin  di Bangladesh  memiliki
kedudukan sosial vang paling rawan,

Setelah terkumpul modal yang cukup, Yunus kemudian memula
usahanya untuk memmpamkan vang sebagai modal kepada orang
miskin. Namun ada beberapa sistem yang berbeda yang diterapkan oleh
Grameen Bank dibandingkan dengan Bank lainnya, Bank yang ada
secara umum menurut Yunus tidak mampu dijangkau oleh masyarakat
miskin karena mereka menerapkan beberapa hal, vaitu:

A Syarat agunan, yang tentu tidak bisa dipenubi oleh orang miskin.

b, Dokumen vang lengkap yang tentu juga sulit diakses oleh mereka

vang buta huruf,

¢ Bagi bank kredit dengan nilai keeil itu akan merugikan dirinya,

karena biaya operasionalnya sama. Schingga tentu saja orang

LY

miskin tidak akan mengambil kredit yang besar.

Mehhat kenyataan itu maka Yunus kemudian menyusun prinsip-
prinsip penyaluran Kredit. sehingga kredit tersebut dapat dinikmati oleh
nasabah yang mskin, Prinsip-prinsip dari Grameen Bank adalah

sebagal berikut: '

a.  Kredit diberikan tanpa barang agunan,

U Pandu Subarto, Geaneen Baok, Jakor, LPPL 1999, i, SO
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b.  Tidak ada sankst hukum jika ada penunggakan kredit, dan

dibebaskan dar pimjaman jika anggota menmggal duma.

Anggota tidak perlu datang ke Kantor, sebaliknya petugas bank

g

vang datang menemui anggota,

d.  Prosedur perkreditan dibuat sesederhana mungkin dengan tidak

menggunakan banyak formulir yang tidak dipabami anggota.

Bagi anggota vang ingin menikmati fasilitas kredit diatas juga

harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

a. Penenma fasilitas kredit adalah kelompok vang terdiri dart 5
(lima) orang.
b.  Tiggal didalaom satu desa.
¢ Semua anggota wajib menghadiri pertemuan mingguan,
d.  Kelompok harus mengikuti latihan selama | (satu) minggu.
Di samping hal di atas, perbedaan lain antara Grameen Bank dan
Bank lamnva adalah bahwa Grameen Bank lebih menyalurkan kredit
dalam nominal yvang kecil daripada kredit nominal besar sebagaimana
layaknya Bank secara umum, Selain itu bahwa mayoritas dari anggota
vang meminjam dari Bank i adalah perempuan, Prioritas inn bukan
tanpa alasan vang besar, karena bagi Yunus perempuan adalah yang

paling memikirkan persoalan keperluan rumah tangga. '

DIyt Pengentasan homishimn Model Mudammad Yo, Jurnal Inifag, Vol |1 No. 2, UNHASY
Jombang. 2004, him. 92
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Konsep yang menginspirasi banyak pihak tersebut mengilhami
berdirmya lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayvaan dengan
sistem serupa. Metode yang digunakan Grameen Bank, sudah mendapat
pengakuan dunia seperti group lending, group sanction tanpa jaminan
vang berbeda dengan sistem dan prinsip bank konvensional. Cara kerja
Grameen Bank melalur pemberian kredit kepada kaum miskin, yang
sebagian besar tidak berpenghasilan tetap telah merancang kredit mikro
berbasis kepercayaan dan bukan kontrak legal,

Konsep Grameen Bank mulai dikenal di Indonesia seiring dengan
banyaknya perusahaan yang imgin mendukung komitmen pemernntahan
Indonesin guna - menyukseskan 8 (delapan)  wjuan - Millenium
Development Goals (MDG"s). Hal ini khususnya pada butir | sampai 5
yaitu,

1. Memberantas kemiskinan ekstrem dan kelaparan;

rJ

- Meningkatkan jumlah penerima pendidikan tingkat dasar:
3. Kescetaraan gender dan memberdayakan perempuan:
4. Mengurang timgkat kematian anak, dan
5. Memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil,

Dalam  Kaitannya  dengan  an, program Grameen Bank
mengeluarkan kebijakan, bahwa dalam pembentukan cabang  baru,
harus menerapkan 2 (dua) ketentuan yantu: pertama, Kantor cabang yang,

baru harus mular dengan kelompok yvang ada di dalam desa yang

terjauh, dan kedua, kantor cabang tersebut harus sclalu memula




kegiatannya  dengan  pembenukan  kelompok  perempuan. Dengan
demikian dapat dikatakan, program Grameen Bank merupakan salah
satu bentuk  tindakan  affirmative action bagt  perempuan dalam
memperoleh akses ke modal usaha,

Selanjutnya Suharto  mengemukakan  bahwa  Grameen Bank
dilancarkan scbagar usaha yang berani untuk menentang ketentuan-
ketentuan yang baku dari sistem perbankan yang berlaku, dengan tujuan

untuk:''e

a. Memperluas fasilitas perbankan bagi orang-orang miskin baik
priicmaupun wanita,

b,  Menghapuskan cksploitasi dari para pelepas nang.

¢.  Meneiptakan kesempatan untuk membuka lapangan kerja untuk
memanfaatkan sumber daya manusia yang kurang atau belum
dimanfaatkan sepenubnya.

d. Menghimpun anggota masyarakat yang kurang beruntung ke
dalam  suatu bentuk  organisasi - yang  dapat - mengerti - dan
dijalankan. Dengan demikian mereka dapat menemukan kekuatan
sostal, pohiuk dan ckonomi dengan bekerja sama.

Pemberian  kredit pedesaan yang  dianggap  berhasil dalam
membantu lapisan masyarakat yang paling miskin di pedesaan dengan
persyaratan yang terjangkau oleh dan sesuai dengan Keadaan lapisan

masyarakat  tersebut - pada  waktu i adalah Konsepst vang

tbid i A2




dikembangkan Grameen Bank atau dikenal dengan program Grameen

Bank.""” Sistem ini pertama kali dijalankan di Bangladesh dan dianggap

berhasil karena:'"™®

i, Program perkreditan tersebut telah menguntungkan orang-orang
vang sangat miskin di daerah pedesaan dan para peminjaman

berhasil membayar kembali kreditnya dengan baik.

b, Program im dilaksanakan atas dasar komersial tanpa adanya
subsidi.
¢.  Sistem ini tanpa  agunan, tetapi . memanfaatkan - group

pressure/control agar anggota mempergunakan kredit dengan

baik, jupur dan membavar angsuran.

Pola kredit atau pmjaman yang diberikan oleh Grameen Bank
kepada orang-orang miskin adalah dengan tidak mensyaratkan adanya
agunan atau jaminan atas pinjaman yang diterima, maka untuk dapat

dijamin pembayaran kembali dari pinjaman itu, Grameen Bank pun

mengorganisast para peminjam atau anggotanya dalam kelompok
“group . Pengorganisasian (pengelompokan) terhadap para peminjam

atau anggota tersebut mempunyai beberapa tujuan, yaitu:'"”

b.  Memberikan rasa aman  dan  percaya  diri sendin dalam

melaksanakan suatu prakarsa baru,

" thid, Bl 138
" thid him, 23
W thid, lm, 32




¢. Kelompok menjadi wahana yang utama bagi partisipasi para
anggotanya dalam kegiatan proyek.

d. Kelompok  bertindak ~ sebagai - sumber tekanan  terhadap
anggotanya untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank dan
menimbulkan keberanian untuk membuang sikap  tradisional
yang tidak diinginkan serta untuk menentang perbuatan anti
sostal,

Pembentukan kelompok  memungkinkan  orang-orang  miskin

G

didaerah pedesaan untuk merubah kelemahan diri sendiri menjadi

kekuatan kolekuf.

4. The Small and Medium Enterprises Agency (SMEs A gency) di
Jepang'

Studi mengenai penyaluran kredit kepada Small and Medium
Enterprises (SMEs) yang dilakukan di Jepang dilakukan oleh Uchida,
Udell, dan Watanabe. Adapun latar belakang pemilihan hasil studi di
Jepang mempertimbangkan beberapa dasar pemikiran vaitu:

a Hasil studi di Jepang mempunyai dimensi pengukuran variabel
yang sama dengan hasil studi di Indonesia untuk mengukur
relationship lending yaitu hubungan yang lebih kuat antara bank
dengan debiturnya yang merupakan keunggualan komparatif bank

kecil dan koperasi dibandingkan dengan bank  besar dalam

UShug Uchikawa, Small and Medinm Laterprises in Japan. Suviving the Long-Tern Recession
ADBE Working Paper 169, Tokyo: Asian Development Bank Instituee, 2009 him |
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b.

menyalurkan kredit mikro dan kecil,  Sementara bank berskala
besar lebih kepada pendekatan berdasarkan rransactions-based
lending yaitu persetujuan kredit yang didasarkan atas analisis dan

penilatan atas laporan keuangan debitur.

Di pasar keuangan Jepang terjadi fenomena banyak bank besar
mulai beralih dari pemberian kredit korporast menjadi memasuki
segmentasi pasar kredit mikro dan keeil, yang mana hal ini terjadi

Juga di Indonesia, dan

Hasil analisis studi yang dilakukan di Jepang tersebut juga ingin
melihat bagaimana prospektif bank kecil kedepan apakah tetap
dapat survive dengan skala bisnis pembiayaan kredit SME dalam
industri perbankan, hal itu sama juga dengan tujuan penulisan
yaitu ingin melihat bagaimana prospek pembiayaan sektor mikro

dan kecil kedepan oleh perbankan.

Selanjutnya  pendekatan — analisis — dalam penelitian i

menggeunakan metode analisis kuantitatif deskriptif yang  bertujuan

untuk mengetahui bagaimana penyaluran kredit mikro dan kecil

Indonesia, yaitu:

b,

Analisis yang mengacu kepada penyaluran kredit SMEs di Jepang
berdasarkan:

1)  Pendekatan relationship lending. dan

2)  Dampak pendekatan relationship lending.
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b.  Analisis berdasarkan data penyaluran kredit mikro dan kecil dari

bank umum di Indonesia.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan peran intermediasi
bank dan pemberdayaan lembaga keuangan untuk pembiayaan sektor
riil, telah dilakukan penandatanganan Surat Pembernahuan Persetujuan
Pemberian Kredit (SP3K) antara bank umum dengan koperasi dalam
rangka kerja sama linkage program, yang mana pelaksanaannya i
Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan
Usaha Keeil dan Menengah pada 2007, Kerjasama pembiayaan antara
bank umum dan  koperasi dalam  lmkage  program  tersebut
mengikutsertakan 11 (sebelas) bank umum dan 57 (lima pulub tujuh)
koperasi. Selanjutnya dalam rangka penmgkatan pembiayaan kepada
skala usaha mikro, Bank Indonesia melakukan studi mengenai Pola
Kerjasama Terfokus antara Bank Pembangunan Dacrah (BPD) dan

Koperast untuk Pembiavaan Usaha Mikro Informal pada Maret 2009,
) |

Untuk  memperoleh  gambaran  lebih o jelas mengenai pola
kerjasama pembiayaan hasil studi tersebut, bertkur i disampaikan
gambar skema pembiayaannya, Analisis Penyaluran Kredit Mikro dan
Keeil di Indonesia yang Mengacu Kepada Hasil Studi Penyaluran
Kredit Small and Medinm Enterprises (SMEs) di Jepang Dalam industri
perbankan diketahui bahwa masing-masing bank memiliki strategi

dalam pemasaran dan penyaluran kreditnya. Bagi bank besar yang

umumnya memiliki aset besar relatuf beroperasi dengan melayani




debitur skala besar atau Korporasi. Demikian untuk bank kecil dengan
skala aset keeil pada umumnya melayani debitur skala mikro dan kecil.

Masing-masing bank memiliki strategi usaha dan penyaluran kreditnya.

Berger et al. mengatakan bahwa bank besar di Amerika dalam
proses  persetujuan kredit yang  diajukan oleh calon  debiturnya
menggunakan pendekatan secara kuanttatf berdasarkan penilaian atas
laporan keuangan debitur. Hasil studi di Amerika tersebut, digunakan
sebagai rujukan oleh Uchida et al untuk melihat penyaluran kredit
berdasarkan relationship lending di Jepang. Hasilnya menunjukkan
bahwa lembaga keuangan berskala keeil di Jepang dalam proses
persetujuan kreditnya mengandalkan pendekatan atau relationship
lending berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pihak-pihak
terkait, Adapun hasil studi di Jepang tersehbut menghasilkan suatu
temuan yvang membuktikan bahwa lembaga keuangan berskala keeil di
Jepang juga menggunakan pendekatan relationship lending untuk
menyalurkan kredit SMEsnya, sebagaimana hasil studi Uchida et al.

(2007) tersebut yang mengatakan:'?!

“Our results indicate that small banks 1end 1o have stronger

relationships with their borrowers (SMEs) in terms of the scope

U Pendapant Berger et al dan hasil penelition Uchida et al sebagiimana dikutipoleh Ardi Surya, Helanon
Lending i Pasar Kuwtoorjo: Menguak Elsisienst Rentenie, Fakultas Ekanomi dan 13snis Universitns Kristen
Satya Wacanin, bl 6




of relationship, the distance from the borrower, the frequency of

contact. and the exclusivity of lenders ™

Dengan kata lun lembaga kevangan berskala keeil memiliki
keunggulan komparatf vaitu strategi penyaluran kredit SMEs atas
dasar hubungan kedekatan, Studi vang sudal dilakukan  dalam
penerapan relationship lending membawa Konsckuensi bagi lembaga
keuangan informal seperti rentenir untuk mampu memutuskan melalui
soft information  dalam  proses  perscetujuan kredit. Kredit yang
disalurkan kreditur khususnya rentenir didasarkan ruang  lingkup
hubungan, jarak dari peminjam. frekuensi kontak dan eksklusifitas

pemberi pinjaman.

a, Cakupan kedekatan hubungan antara kreditur dengan debiturnya
atau the scope of relationship,

h. Kedekatan lokasi antara Kreditur dengan debiturnya atau the
distance from the borrower;

c.  Frekuensi pertemuan antara kreditur dengan debiturnya atau the
frequency of contract, dan

d.  Eksklusifitas lembaga keuvangan sebagai kreditur atau  the
exclusivity of lenders
Selanjutnya hasil studi di Jepang tersebut akan digunakan sebagai

acuan untuk mengetahui bagaimana studi emparis di Indonesia apakah

hasil studi tersebut berlaku ataun tidak. Dengan metode analisis
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Kuantitatit deskriptif hasil  studi i Jepang tersebut akan  coba
dibuktikan. Salah satu referensi yang  digunakan  dalam rangka
pembuktian tersebut yaitu menggeunakan data dan informasi hasil studi
yang dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Pendidikan dan Studi
kebank sentralan - Bank Indonesia yang berjudul: “Pola Kerjasama
Terfokus antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Koperasi
Untuk Pembiayaan Usaha Mikro Informal (UMI)" yang dilakukan

Maret 2009,

n

Korvea Small and Medium LEnterprises Agency and Startup Agency
(KOSME) di Republik Korea Selatan'?

Korea Small and Medium Enterprise Agency and Startup Agency
(KOSME) adalah organisasi nirlaba At non profit oriented yang
didanai - pemerintah vang didintkan  untuk mengimplementasikan
kebijakan  dan  program pemerintah untuk  pertumbuban dan
perkembangan UKM  Korea yang schat. KOSME berfungsi untuk
memberikan dukungan berdasarkan siklus pertumbuhan bisnisnya
(Startup — Growth - Re Start) untuk dapat dipromosikan bisnisnya dan
meningkatkan daya saing pada SMEs, KOSME mendukung usaha
keell dan menengal sebagai organisasi yang memimpin - dalam

menciptakan  lapangan  kerjy yang  berorientast  pada orang,

" Korea SMIs und Strtups Agency, diakses pacla Korea SMIES anl Startups Agency (Kosmes.orkr), 27 Jum
2021
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pertumbuhian inovasi, ekonomi vang adil, dan penciptaan ckosistem

vang merupakan filosofi admimstras: pemerintah.

KOSME berfokus sebagam organisast pendukung menyeluruh
untuk usaha kectl dan menengah dengan memberikan dukungan untuk
setiap  bismis termasuk  pinjaman  kebijakan, pemasaran  ckspor,
pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain. Untuk mencapai
tujuannya, KOSME menjalankan program keuangan dan non-keuangan
untuk UKM. Melalui program  kevangan, KOSME menyediakan
pembiayaan bagi UKM untuk memperluas operasi, mengembangkan
produk baru dan mengubah struktur bisnis mereka, Dengan program
penasihat termasuk  konsultasi, pelatihan, pemasaran dan program
kerjasama global, KOSME mendukung UKM untuk meningkatkan

daya saing global mercka. '

KOSME memberikan dukungan yang disesuaikan berdasarkan
tahap perusahaan dalam siklus pertumbuhannya (Startup - Growth - Re-
Start) untuk mempromosikan memular bisms dan memngkatkan daya

saing UKM,

S ted
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Gambar 5 Policy Fund of KOSME!™
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4. Dana untuk mendukung starnp
Memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan  rintisan
teknologi tinggi dengan sumber daya kevangan yang tidak
mencukupi untuk - mempromosikan  perusahaan  rintisan  dan
menciptakan lapangan kerja

b, Bantuan Kevangan Hibrida Investasi dan Pinjaman

) Memberikan bantuan keuangan dengan suku bunga rendah

untuk UKM teknologi tinggi dengan potensi pertumbuhan

" fhid
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dengan  menggabungkan  manfaat  dari  investasi  dan
pHyaman.

2y Pmjaman Bagr Hasil @ Setelah pembiayaan, mencrima
bunga terkait pendapatan (bunga tetap + bunga terkait
pendapatan) berdasarkan kinerja penjualan perusahaan

3} Pinjaman Bagi Pertumbuhan @ dapatkan obligasi konversi
(CB) dan tawarkan pimjaman dengan tingkat bunga rendah

Tahap Pertumbuhan

Dana untuk membangun fondasi bagi pertumbuhan baru, Dirancang
untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru untuk meningkatkan daya

saimg UKM dengan teknologi movatif dan kemampuan manajemen,
Tahap Pertumbuhan Kembali

Dana Restart Bisnis, Dirancang untuk menciptakan siklus ckosistem
bisnis vang baik dengan menyediakan dana yang diperlukan UKM
untuk restruktunsasi dan dengan mendukung mereka untuk memulai

kembali bisnis mereka.
Keberlanjutan seluruh siklus hidup bisnis

a. Dana untuk komersiahsasi hasil penchtian, dipergunakan untuk

memelihara UKM teknologr tinggr melalui komersiahisasi hasil

penelitian mereka,




b, Dana Stabilisasi Usaha, ditiyukan untuk membangun lingkungan

bisms yang stabil bagi UKM yang terkena bencana alam atau

menghadapi kesulitan,

Dalam menjalankan fungsinya, KOSME melakukan berbagai

strategi - pengembangan  dan - optimalisasi  bantuan  kepada UKM

diberbagar bidang diantaranya:

a. Marketing and Global Cooperation

Bantuan Khusus dan komprehensil diberikan untuk UKM kecil

namun kompettif untuk memfasilitasi masuk ke pasar global.

I

3)

Program Pemasaran Ekspor

Mengirim  delegasi perdagangan ke luar negeri untuk
bertemu  dengan  pembeli  asing, membantu UKM
berpartisipasi dalam pameran besar asing, dan mengundang
pembelt asing untuk pertemuan bisnis dengan UKM Korea.
Gobizkorea (kr.gobizkorea.com)

Menyiapkan situs portal perdagangan UKM Korea, sebuah
paviliun online untuk  UKM, untuk membantu bisnis
menjelajahi pasar ekspor melalui internet,

Program Peningkatan Kemampuan Ekspor untuk UKM
dengan Pertumbuhan Tinggi

Membangun  kemampuan  ekspor  dengan  mendukung
program pemasaran ekspor UKM dengan volume penjualan

tinggi atau tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi.
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Pengembangan Jaringan Pribadi Luar Negeri
Memanfaatkan jarmgan Konsultasi swasta di negara-negara
asing utama, vang dipilih oleh Administrasi Bisms Kecil
dan Menengah dan KOSME, untuk memberikan informasi
tentang masuknya pasar luar negeri dan layanan Konsultasi
dan pemasaran. Terdapat 135 jaringan Konsultasi luar
negert di 49 negara untuk mendukung ekspor dan kerjasama
tekms

Inkubator Bisms

Menyediakan UKM dengan ruang kantor serta pemasaran,
hukum, pajak dan jasa konsultasi akuntansi di negara-
negara perdagangan utama untuk memastikan bahwa UKM
masuk ke pasar  luar  negeri  sendiri  dan  mencan
penyelesman awal di wilayah tersebut

Kerjasama Industri Luar Negeri

Identifikasi peluang kolaborasi baru dan ide bisnis imovat(
melalun investast luar negert dan kerjasama teknologi,
meletakkan dasar untuk kerjasama global dengan organisasi
internasional/pemermtah untuk  mengimplementasikan
inisiatif pembangunan dengan memanfaatkan pengetahuan
dan pengalaman pengembangan UKM KOSME.

Pemasaran Penempatan Produk untuk UKM
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Menngkatkan Kesadaran masyarakat akan produk UKM
dan memngkatkan penjualan dengan mempromosikannyva
melalur penampilan di drama TV,

b, Human Resource Development

Sumber Daya Manusia adalah daya saing UKM masa depan.

KOSME  mengembangkan  sumber  daya  manusia  dengan

memberikan kesempatan kepada pemuda yang bersemangat

untuk memular bisnis dan karyawan UKM dengan pelatihan
berkualitas tinggi. Pengembangan tersebut dilakukan dengan
beberapa program diantaranya:

1) Akademi Permulaan Pemuda (start.kosmes.or.kr)

a)  Menawarkan  dukungan  komprehensif  kepada
wirausahawan muda untuk memastikan kesuksesan
mereka.

b)  Menyediakan dana untuk menutupi 70% dari total
biaya proyek.

2)  Menyvediakan ruang kantor untuk pengembangan produk
Tawarkan konsultasi 1 lawan | dengan pakar industr
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk
UKM
a)  Menumbuhkan tenaga kerja terampil vang dibutuhkan

olch UKM untuk meringankan kekurangan tenaga

kerja yang dihadapt UKM.




C.

b)  Program Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk
sekolah kejuruan khusus yaitu dengan memberikan
bantuan yang komprehensif dengan  menyediakan
bahan ajar. kelas jenis proyvek, bimbingan karir, dan
program pelatithan untuk guru dan siswa.

Bussines Health Chekup and Technical Assistance

KOSME  melakukan  analisis  terhadap — bisnis — untuk

mengidentifikasi - masalah - dan menawarkan  solusi - yang

disesumikan  berdasarkan  hasil kajian analisis bisms UKM.

Adapun program analisis Keschatan bisnis UKM  dilakukan

dengan cara:

1) Ahli bisnis atau teknis melakukan kunjungan lapangan ke
UKM untuk menawarkan rencana aksi untuk meningkatkan
daya sang mercka dan memberikan  dukungan  yang
diperlukan - mulai dan konsultasi  hingga  pendanaan,
pelatihan, dan strategi pasar.

2)  Diagnosis/analisis bisnis, dimana Ahli bisnis atau teknis
melakukan analisis terhadap prospek dan kelayakan bisnis.

3)  Resep ymtu tahapan terjadi identifikasi masalah  dan
tawarkan alternatif solusi terhadap kelayakan bisnis vang

dijalankan UMK,
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4 Perawatan, KOSME melakukan pemberian dukungan yang
disesuaikan - dalam  hal  dana  kebijakan,  pelatihan,

pemasaran dan R&D.
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Gambar 6 Organization Chart of KOSME""
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Korea UKM & Startups Agency (KOSME) adalah organisasi

-

nirlaba yang didanai pemerintah yang didirikan untuk menerapkan

U RKOSME, Organization Chart, diskses paca Koren SMEs and Startups Ageney (kosmes or kr), 28
huni 2021
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Kebyakan  dan  program  pemerintah  untuk  pertumbuban  dan
perkembangan UKM Korea yang sehat.

Untuk mencapat twjuannya, KOSME menjalankan  program
keuangan dan non-keuangan untuk UKM. Melalui program keuangan,
KOSME menyediakan pembiayaan bagi UKM untuk memperluas
operasi, mengembangkan produk baru dan mengubah struktur bisnis
mereka. Dengan program penasihat termasuk konsultasi, pelatihan,
pemasaran dan program kerjasama global, KOSME mendukung UKM
untuk meningkatkan daya saing global mercka.

Struktur Organ KOSME tersusun secara sistematis baik ditingkat
Pusat maupun di daerah, sehingga keberadaannya menjadi sangat
sistematis dan berdin secara mandiri, profesional, dan akuntabel,
Schingga dalam  aktivitasnya  sepenubnya  dilakukan oleh  organ
KOSME.

Struktur: Organ KOSME  menjadi sangat bertolak  belakang
dengan kondisi BLU PIP di Indonesia yang dalam pelaksanaannya
tidak  memiliki  keterkaitan  dengan  BLUD  di  Provinsi  dan
Kabupaten/Kota. Bahkan dalam penyaluran di tingkat pusat. BLU PIP
menggunakan skema kerja sama dengan mstitusy/Lembaga lain untuk
dapat. melaksanakan peran dan fungsinya untuk menyalurkan dana

kepada masyarakat atau UM,
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Dari perbandingan studi komparasi Pengelolaan Usaha Mikro antara Kredit

Usaha Rakyat, Lembaga Kevangan Mikro, Grameen Bank, SMEs dan KOSME

dapat dibandingkan sebagai berikut:

Aspek Tujuan
Lembaga T
Kredit Usaha | Keuangan Grameen SMESs di
KOSME
Rakyat (KUR) Mikro Bank Jepang
(LKNM)

Penjaminan LKM Grameen I Mendukun | KOSME
KUR diberikan | bertujuan Bank g SMEs [ memberikan
dalam rangka untuk tujuannya sehagai dukungan
meningkatkan | meningkatka | adalah untuk sumber berdasarkan
akses UMKM- | n akses membawa ckonomi stklus
K pada sumber | pendanaan pelayanan utama i | pertumbuhan
pembiayaan skala mikro | keuangan Jepang bisnisnya
dalam rangka bagi untuk agar dapat | (Sraroup
mendorong masyarakat, | masyarakat mengopti | Growth - Re
pertumbuhan membantu miskin, malkan Start) untuk
ekonomi peningkatan | terutama kapabilitas | dapat
nasional, pemberdayaa | perempuan atau dipromosikan

n ekonomi dan yang kemampua | bisnisnya  dan

dan paling miskin nnya. menmgkatkan

produktivitas 2. Mendukun | daya sang pada

masyarakat, £ SMEs | SMEs,

dan untuk

membantu meningkat

peningkatan kan

pendapatan bisnisnya.

dan

140




kesejahteraa
n masyarakat
terutama
masyarakat
miskin
dan/atan
berpenghasil

an rendah.

3. Mendukun
g SMEs
untuk
memajuka
n dan
mengemba
ngkan
pasar baru
dengan
Kreativitas
dan
kemampua
n yang
dimilikr,

4. Meningkat
kan  pasar
persaingan
yang sehat,

Menciptakan

bisnis yang

aman dengan
membuat
bisnis menjadi
lebih mudah
dan
memastikan
perusahaan
dapat bangkit
kembali untuk
dapat dengan

mudah diakses
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dan wser
friendly bagi

SMEs,

Aspek Sasaran

Lembaga
Kredit Usaha Keuangan Grameen SMES di
KOSME
Rakyat (KUR) Mikro Bank Jepang
(LIKM)
Program Tabap Startup
: Mendorong
pemerintah e Duna ntuk
pemberdayaa
dalam mendukung
: n
menigkatkan Startup
masyarakat,
akses e Memberikan
: Khususnya
pembiayaan bantuan
masyarakat
kepada Usaha keuangan
, , berpenghasil
Mikro, Kecil, Memberikan kepada startup
an menengah
dan Menengah pelayanan teknologi
ke bawah
(UMKM) yang keuangan tinggr  dengan
) dan usaha
disalurkan untuk sumber  daya
, mikro, kecil,
melalu : masyarakat keuangan yang
dan
lembaga miskin tidak
menengah
keuangan terutama mencukupi
(UMKM)
dengan pola perempuan untuk
i vang perlu ,
penjaminan. empromosikan
dukungan
startup dan
yang ‘
. menciptakan
komprehensi '
: lapangan kerja,
I dan
e [nvestast  dan
lembaga
Pinjaman
Keuangan
hvbrid




Bantuan
Keuangan :

e Memberikan
bantuan
kenangan
dengan  suku
bunga yang
rendah  untuk
UKM
teknologi
tinggl  dengan
potensi
pertumbuhan
dengan
menggeabungk
an manfaat
investast  dan
pinjaman.

e Pijaman Bagi
Hasil @ Setelah
pembiayaan,
terima  bunga
terkait
pendapatan
(bunga tetap +
bunga terkant
pendapatan)
berdasarkan

Kinerja
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penjualan
perusahaan,

e Pinjaman
Berbag
Pertumbuhan:
Memperoleh
obligasi
konversi/
convertible
bonds  (CBs)
dan
menawarkan
pinjaman
dengan tingkat
suku bunga

vang  rendah.

Tahap

Pertumbuhan

e Dana untuk
membangun
fondasi  bag
pertumbuhan
baru :

e Dirancang
untuk
menciptakan
mesin
pertumbuhian

baru untuk
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menimgkatkan
daya samng
UKM dengan
teknologi
inovatif - dan
kemampuan

manajemen.

Tahap
Pertumbuhan
Kembah

e Dana  Restart
Bisnis:
Dirancang
untuk
menciptakan
siklus
ckosistem
bisnis yang
berbudi  luhur
dengan
memberikan
kepada  UKM
yang  sedang
membutuhkan
dana untuk
restrukiurisasi
dan dengan
mendukung

mercka  untuk




memulai

kembali bisnis

mercka,
Aspek Penyalur il
Lembaga
Kredit Usaha Keuangan Grameen SMESs di 2 .
Rakyat (KUR) Mikro Bank Jepang ROSME
(LKM)
Pemerintah . Koperasi | Grameen The Small and | Korea Small and
menvalurkan L atau Bank Medivum Medium
program Kredit | 2. Perseroa Enterprises Enterprise
Usaha  Rakyat n Agency (SMEs | Agency and

(KUR) bekerja
sama dengan 46
Penyalur KUR
yang terdin dari
Bank
Pemerintah,
Bank

Swasta,

Umum
Bank
Pembangunan
Daerah (BPD),
Perusahaan

Pembiayaan,

dan  Koperasi
Simpan Pinjam
(KSP).
penyalur KUR

Jumlah

vang meningkat

dari masa ke

Terbatas
(sahanmm
vir paling
sedikit 60
persen di
miliki
oleh
pemerint
ah daerah
Kabupate
n/kota
atau
budan
usaha
milik
desarkelu
rahan,

SIS

Agency),

profit

Startup  Agencey
(KOSME)
adalah
organisasi
nirlaba atau non
oriented
yang didanai
pemerintah yang
didirikan  untuk
mengimplement

asikan kebijakan

dan program
pemerintah
untuk

pertumbuhan
dan

perkembangan
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masa
menunjukkan
upaya
pemerintah
untuk
memperluas
akses KUR ke

masyarakat..

kepemih
Kan
saham

T dapat
dimiliki
uleh

WNI atau
koperasi
dengan
kepemili
Kan WNI
paling
banyak
schesar
20

persen).

UKM Korea

yang schat,

Aspek Sumber Pendanaan

Lembaga
Kredit Usaha Keunangan Grameen SMEs di
KOSME
Rakyat (KUR) Mikro Bank Jepang
(LN

Pembiayaan Lemabaga Grameen Pemerintah Pemerintah
yang disalurkan | Kevangan Bank mendukung mendukung
KUR Mikro Usaha  Kecil | Usaha Kecil dan

bersumber dari
dana perbankan
atau  lembaga
kenangan yang
merupakan

Penyalur

dan Menengah
(Small and
Medium
Enterprise!
SME)  untuk

mengembangk

Menengah
(Small and
Medinum
Enterprise!
SME) untuk

mengembangka
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KUR. Dana an  usahanya | n usahanya

yang melalui melalu
disediakan pembiayaan pembiayaan
berupa dana yang vang disalurkan.
keperluan disalurkan.

modal kerja
serta  Imvestasi
yang disalurkan
kepada  pelaku
UMKM

individu/persco
rangan,  badan
usaha  dan/atan
kelompok

usaha

Aspek Mekanisme Penyaluran

Lembaga

Kredit Usaha Keuangan Grameen SMESs di
KOSME

Rakyat (KUR) Mikro Bank Jepang

(LKM)
Memberikan | KM Memberikan Progran; )
Kredit/Pembiay | memberikan | kredit — untuk Pemasaran
aan adalah | jasa orang-orang Ekspor:
penyediaan pengembang | misin dan - Mengirim
dana oleh | an usaha dan | perempuan delegasi
Pemerintah, pemberdayaa | dengan  atau perdagangan
pemerintah n tanpa ke luar
daerah,  duma | masyarakat, | jaminan. negert untuk
usaha, dan | baik  melalui | pinjaman bertemu
masvarakat Pinjaman dalam bentuk dengan
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melalui
perbankan,
perusahaan
pembiayaan,
dan  lembaga
penyalur
program  kredit
pemerntah dan
koperasi  untuk
mengembangka
n dan
memperkuat
permodalan
usaha  rnikro,
kecil, dan

menengah.

atau
Pembiayaan
dalam usaha
skala - mikro
kepada
anggota  dan
masyarakat,
pengelolaan
Simpanan,
maupun

pemberian

Jasa

konsultasi
pengembang

an usaha.

uang maupun
barang,
kepada
orang-orang
vang  tdak
mempunyai
tanah, untuk
semua - jenis
kegiatan
ckonomi
termasuk
perumahan
kecuali
transaksi

valuta asing

pembeli
asmg,
membantu
UKM untuk
dapat
berpartisipas
I dalam
pameran
besar  asing,
dan
mengundang
pembel
asing untuk
pertemuan
bisnis
dengan
UKM Korea.

Gobizkorea

(kr.gobizKorea,

com):

- Mendirikan
situs  portal
perdagangan
UKM Korea,
sebuah
website
online untuk
UKM, untuk
membantu
bisms

menjelajahi
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pasar ekspor
melalu
internet.

Program

Pengembangan

Kemampuan

Ekspor  untuk

UKM

Pertumbuhan

Tinggi.

- Membangun
kemampuan
ekspor
dengan
mendukung
program
pemasaran
ckspor UKM
dengan
volume
penjualan
tinggi  atau
tigkat
pertumbuhan
lapangan
kerja yang
tinggi.

Jaringan

Pribadi  Luar

Negeri:
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Memanfaatk
an - jaringan
konsultasi
swasti di
negara i,
vang  dipilih
oleh
Administrasi
Bisms Kecil
dan
Menengah
serta
KOSME,
untuk
memberikan
informasi
tentang
masuknya
pasar — luar
negeri dan
layanan
konsultasi
serta
pemasaran.
Terdapat 135
jaringan
konsultas:
luar neger di
49 negera
untuk

mendukung




ckspor  dan
Kerpa sama
teknis,

Inkubator

Bisnis:

- Menyediaka
n LIKM
ruang kantor
serta
pemasaran,
hukum,
pajak  dan
layanan
konsultasi
akuntansy  di
negari-
negara
perdagangan
utama untuk
memastikan
bahwa UKM
masuk ke
pasar  luar
negeri
sendht dan
mencar
penyelesaian
awal di
wilayah

tersebut.




- Terdapat 22
inkubator
bisnis
beroperasi di
14 negara,

Kolaborasi

Industri Luar

Negeri:
Identifikasi
peluang
kolaborasi
baru dan ide
bisnis
movatil
melaln
investasi luar
negert  dan
kerpn  sama
teknologi,

- Meletakkan
dasar  untuk
kerpja sama
global :
Bekerja
sama dengan
Organisasi
mternastonal
! pemerimtah
untuk
mengimplem

entasikan




misiatif
pembanguna
n dengan
memanfaatk
an
pengetahuan
dan
pengalaman
pengembang
an LTKM
KOSME.

- Pusat
Inovasi
UKM APEC
ISMEIC):
Mempromos
ikan  inovasi
LUKM
dengan
mendorong
pertukaran
informasi
dan kerja
sama
mdustr atau
teknologi  di
Kawasan ini

Pemasaran

Penempatan

Produk  untuk

UKNM:




Menimgkatkan
kesadaran orang
tentang  produk-
produk  UKM
dan
meningkatkan
penjualan
dengan
mempromosikan
nya melalui

berbagai media,







BAB IV
PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO UNTUK MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A, Pengaturan Pengelolaan Pembiayvaan  Ultra Mikro  dalam  Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
1. Pengaturan Pembiayaan Ultra Mikro di Indonesia
Ketentuan  yvang  mengatur - mengena masalah  pengelolaan
keuangan negara salah  satunva  Undang-undang  Perbendaharaan
Negara  diantaranya  meliputi - pengelolaan mvestasi dan
pertanggungjawaban - keuangan  negara,  termasuk  investasi  dan
kekayaan yang dipisahkan, dan ditetapkan dalam APBN dan APBD.
LPI merupakan lembaga vang dibentuk melalu undang-undang
dan  bertanggung  jawab  terhadap  Presiden  schingga  memiliki
kredibilitas dan persepsi stabilitas tmggi secara mternasional. Kekayaan
LPI juga termasuk ke dalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan. LPI
sebagai lembaga sui generis. memiliki independensi yvang Kuat serta
manajemen profesional, hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan
ivestor yang ingin berimvestasi di Indonesia,
Sebelum LPL dibentuk sudah ada beberapa  lembaga/instansi
pemerintah maupun BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan
investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya:

i, Pusat Investast Pemerintah (PIP)
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b, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
¢.  Badan Koordinast Penanaman Modal (BKPM)

Sesuai pasal 165 ayat (2) UU Cipta Kerja pembentukan Lembaga
Pengelola  Investast  dimaksudkan  untuk  meningkatkan — dan
mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang  dalam rangka
mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Investasi pemerintah
pusat dilakukan dalam rangka meningkatkan mvestasi dan penguatan
perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja.
Maksud dan tujuan investasi Pemerintah Pusat meliputi:

A, Memperoleh manfaat ckonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat
laimnya yang ditetapkan sebelumnya.

b.  Memberikan sumbangan  bagi  perkembangan  perckonomian
nasional pada umumnya dan pencrimaan negara pada khususnya:

¢.  Memperoleh keuntungan; dan/atau

d. Menyelenggarakan kemanfaatan umum, tetapi tidak terbatas pada
penciptaan lapangan kerja,

Keberadaan LPI berfungsi sebagm pengelola Investasi yang
bertugas  merencanakan.  menyelenggarakan,  mengawasi,  dan
mengendalikan serta mengevaluasi Investasi, Berdasarkan Pasal 7 ayat
(1) PP Nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, LPI
dalam melaksanakan fungsi dan tugas berwenang untuk:

a.  Melakukan penempatan dana dalam mstrumen keuangan,

b.  Menjalankan kegiatan pengelolaan aset:




¢, Melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana
perwalian (trust fund):

d. Menentukan calon mitra investasi:

¢, Memberikan dan menerima pinjaman: dan/atau

f. Menata usahakan aset,

Dalam menjalankan kewenangan, LP1 dapat melakukan kerja
sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau
lembaga pemermtah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri
maupun di luar negeri. Mengacu pada Pasal 3 PP Nomor 74 tahun 2020
Modal LPI bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber
lainnya, Penyertaan modal negara yvang dimaksud dapat berasal dari:
i Dana tunan:

b.  Barang milik negara:

Piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan/atau;

o

d. Saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.
Lembaga pengelola mvestast berorientasi terhadap pertumbuhan
investasi vang berada di Indonesia dengan menekankan profitabilitas
pendapatan Negara, hal ini berbanding terbahik dengan Badan Layanan
Umum  Pusat Investast Pemermtah yang tujuan utamanya  adalah
menyejahterakan - masyarakat dengan program  pembiayaan  UMIL

Dengan adanya perbedaan tersebut dapat dibedakan peran pemerintah

sebagar  negara  kesejahteraan  sebagaimana  menyejahterakan




masyarakat memtokuskan pembiayaan UMI terhadap pembiayaan yang
ndak mengutamakan keuntungan.

Undang-Undang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru
dalam penerapan keuangan berbasis Kinerja dengan  dibentukanya
Badan Layanan Umum di lingkungan pemerintah, Dengan Pasal 68 dan
Yasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas
pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat
menerapkan  pola pengelolaan  keuangan  yang  fleksibel  dengan
menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, Badan Layanan
Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkret yang menonjol dari
penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (Kinerja).

Pembiavaan ultra mikro di Indonesia dikelola melalur Badan
Layanan  Umuom  atau BLU scbagaimana  diatur - dalam  UU
Perbendaharaan. PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan
merupakan landasan hukum untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai
persyaratan, penetapan, dan pencabutan status BLU, standar dan tanif
layanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, serta
pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan Pengelolaan
Keaangan BLU selama ini dipandang perlu melakukan penyempurnaan
terhadap beberapa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut
agar lebith memperlancar penerapan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum dengan tetap memperhatikan akuntabilitas kinerja dan
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Keuangan sebagai penyeimbang dari fleksibilitas yang telah diberikan.
Maka dart ity dikclu:u‘k:nmy:l PP 74 Tahun 2012 sebagai perubahan atas
PP 23 Tahun 2005

Pokok-pokok perubahan dan/atan penyempurnaan atas pp 23

Tahun 2005 sebagaiamana diatur dalam PP 74 Tahun 2012 memuat:

& Penetapan tarif layanan BLU yang dapat didelegasikan kepada
menter/pimpinan lembaga dan/atay pemimpin BLU dengan
memperhatikan karakteristik layanan BLU serta pengaruhnya
terhadap  masyarakay umum,  Hal tersebut dimaksudkan
memberikan keleluasaan bagi BLU dalam menghadapi tantangan
dan perubahan pemberian jasa layanannya,

b. BLU yang telah mampy menyusun standar biaya berdasarkan
perhitungan akuntansi biaya dapat menggeunakan standar biaya
tersebut untuk menyusun RBA (Rencana Bisnis dan Analisis),
Penggunaan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi
biaya vang disusun sendirt oleh BLU tersebut diharapkan dapat
meningkatkan efisicensi dan efektivitas penyediaan layanan BLU.

C. Pengalokasian angearan BLU pada RKA-K/L (Rencana Kinerja
& Anggaran pada Kcmcntcri:m/l,emb:lg.’l). rencana kerja dan
anggaran - SKPD  (Satuan Kerja Perangkar Dacerah),  atay
Rancangan Peraturan Dacraly lentang APBD dirinci hanya pada
SULU program, saty kegiatan, dan sary output, sedangkan rincian

Pagu anggaran BLU ditwangkan  dalam RBA. Hal tersebut
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dimaksudkan untuk lebih memberikan keleluasaan bagt BLU
dalam pemberian  jasa  layanannya  dengan  meminmimalkan
kemungkinan untuk melakukan revisi/perubahan anggaran,

d.  Pengalokasian anggaran BLU pada RKA-K/L, rencana kerja dan
anggaran SKPD, atau Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dinnei hanya pada satu program, satu kegiatan, dan satu
outpur, sedangkan rincian pagu anggaran BLU dituangkan dalam
RBA. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih - memberikan
keleluasaan bagi BLU dalam pemberian jasa layanannya dengan
meminimalkan kemungkinan untuk melakukan revisi/perubahan
anggaran,

Pengangkatan  dan  pemberhentian  tenaga  profesional  non-

o

pegawai - negeri sipil sesuai kebutuhan - BLU - dengan

mempertimbangkan efisiensi dan produktivitas,

Untuk melanjutkan pembiayaan ultra mikro yang merupakan
salah satu program pemerintah yvang dilaksanakan oleh Pusat Investas
Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara lebih efektfl dan efisien,
perlu dilakukan simplifikasi proses bisnis yang antara lain berupa
digitalisasi  pembiayvaan ultra mikro  dengan  mengatur - kembah
ketentuan mengenai pelaksanaan pembiayaan ultra mikro yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.0OS/2018 tentang
Pembiayaan Ultra Mikro. Dengan adanya PMK 95/PMK.05/2018

memberikan penjelasan bahwa lembaga penyalur pembiayaan terhadap
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pelaku  usaha ultra mikro sebagaimana  diamanatkan UL
Perbendaharaan Negara dan PP 23/2005 dan/atau PP 73/2012 adalah
Badan Layanan Umum Peusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya

dismgkat BLU p1p,

Definisi BLU PIP termaktub dalam Pasal | ayat (7) PMK
Y5/PMK.O5/2018 yaitu  Badan Layanan  Umum  Pusat [nvestasi
Pemermah vang selanjutnya disingkat BLU PIp merupakan unit
organisasi non esclon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan
menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.  Disamping ity dalam  Pasal | ayat  (5)
menjelaskan bahwa Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang

dimiliki oleh orang perorangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BLU sehagai lembaga pelayanan
penyalur pembiavaan ultra mikro kepada masyarakat memberikan 1arif
layanan sehagaimana diatar dalam Pasal 9 PP 73/2012 bahwasanya
BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas
barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan barang/jasa layanan yang
diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar
perhitungan braya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif

layanan harus memperhatikan aspek-aspek:
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. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
b.  Daya beli masyarakat:
¢ Asas keadilan dan kepatutan: dan

d. Kompetisi yang schat

Menteri Keunangan melalui Surat Nomor: S-154/MK.5/2020 hal
Permohonan Penetapan Perubahan Tarif Layanan Satuan Kerja Bl
Pusat Investasi Pemerintah, telah mengajukan usulan perubahan tarif
layanan Badan Layanan Umum  Pusat Investasi Pemerintah pada
Kementerian Kevangan, Maka dari itu tarif layanan BLU PIP diatur
dalam PMK Nomor 1/PMK.05/202] tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum  Pusat  Investasi Pemerintah  pada  Kementerian

Keuangan,

Dalam PMK ini dijelaskan bahwa menurut Pasal I ayat (1) Tarif
layanan Badan Layanan Umum  Pusat Investasi Pemerintah pada
Kementerian - Keuangan merupakan imbalan  atas  jasa layanan
pembrayaan ultra mikro dari Badan Layanan Umum Pusat Investasi
Pemerintah pada Kementerian Keuangan kepada penyalur dan/ atau

lembaga linkage.

Selanjutnya dalam  Pasal | ayat (2) dan (3) PMK Nomor
PMK.05/2021, memberikan definisi terhadap penyalur dan lembaga
linkage. Penyalur adalah lembaga keuangan bukan bank vang ditunjuk

dan - memperoleh pembiayaan dari Badan Layanan Umum  Pusat
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Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan untuk menyalurkan
pembiayaan ultra mikro melalui pembiayaan konvensional dan/ atau
pembiayaan syariah. Sedangkan lembaga linkage merupakan lembaga
kevangan bukan bank yang menjadi mitra kerja Penyalur untuk
menyalurkan pembiayaan ultra mikro melalui pola penyaluran ndak
langsung dengan  pembiayaan  konvensional dan/atau pembiayaan

svariah,

v

Menurut Pasal 2 PMK Nomor 1/PMK.05/2021, mengatur dan
menetapkan: Tarif layanan BLU PIP pada Kementerian Keuangan
terdirt atas tanf layanan pembiayaan ultra mikro melalui pembiayaan
konvensional dan pembiayaan syariah. Pasal 3 memberikan penjelasan
lebih lanjut bahwa tarif layanan pembiayaan konvensional meliputi
pola penyaluran langsung vang dilakukan olch penyalur secara
langsung kepada debitur dan/atau tidak langsung vang merupakan
penyvaluran pembiayaan yang dilakukan oleh penyalur kepada debitur

melalur lembaga linkage,

Tanf layanan pembiayaan ultra mikro melalui pembiayaan
konvensional - sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 4 memberikan
penjelasan bahwa tarif pembiayaan kepada penyalur dan/atau lembaga
hnkage dalam bentuk tingkat suku bunga efektif per tahun. Untuk pola
penyaluran langsung tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga
efektif per tahun dikenakan kepada penyalur paling tnggi sebesar 4%

(empat persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan
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Layanan  Umum  Pusat Investasi  Pemerintah pada  Kementerian
Keuangan. Untuk pola penyaluran tidak langsung il pembiayaan
dengan tingkat suku bunga efektif per tahun dikenakan kepada penvalur
paling tinggi scbesar 2% (dua persen) dari realisasi penyaluran
pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah
pada Kementerian Keuangan dan kepada lembaga linkage paling tinggi
sebesar 6% (enam persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan olch

penyalur,

Pengenaan tarif layanan ndak mempertimbangkan  beberapa
aspek syarat pemberian tarif layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 9
ayat (3) PP 742012, Dengan adanya pemberian tarif sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 PMK 1/2021 daya beli masyarakat akan berkurang
Karena cukup tingginya suku bunga, apalagi penyaluran pembiayaan
secara tidak langsung. Dengan tingginya suku bunga tersebut pelaku
usaha ultra mikro dihadapkan permasalahan apakah usahanya bisa tetap
bertahan atau tidak, hal ini berakibat terhadap kontinuitas usaha yang
dilakukan oleh pelaku usaha masyarakat dan tentu saja akan sulit
mengembangkan  lavanan usahanya.  Disampmg ity dengan
menanggung bunga dari layanan pembiayaan daya beli masyarakan

akan tidak maksimal,

Berikut perbandingan pengaturan norma yvang diatur dalam

peraturan perundang-undangan  tersebut vang  menyebabkan
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inkonsistensi pengaturan dalam penyelenggaraan pembiayaan yang

dilakukan oleh BLU PIP:

L
Perbendaharaan
Negara

PP 23/2005
dan/ataun PP
74/2012

PNIK 172021

Pasal 1 ayat (23)

Badan Layanan

Umum adalah
nstansi di
lingkungan
Pemerintah vang
dibentuk untuk
memberikan
pelayanan  kepada

masyarakat  berupa
penyediaan  barang
dan/atau jasa yang
dijual tanpa
mengutamakan
mencari keuntungan
dan
melakukan

dalam

kegatannya
didasarkan pada
prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Pasal 1 ayat (1) PP
23/2005
Badan Layanan
Umum, yang
selanjutnya  disebut
BLU, adalah mstans:
di lIingkungan
Pemerintah yang
dibentuk untuk
membertkan
pelayanan
masyarakat  berupa
penyedinan  barang
jasa  vang
tanpa

kepada

dan/atau
dijual
mengutamakan
mencart  Keuntungan

|-

dan dalam melakukan

kegiatannya
didasarkan pada
prinsip efisienst dan
produktivitas.

Pasal 4

1)y Tanf layanan
pembiayaan  ulira
mikro melalw
pembiayaan
konvensional
sebagaimana
dimaksud dalam
Yasal 2 hurut a
merupakan tarif

pembiayaan kepada
penyalur dan/ atau
lembaga linkage
dalam bentuk tingkat
suku  bunga efekuf
per tahun,

Untuk pola
penyaluran langsung

sehagaimana

dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1)
hurut a. tarf

pembiayaan dengan
tingkat suku bunga
efeknf tahun
sebagaimana

per

dimaksud pada ayat
(1) dikenakan
kepada penyalur
paling tinggr sebesar
4% (empat persen)
darn realisasi
penyaluran
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H)

pembiayaan  oleh
Badan Layanan
Umum Pusat
Investasi Pemenntah
pada  Kementerian
Keuangan.

Lintuk pola
penyaluran tidak
langsung
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1)
huruf b, tarif
pembiayaan dengan
tingkat suku bunga
efekuf  per tahun
sehagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dikenakan
kepada penvalur
paling tinggi sebhesar
2% (dua persen) dari
realisas) penyaluran
pembiavaan  oleh
Badan Layanan
Umum Pusat
Investasi Pemerintah
pada  Kementerian
Kevangan dan
kepada lembaga
linkage paling tinggi
sebesar 6% (enam
persen) dari realisasi

penyaluran
pembiavaan oleh
penvalur,

Penetapan tarif
layanan

sehagaimana
dimaksud pada ayat
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h

(2) dan ayat (3)
mempertimbangkan
paling sedikit
meliputi suku bunga
kepada debitur,
keperluan

pembiayaan,  tata
cara pencairan dana,

dan/atau wilayah
penyaluran,
Ketentuan lebih
lanjut mengena
besaran tarif
pembiayaan  ultra
mikro melalu
pembiayaan
konvensional,
Jangka waktu

pembiayaan,
pengembalian pokok
pembiayaan,
pembayaran  bunga
pembiayaan, sanksi,
peninjauan kembali
pembiayaan,

Jaminan, tingkat
suku  bunga  di
debitur dan/atau
denda diatur dalam
perjanjian antara
Badan Layanan

Lmum Pusat

Investas) Pemerintah

pada  Kementerian
Keuangan  dengan
penyalur,

Pasal 9 avat (3) PP
74/2012
Tanf
schagaimana

lavanan

168




dimaksud pada ayat

(2) harus

mempertimbangkan

aspek-aspek:

a. kontinuitas — dan
pengembangan
layanan;

b. daya beli
masyarakat,

c. asas keadilan dan
kepatutan: dan

d. kompetist yang
schat,

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur skema penyaluran
tidak langsung berimplikasi terhadap sulitnya kendali pengawasan dan
pembinaan yang menjadi kewenangan darn BLU PIP sebagai pengelola
Pembiayaan Ultra Mikro scbagai Representasi Pemerintah. penyaluran
tidak langsung berdampak pada panjangnya rangkaian penyaluran yang
berimplikasi pada bertambahnya biaya yvang harus ditanggung oleh

Debitur.

Besarnya biaya yang harus ditanggung oleh debitur berimplikasi
pada tidak terwujudnya maksud dan twuan pembiayaan ultra mikro
dalam rangka menciptakan  dan - menghasilkan kesejahteraan bagi
masyarakat kelas bawah. Dimana Ultra Mikro berada di lapisan
terbawah yang belum bisa ditasihtast perbankan melalui program

Kredit lainnya.
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Hal ini berbeda dengan program pemerintah dalam Kredit Usaha
Rakyat (KUR) yang berfokus pada UMKM atau levelnya berada diatas
Ultra: Mikro namun dalam praktiknyva oleh Pemerintah diberikan
Subsidi Bunga. Tentunya hal ini menjadi tidak berbanding seimbang
dengan pembiayaan Ultra Mikro yang tidak mengatur suku bunga atau

beban maksimal yang harus ditanggung oleh Debitur.

Maka dari  itu,  terdapat  pengaturan  yang  tidak
Konsisten/inkonsistensi norma terhadap PMK 1/2021 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Pada
Kementerian Keuangan dengan UU - Perbendaharaan, PP 23/2005

dan/atau PP 74/2012.

Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembiavaan Ultra
Mikro (Umi)

Pergeseran konsepsi nachtwachtersstaat (negara peronda) ke
konsepsi welfare state membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas
pemerintah,  Pada  konsepsi  nachmwachtersstaar - berlaku  prinsip
staatsonthouding, yaitu pembatasan  negara dan  pemerintah  dari
Kehidupan sosial ckonomi masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya
sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara pada
konsepsi welfare state, pemerimtah diberi kewagiban untuk mewujudkan
hestunrszorg (kesejahteraan umum). yang untuk itu kepada pemerintah

diberikan kewenangan untuk campur tangan (staarsbemoienis) dalam
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segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya pemerintah dituntut

untuk bertindak aktif ditengah dinamika kehidupan masyarakat, 12

Setiap bentuk campur tangan pemerimtah harus didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari
asas legalitas, yang menjadi sendi wtama negara hukum, Sejak
dianutnya konsepsi welfare stare. vang menempatkan pemerintah
sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum
warga negara dan untuk mewujudkan kescjahteraan ini pemerintah
diberi wewenang  untuk campur tangan  dalam  segala lapangan
kehidupan masyarakar, vang dalam campur tangan ini tidak saja
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan
tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-
undangan, tetapi berdasar pada inisiatif” sendiri, Namun, disatu sisi
keaktifan  pemerintah dalam mengupayakan  Kesejahteraan  umum
haruslah senantiasa berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (AALPR),'

Maka dari ity mengupayakan kesejahteraan umum, pemerimtah
membentuk sebualy lembaga Badan Layanan Umum sebagai lembaga
pelayanan publik dalam  scktor perckonomian yang  memberikan

pembiayaan barang dan/atay Jasa kepada pelaku usaha ultra mikro,

"% Solechun, Isax-dAsas Umum Peaevintalian o Batk datam Pelavana Pubiih, Admmitrative |aw
& Governance lournal, Vol 2 Issue 3, 2019, Wi $42

N ' ’ -

T Ridwan TR, Hukum Administrass Negara, '] Rafa ( srntindo Persadi, kit 2014
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Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal | Angka 1.
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuan dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif vang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik itu sendiri jalah setiap institusi
penyelenggara negara, Korporasi. lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk  semata-mata untuk  Kegiatan
pelayanan  publik.  Sedangkan penerima  pelayanan  publik 1alah
masyarakat, dalam hal ini yang disebut dengan masyarakat ialah
selurul pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-
perscorangan, Kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan
sebagai pencrima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung

maupun tidak langsung, '™

Pelayanan - publik - merupakan  mandat bagi  negara  dalam
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat tiga
pertimbangan mengapa pelavanan publik harus disclenggarakan oleh
negara, Pertama, investasinya hanya bisa dilakukan atau diatur oleh

negara, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pemberian

¥ Solechan, Op, Cir, him, 350-331,




layanan admimstrasi negara, perizinan, dan lam-lain. Kedua, sebagai
kewajiban negara karena posisi negara sebagar penerima mandat. Dan
ketiga, biaya pelayanan publik di danai dari uang masvarakat, baik
melalui pajak maupun mandat masyarakat kepada negara untuk

mengelola sumber kekayaan negara. '

BLU sebagai lembaga pelayanan publik didefinisikan melalui
Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Perbendaharaan Negara memberikan
pengertian tentang  Badan  Layanan Umum adalah  instansi  di
lingkungan Pemerintah vang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penvediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencan keuntungan dan dalam  melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,

Pasal 68 menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum dibentuk
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menyangkut  kekayaan BLU, dijelaskan pula, yaitu  merupakan
kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan

dimanfaatkan sepenuhinya untuk menyelenggarakan kegiatan BLLU,

Soal pembinaan keuangan BLU di tingkat pusat, juga dijelaskan,
vaitu dilakukan oleh Menteri Kevangan dan pembinaan  teknis

dilakukan  oleh  menteri  yang bertangeung - jawab  atas  bidang

A Rotiey, Pelaviman Publih Dan Welfare Stare. Governance. 2, 2011,




pemerintahan yang bersangkutan, Adapun untuk pembinaan keuangan
BLU yang ada di daerah, dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan
dacrah. Adapun pembinaan tekms dilakukan oleh kepala satuan kerja
perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan

vang bersangkutan,

Diluar pengaturan Undang-Undang  Perbendaharaan  Negara,
Badan Layanan Umum diatur kembal dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kevangan Badan Layanan
Umum, Dalam pengertian BLU sebagaimana diatur dalam PP 23/2005
juga mendefimsikan - secara persis  dengan pengertian dari UU
Perbendaharaan Negara, yaitu BLU adalah instansi di lingkungan
Pemermtah yang  dibentuk untuk memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam memberikan pembiayaan ultra mikro BLU berpedoman
dengan pola pengelolaan keuangan BLU yang dijelaskan dalam Pasal |
ayat (2) yang  memberikan penjelasan bahwa  pola pengelolaan
kevangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menetapkan praktik-praktik bisnis yang schat untuk meningkatkan
pelayanan kepada. masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam
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Peraturan  Pemerintah  ini,  sebagar  pengecualian dari - ketentuan

pengelolaan Kevangan negara pada umumnya,

Yasal 9 ayar (1) PP nomor 74 tahun 2012 menyatakan bahwa BLU
dapat. memungut biaya kepada masyarakat sebagar imbalan  atas
barang/jasa  layanan  yang  diberikan,  Dalam  memungut  imbalan
barang/jasa lavanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam bentuk tant yang disusun atas dasar perhitungan

braya per unit layvanan atau hasil per investasi dana.

Tanf dalam ketentuan PP nomor 74 tahun 2012 bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dart biaya. Bentuk tarif yang disusun
atas dasar perhntungan hastl per investas: dana hanya diperuntukkan
bagi BLU vang mengelola dan khusus. Namun dalam menentukan tarf
layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana diatur

dalam Pasal 9 ayat (3) PP 74/2012:

a. Kontinuntas dan pengembangan layanan;
b.  Daya bel masyarakat;

[\ Asas Keadilan dan Kepatutan: dan

d. Kompetisi yang sehat,

Pada prinsipnya BLU merupakan unit kerja kementenan negara,
lembaga, atau pemerintah daerah yang bertugas memberikan layanan
umum  Kepada  masyarakat dengan pola pengelolaan berdasarkan

kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induknya. Dalam konsep
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kewenangan, delegasi merupakan kewenangan yang dialihkan dari
kewenangan atribusi dari suatu institusi pemerintahan kepada institusi
lamnya sehingga delegator atau institusi - yang telah  memben
kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.'"
schingga BLU merupakan  bagian perangkat pencapaian fujuan
kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah dan karcnanya
status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara, lembaga,

atau pemerintah daerah sebagai instansi induk.

Sesuai dengan pengaturan Pasal 62 UU Perbendaharaan Negara
Badan Layanan Umum  dibentuk untuk  meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Disisi lain tujuan BLU diatur kembali
dalam Pasal 2 PP 23/2005 menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya BLU
adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Keuangan
berdasarkan prinsip ckonomi dan produktivitas, dan penerapan prakiek

bisnis yang sehat,

Dilihat dari definisi dan tujuan BLU sebagaimana diatur dalam
LU Perbendaharaan dan PP 23/2005 dan PP 74/2012, bahwa peraturan

perundang-undangan  tersebut memberikan  pelayanan - yang

0 Menurut TG Browwer dan AL Schilder, dalom MR Khinral Muluk, Desentealtsast Teord,
Cakupan. dan Elemen. Jurmal Adninistrasi Negarn Vol 1L Na, 02 Maret 2002, hilm. 59
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mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Hal int dapat tercermin

dalam pelaksanaannya BLU tidak mengutamakan keuntungan dalam

pelaksanaan kegiatannya, lebih lanjut dalam tujuan BLU sebagaimana
cdhatur secara tersurat dan jelas menjelaskan bahwa BLU berkomitmen
untuk meningkatkan pelayvanan kepada masyarakat dengan tujuan
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan tersebut sebagai representasi peran Negara dalam mewujudkan

cita-cita negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD NRT 1945,

Jika dilihat kembali, pengaturan BLU sebagaimana diatur dalam UU
Perbendaharaan, PP 23/2005, dan PP 74/2012 telah mengakomodir peran
Negara untuk menyejahterakan masyarakat sebagaimana teori negara
kesejahteraan yang disampaikan oleh Ramesh Mishra bahwa Negara
Kesejahteraan (Welfare State) adalah suatu tanggung jawab negara
terhadap kesejahteraan warga negara vang meliputi intervenst ckonomi
pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelavanan kesejahteraan sosial.
Termasuk juga lembaga dan kebijakan dalam bidang Kesejahteraan
adalah menjadi pemikiran dan tanggung jawab negara. Dinyatakan
Ramesh bahwa:

A Libera! state which assurnes responsihilite for the wellPbehg of
the citizen througfi a range of mterventions i the market
cconomy, eg. full emplovment policies and social welfare
service. The term inchude, both the idea of state respansibility for
welfare as well as fhe institwtions and policies through which the

idea is givei effect,’!

U Ramesh lishea, Welfare Siete 1n Creisis, Soctal Though amd Social Clhange. Wheasheat Books L,
Loadon, Harvester Press. 1984, hiim. 11




Ross Cranston juga memberikan  pendapat bahwa Negara
Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintahan
berkaitan dengan  keschatan, pengangguran dan perumahan yang
memberikan perlindungan bagi warganya terhadap standar nimmum
pendapatan. gizi. keschatan, perumahan dan pendidikan, keamanan
kerja, sebagai hak politik dan bukan sumbangan sukarcla. Bahkan
aspek-aspek  kesejahteraan  juga terkait dengan  pelayanan  sosial
berbentuk kesejahteraan sosial, pajak dan keamanan kerja.

In some interpretations fhe essence of he wvrelfare siafe s
government-protectedn minimum standards of income, nutritlon,
health.housing, and education, assured fo every citizen as
political right, no as charity. One of Irtmuss's contributions way
to additional aspecfs of the welfare sfafe - that along with the
social services are other forms of social services are other forms
of social welfare, fiscal and occupational welfare. '

Inti dari pendapat Ross Cranston dalam memberikan defimsi
Negara Kesejahteraan adalah pemerintah memiliki tanggung jawab
dalam hal kesejahteraan sosial masyarakatnya namun menitik beratkan
bahwa dalam memberikan bantuan tersebut bukan sumbangan sukarela.
Hal ini selaras dengan prinsip pembiayaan penyaluran BLU kepada
pelaku usaha ultra mikro di Indonesia,

Dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara dituntut untuk

memperluas  tanggung jawabnya  kepada  masalah-masalah - sosial

Y Ross Cranston, Legal Foundanons of the Welfare Stafe. London, Weldenfeld and Nicolsan, 1985,




ckonomi vang dihadapi masyarakat luas. Perkembangan imlah yang
memberikan legalisasi bagi “negara intervensionis™ abad ke-20. Negara
justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbaga
masalah sosial dan ckonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan
bersama dalam masyarakat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-
kegiatan yang scbelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara,
seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan
keluarga dalam hal-hal Khusus. seperti “social security . kesehatan,
kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.'*
Konsep Negara Kesejahteraan mengilhami tokoh pejuang dan
pendiri Indonesia yaitu Bung Hatta, Bung Hatta sebagai salah satu
pendiri  bangsa  memberikan  pemikiran-pemikirannya  dalam
pembentukan UUD NRI 1945 yang mengisyaratkan dan mengandung
semangat dan pembentukan negara kesejahteraan, Maka dari it salah
satu tujuan dari pembentukan UUD NRI 1945 adalah:'™
a.  Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ckonomi
untuk kepentingan publik:
b.  Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata:

Mengurangi kemiskinan:

o

d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan keschatan) bagi

masvarakat miskin;

" imly Asshiddigie. Gagasan Kedanlatan Rakvar Dolane Konstitrst Dane Pelahsamaannva 1y

Ddoviesia, Jokarta lehtior Baro Van Hoeve, 1994, him. 223
U Manlang, fdeologi Weltare State Konstitusi: Hak Menguasai Nogara Atax Bovane Tandhong, Jamal
Konstituse, Volume 9. Nomar 2, Juni 2002, him. 267
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Menyediakan  subsidi - untuk  layanan sosial  dasar  bagi

disadvantage people.

Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negari.

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut
dirumuskan, pada  hakikatnya  dimaksudkan untuk menetapkan
indikator-indikator sebagai alat ukur dalam memlbar apakah masyarakat
sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagal indikator juga
dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (pemerintah)

dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat, Dengan demikian, tujuan-tujuan  pokok

terscbut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian  dan
twjuan akhir dari welfare state yaitu sebesar-besar  kemakmuran
rakyat.' "

W. Friedman mengemukakan empat fungsi negara sebagai
berikue:'*
a.  Fungsi negara sebagai provider (penjamin).

Fungsi ini berkenaan dengan negara kesejahteraan (welfare state)

yvaitu negara bertanggungjawab dan menjamin suati standar

b him 267

' Abrar Saleng, Hiskam Pertambangan, Yogyakarta: U Press, 2007, him 49 Menurut W Fricdmann
bahwa apabila ditelusuri secors cermit evolisi perkembingan konsep tentang negari akan dinemukan bahwa
menyejhterahhan masyarakot, i dalamnya terkandung mukni keadilan sosil yang merupakan landasim
legitimasi keberndaun negarn, Keadilan sosial menjads prinsipil, kurena realitas politik dan hukum dicsepanjang
separah futuh bangunnya bangsa-bangsa di dunia, mengajarkan Bahiwi kekuntan vang paling dabisyat Sang dapal
memporak-porandakan bangunan masyarakat sehagal suatu bangsi adalah Ketidakudilon sosul




b,

d.

minimum  kehidupan sccara keseluruhan serta bentuk-bentuk

jaminan sosial lamnya,

Fungsi negara sebagai regulator (pengatur),

Kekuasaan negara untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi
sebagai regulator. Bentuknya  bermacam-macam, ada yang
berupa peraturan  perundang-undangan, tetapi juga bersifat
peraturan kebijaksanaan. Secara sektoral misalnya pengaturan
tentang investasi di sektor industri pertambangan, ekspor-impor,
pengawasan dan lain-lain.

Fungsi negara selaku entreperencur (melakukan usaha ckonomi).
Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis.
Negara dalam kedudukan demikian, menjalankan sektor tertentu
dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (state
owned corporations). Sifat dinamis tersebut berkaitan dengan
usaha  yang terus  menerus  dilakukan  untuk  menciptakan
keseimbangan dan hidup berdampingan (co-existence) antara
peran sektor swasta dan sektor publik.

Fungsi negara sebagai wmpire (Wasil, pengawis).

Dalam kedudukan demikian, negara dituntut untuk merumuskan
standar- standar yang adil mengenai kinerja sektor-sektor yang
berbeda  dalam  bidang  ckonomi. i antaranya  mengenai
perusahaan negara. Fungsi terakhir ini diakui sangat sulit, karena

di satu pihak negara melalui perusahaan negara selaku pengusaha,
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tetapi di lain pihak ditentukan untuk  menilar secara adil
kinerjanya sendiri di banding dengan sektor swasta yang lainnya.
Melihat dalam praktik banyak pelaku usaha yang tidak memilik
akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya sehingga
potensi-potensi usaha ultra mikro menjadi mandek karena tidak
adanya akses modal terscbut,
Mclihat  fenomena  tersebut  pemerintah - berkomitmen  dan
membentuk lembaga pembiayvaan BLU sebagar kepanjangan
tangan pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan tersebut,
yang nantinya dengan adanya akses pembiayaan pelaku usaha
ultra mikro dapat memberikan dampak positif” dalam menaikkan
pendapatan pelaku usaha sehingga berimbas naiknya pendapatan
dan kesejahteraan pelaku usaha tersebut.

Tujuan kescjahteraan tidak dibatasi secara imitanf pada bidang
material saja, melainkan meliputi semua aspek kehidupan karena
kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia.
Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham welfare
state biasanya mencantumkan  bentuk-benuk  kesejahteraan dalam

pasal-pasal konstitust atau undang-undang dasar negaranya. Salah satu

sarana penting  dalam upaya  mewujudkan  Kesejahteraan adalah

mewnjudkan “keadilan sosial”™ sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-
5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea

IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 vang pada  hakikatnya




menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil
kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata
dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan
kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi
negara yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan
anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering
diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak
terlantar scbagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD NRI Tahun
1945.197

Dalam  mewujudkan  tujuan-tujuan pokok  tersebut  menurut
konsep negara berideologi welfare state, diperlukan keterlibatan dan
mtervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi schingga tujuan-
twjuan tersebut dapat terwujud  dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat. Jadi, peran negara dalam mewunjudkan kesejahteraan
masyarakat melalui pembentukan Badan  Layanan  Umum sebagai
lembaga pembiayaan ultra mikro telah tepat dan dapat mengakomodasi
cita-cita negara sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun
1945,

Maka dari itu dalam rangka menyejahterakan masyarakat melalui
pembiayaan ultra mikro dibentuklah serangkaian peraturan perundang-
undangan yang mengatur BLU PIP sebagai lembaga layanan publik

untuk membantu perckonomian pelaku usaha di Indonesia.

i




Mermuk dalam  pengertian BLU yvang  diatur  dalam UU
Perbendaharaan Negara dan PP 23/2005 berpatokan dalam memberikan

pelayanan kepada masvarakat dalam penyediaan barang dan/atau jasa

tanpa mengutamakan keuntungan, Dalam hal inilah pengaturan dalam

UL Perbendaharaan dan PP 23/2005 merepresentasikan Negara dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan penyaluran
pembiayaan melalur BLLU yang menitikberatkan bahwa Negara tanpa
mengutamakan  mencar keuntungan. Hal ini selaras dengan peran
Negara sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State) dimana dalam
konsep Negara Kesejahteraan, negara dituntut untuk  memperluas
tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang
dihadapi masyarakar luas.
Perbandingan  Skema Pembiayaan Ultra Mikro vang Dapat
Diadopsi Oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah
Pengaturan tentang pembiayaan KUR sangat dinamis begitu juga
dengan pengaturan besaran bunga dan subsidi bunga/subsidi margin
dalam penyaluran KUR. Peraturan Menteri Koordinator  Bidang
Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usahg Rakyat yang selanjutnya diubah
dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun




2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat memberikan

ketentuan pengaturan terkait pemberian suku bunga/marjin KUR:

4. Penyaluran KUR Mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 18

(1)  KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah
paling banvak Rp 50,000,000, (lima puluh juta rupiah)
setiap Penerima KUR,

(2)  Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam persen)
efektif  pertahun  atau  disesuaikan  dengan Suku
Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

(3) Jangka waktu KUR mikro:

a)  paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan
modal kerja: atau

by paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan
investasi,  dengan  grace  period  sesuai dengan
penilaian Penyalur KUR.

(4)y  Dalam hal  diperlukan  perpamjangan,  suplesi,  atau
restrukturisast, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3). khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat
diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk
kreditpembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi

maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian




kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan
penilaian Penyalur KUR.

(5)  Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR
dapat  melakukan  pembayaran  pokok  dan Suku
Bunga/Marjin - KUR mikro secara angsuran  berkala
dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai
dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur
KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan
Masing-masing penerima.

(6)  Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan
untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di
Penyalur ~ KUR,  dengan  ketentuan  diperbolehkan
penambahan plafon pmjaman KUR mikro sesual dengan
pertimbangan Penyalur KUR masing-masing

(7 Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan

jumlah yang tercantum dalam akad.
b. Penyalur KUR Keeil sebagaimana diatar dalam Pasal 22

1), KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah
diatas Rp 50,000,000~ (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 300.000.000,- (lima ratus juta rupiah) senap

mdividu.
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4

N

).

)

Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 6% (enam persen)

efektif  pertahun  atau  disesuaikan  dengan  Suku

Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

Jangka waktn KUR kecil:

a)  palimg lama 4 (empat) tahun untuk  Kkrediv
pembiayaan modal kerja: atau

by paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan
investasi, dengan  grace period  sesuai dengan
penilaian Penyalur KUR.

Dalam  hal  diperlukan  perpanjangan, — suplesi,  atau

restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja

dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan

untuk  kredivpembiayaan investasi dapat  diperpanjang

menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal

perjanjian kreditpembiayaan awal dengan grace period

sesuai dengan penilaian Penyalur KUR,

Dalam hal skema pembayaran KUR keeil, Penerima KUR

dapat  melakukan  pembayaran  pokok  dan Suku

Bunga/Marjin KUR keeil secara angsuran berkala dan/atau

pembayaran sckaligus saat jatuh tempo sesuai dengan

kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR
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dengan  memerhatikan - kebutuhan  skema  pembiayaan
masig-masing Penerima KUR.

6).  Penerima KUR Kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk
direstruktarisast sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur
KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon
pinjaman KUR Keceil sesuai dengan pertimbangan Penyalur
KUR masing-masing,

7). Penenma KUR kecil menenma KUR sesuai dengan jumlah
yang tercantum dalam akad.

¢.  Penyalur KUR Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 31

). KUR Kkhusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf d dibertkan kepada kelompok yang dikelola secara
bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra
usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan
rakyat, atau perikanan rakyat.

2).  KUR Kkhusus diberikan kepada Penerima KUR  sesuai
dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banvak Rp
500,000,000, (hma ratus juta rupiah) setiap individu
anggota kelompok.

3), Suku Bunga/Marjin KUR Khusus sebesar 6% (enam persen)
cfektuf”  pertahun  atan  disesuaikan  dengan  Suku

Bunga/Marjin flat/anuitas yang sctara.
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4.

7).

S)

Subsid Bunga/Subsidi Manm KUR Knosus mengikon

besaran subsidi bunga KUR kecil.

Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Khusus

diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima.

Jangka waktu KUR khusus:

a.  paling lama 4 (empat) tahun untuk  kredit/
pembiayaan modal Kerja; atau

b, paling lama 5 (lima) tahun untuk Kredit/ pembiayaan
investasi, dengan  grace period  sesuai  dengan
pemlaian Penyalur KUR,

Dalam  hal  diperlukan  perpanjangan,  suplesi,  atau

restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja

dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan

untuk  kreditpembiayaan investasi  dapat  diperpanjang

menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal

perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period

sesuai dengan penilaian Penyalur KUR

Dalam hal skema pembayaran KUR Khusus, Penerima

KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku

Bunga/Marjin - KUR  khusus secara angsuran  berkala

dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai

dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur
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9).

10).

KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan
masing-masing Penerima KUR Khusus,

Penerima KUR Khusus vang bermasalah dimungkinkan
untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang belaku di
Penyalur - KUR,  dengan  ketentuan  diperbolehkan
penambahan plafon pinjaman KUR Khusus sesuai dengan
pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Penerima KUR kKhusus menerima KUR  sesuai dengan

Jumlah vang tercantum dalam akad

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor [50/PMK.0O5/2021 tentang Tata Cara pembenan  subsidi

bunga/subsidi margin dalam rangka mendukung pelaksanaan program

pemulihan ekonomi nastonal Pasal 8 menyatakan :

(1

Subsich Bunga/ Subsidi Margin diberikan  dengan ketentuan

sebagai berikut:

b,

untuk tahun 2020, diberikan dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan mulai berlaku sejak tanggal | Mei
2020 dan paling lama sampat dengan tanggal 31 Desember
2020; dan

untuk tahun 2021, diberikan dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan

paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
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(2)  Pemberian Subsidi  Bunga/Subsidi Margin - kepada  masing-

masing Debitur dilakukan dengan ketentuan:

M

Bagi  Debitur  yang  memiliki beberapa akad
Krediw/Pembiayaan secara kumulatif tidak melebihi plafon
Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp 500,000,000 .- (limg
ratus juta rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan
untuk paling banyak 2 (dua) akad Kredit/Pembiayaan vang
memiliki Baki Debet paling besar; dan

Bagi  Debitur  vang  memiliki beberapa akad
Kredit/Pembiayaan secara kumulatif platon

Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp 500.000.000.- (lima ratus

Juta rupiah) sampal dengan Rp 10.000.000.000.- (sepuluh

miliar rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan
untuk paling banyak 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan yang

memiliki Baki Debet paling besar,

Dalam hal akad Kredit/Pembiayaan yvang diberikan Subsidi

Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayar (2)

huraf b memiliki nilai sampai dengan Rp 500.000.000.- (lima

ratus juta rupiah), akad Kredit/Pembiayaan tersebut tidak harus

memperoleh restrukturisast dari Penyalur Kredit/Pembiayaan,

Besaran Subsidi - Bunga/Subsidi Margin - untuk  tabhun 2020

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:




untuk - Debitur - Lembaga  Penyalur Program  Kredit

Pemerintah diatur dengan ketentuan:

I plafon Kredit/Pembiayaan sampal Rp 10.000.000,-
(sepulub juta dengan rupiah) diberikan  Subsidi
Bunga/  Subsidi Margin  scbesar bunga/margin
Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur,
paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6
(enam) bulan efektif per tahun atau disesuaikan
dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara;
plafon Kredit/Pembiayaan diatas Rp 10,000,000 -
(sepuluh juta  rupiah)  sampai dengan  Rp

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan

Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi 6%

(enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan
paling tinggi 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan
berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan
suku bunga/ margin Mat/ anuitas ying setara; dan

plafon  Kredit/Pembiayaan  lebih  dari Rp
500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 10.000.000.000,- (sepulub miliar ruprah ) diberikan
Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi sebesar
3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan

paling tinggr 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan




berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan
suku bunga/ margin flat/ anuitas yang sctara.
b.  untuk Debitur perbankan atau perusahaan pembrayaan
diatur dengan ketentuan:

I, Plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atau sama
dengan Rp 500.000.000.- (lima ratus Juta rupiah)
diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling
tinggi sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan
pertama dan paling tinggi 3% (tiga persen) selama 3
(tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau
disesuaikan dengan suku bunga/ margin fla/ anuitas
vang setara; dan
Plafon  Kredit/Pembiayaan  lebil darnn Rp
500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 10.000.000.000.- (sepulub miliar rupiah) diberikan
Subsidi Bunga/ Subsidi Margm paling tinggi sebesar
3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan
paling tinggi 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan
berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan

suku bunga/ margin flat/ anuitas vang setara,

(5)  Besaran Subsidi Bunga/Subsidi- Margin untuk  talhun 202

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:




auntuk  Debitur Lembaga  Penyalur Program  Kredit
Pemerintah diatur dengan ketentuan:

. Plafon Kredit/Pembiayaan sampai - dengan - Rp

10.000.000,- (sepulul Juta rupiah) diberikan Subsidi

Bunga/  Subsidi Margin  schesar bunga/margin

Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur,

paling tinggi 25% (dua pulub lima persen) selama 12

(dua belas) bulan, efektif per tahun atau disesuaikan

dengan suky bunga/ margin fNlat/ anuitas yang setara;

o

Plafon Kredit/Pembiayaan  diatas Rp 10.000.000,-
(sepuluh juta  rupiah) sampal dengan - Rp
500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah)  diberikan
Subsidi Bunga/Subsidi Margin paling tinggi 3% (tiga
persen) selama 12 (dua belas) bulan, efekuf per tahun
atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flay
anuitas yang setara: dan

3. Plafon Kredit/Pembiayaan — Iebily dan Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 10.000.000.000,- (sepulub miliar ruprah) diberikan
Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi 1.5% ¢
satu koma lima persen) selama 12 (cua belas) bulan
efektifper tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/

margin flat/ anuitas yang setara,
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¢ untuk Debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan
diatur dengan ketentuan:

I plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atau sama
dengan 500,000,000~ (lima  ratus juta rupiah)
diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling
tinggi 3% (tiga persen) selama 12 (dua belas) bulan
efektif per tahun atau disesuarkan dengan suku bunga/

margin flat anuitas vang setara: dan

o

plafon  Kredit/Pembiayaan — lebih  dari Rp
500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama
12 (dua belas) bulan diberikan  Subsidi Bunga/
Subsidi Margin paling tinggi 1,5% (satu koma lima
persen) efektif’ per tahun atau disesuaikan dengan

suku bunga/ margin Nar anuitas yang setara,

Pengaturan Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan Ultra Mikro
dapat diibaratkan sebagai UMKM anak kandung dan Ultra Mikro
sebagai anak tiri yang tidak mendapatkan perhatian khusus. Schingga
peran - pemerintah - dalam  mengatur  regulasi dan pelaksanaan
pembiayaan ultra mikro masih berbanding terbalik dengan pelaksanaan
pembiayaan UMKM oleh KUR, Pengaturan fersebut dirasa adanya
ketidakadilan dalam pengaturan pembrayaan ultra mikro dan UMKM.,

Maka dari itu perlu adanya penyelarasan kembali oleh komitmen
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e —

pemerintah dalam mengembangkan Kesepahteraan masyarakat melalu
pembiayaan ultra mikro dengan memberikan subsidi bunga, memotong
besaran suku bunga, ataupun menetapkan ulang besaran suku bunga
dalam penyaluran ultra mikro dengan pertimbangan aspek Kajian yang
lebih mendalam sehingga adanya kesclarasan komitmen dan keadilan

dalam penyaluran pembiayaan ultra mikro dan UMKM.

Selain skema subsidi bunga/subsidi margin yang dapat diadopsi

oleh BLU PIP dalam pengelolaan pembrayaan ultra mikro. Pemerintah

dapat mengadopsi konsep birokrasi Special Operating Agencies (SOys)
di Kanada dalam mengelola BLU PIP sebagai lembaga pengelola
penyalur pembiayaan ultra mikro di Indonesia. Dimana konsep SOAs
Kanada berupa pembentukan lembaga penyedia layanan yang terlepas
dari pengawasan dan kontrol langsung dari lembaga pusat (scperti :
Treasury Board dan the Public service Commission) baik dari sisi
administratif maupun politis, SOA memberikan adanya fleksibilitas
manajemen pada unit penyedia layanan sebagai imbal balik dari capaan

tingkat Kinerja dan hasil yang disepakati,

Reformasi dalam penyelenggaraan layanan di Kanada berupa
pembentukan lembaga penyedia lavanan vang terlepas dari pengawasan
dan kontrol langsung dari lembaga pusat (seperti @ Treasury Board dan
the Public service Commission) baik dari sisi administratif maupun
politis. Ada organisasi baru penyedia layanan - dalam  Kerangka

organisasi federal. Pengaturan kerjasama antar departemen, antar
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pemerintah, dan berbagai scktor dalam pelaksanaan program dan
layanan. Salah satu lembaga penyedia lavanan di Kanada adalah
Special Operating Agencies (SOAs). selain 2 lembaga baru lainnya
yaitu Services Agencies dan Department Service Agencies.) ™

Konsep the SOA didesain untuk menciptakan keseimbangan
antara filosofi kontrol dan risiko dengan keinginan untuk mendorong
movasi dan promosi inisiatif. SOA memberikan adanya fleksibilitas
manajemen pada unit penyedia layanan sehagai imbal balik dari capaan
tingkat kinerja dan hasil yang disepakati. SOA bukanlah badan hukum
yang independen tetapi merupakan bagian dari departemen induk,
demikian pula pegawai SOA  merupakan pegawai negeri (public
servant). SOA juga bertanggung jawab pada Departemen induk atas
capaian Kinerja, Tidak seperti unit departemen lain, SOA beroperasi
dengan adanya kesepahaman dengan departemen yang  mencakup
perjanjian kerangka kerja dan rencana bisnis (Framework Agreement
and Business Plan. FABP). FABP berisi hasil capaian dan tingkat
layanan yang diharapkan, fleksibilitas vang diberikan, dan ketersediaan
sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan, '

Singkatnya, model SOA dimaksudkan untuk memiliki kebebasan
yang lebih  besar dari departemen  dan peraturan administrasi
pemerintah dalam rangka pencapaian performa Kinerja. Manajer dan

pegawai SOA memiliki keleluasaan yang lebil besar dalam bertindak

" Rizky Dian, dKK, Op Cor b, 12
Y thid




dibandingkan unit departemen lainnya. Keberadaan SOA menjadi opsi
potensial dalam penyediaan layanan oleh Pemerintal dengan biaya
yang lebih cfisien dan efekiif SOA, selain berorientasi pada layanan
dengan biaya yang efisien, juga mengembangkan sistem dan teknik
pengukuran kinerja yang lebih baik, dapar menerapkan metode, proses
dan cara dalam menjalankan bisnis dengan lebih baik. Hal itu untuk
memastikan penyampaian layanan secary responsif pada kebutuhan
cuustomer, dengan mengalokasikan sumber daya untuk tujuan yang
produktif, 140
Peningkatan otoritas dan fleksibilitas dalam operast SOA berasal
dart departemen induk. badan rreasiry, dan organisasi layanan umum
lainnya, namun demikian tidak ada template baky mengenal bentuk
fleksibilitas inj, Beberapa contoh flcksibilitas ini antary lain:
& Adanya otoritas penub untuk menentukan dan menyesuaikan tarif
sesuai dengan Business | "lan,
b.  Pengaturan Keuangan  khusus seperti - persetujuan untuk
membentuk dang bergulir yang terpisah;
€. Peningkatan otoritas untuk mengadakan kontrak layanan; dan
d, Wewenang  uniuk menyetujui - berbagai bentuk  masalal
administrasi, '
Dalam konteks pertanggungjawaban, SOA yang merupakan

bagian departemen induk, schingga  bentuk akuntabilitas kepada

" it
" thid, W, 13
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parlemen dilakukan melalui menteri. SOA juga memberikan laporan
kepada wakil menteri, Setiap SOA menyusun laporan tahunan dan
berisikan tentang tujuan dan Kegiatan utama SOA, tinjauan kinerja
terhadap  Business  Plan  termasuk kegiatan  yang  selesai tahun
sebelumnya, hasil vang dicapai dan sumber daya yang digunakan, serta
prioritas manajemen pada tahun berikutnya.

Adapun peran wakil menteri schubungan dengan SOA yaitu
wakil menteri atas nama menteri bertanggung jawab untuk melakukan
negosiast dalam Framework Agrement, menyetujui Business Plan. dan
menyusun kontrak kinerja dengan pimpinan SOA. Kontrak kinerja ini
berisi tentang Kinerja vang disepakat, serta reward dan penalv. Wakil
menteri juga menetapkan dan menyetujui tujuan, prioritas dan arahan
lembagu, Beberapa kewenangan didelegasikan untuk  memastikan
keberhasilan dan memastikan SOA memiliki dukungan korporasi dan
sistem imformasi yang mengukur Kinerja dan mengelola risiko.

SOA bersama dengan departemen induk membentuk  dewan
penasthat vang terdin dar perwakilan Klien utama, supplier dan
stakeholder Tainnya, Dewan penasthat ini melakukan review atas
Business Plan dan memberi masukan pada Pimpian SOA dan wakil
mentert, Hal tersebut berarti bahwa fleksibilitas keuangan negara tidak
hanya diterapkan di Indonesia, namun juga diterapkan di negara lain,

yaitu salah satu contohnya adalah Kanada, '

M Rizky Dinn, dkk, OpCit Wme 12413
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Dapat disimpulkan model SOA dimaksudkan untuk memilik;
kebebasan yang lebih besar dari departemen dan peraturan administrasi
pemerintah dalam rangka pencapaian performa Kinerja. Manajer dan
pegawa SOA memiliki keleluasaan yiang lebih besar dalam bertindak

dibandingkan uni departemen lainnya,

Adanya konsep birokrasi SOA di Kanada dapat diadopsi dalam
pengelolaan BLU prp. Konsep kelembagaan mulai dari bentuk organ,
kepegawaian dan tugas, fungi dan tangeung jawab serta terintegrasinya
pengaturan - kerjasama  antar departemen, antar pemerintah,  dan
berbagai sektor dalam pelaksanaan program dan layanan. Maka dari 1ty
konsep badan dan birokrasi dapat selaras dengan hakikat, twjuan dan
fungsi BLU-pp sebagai lembaga pengelola pembiayaan ultra mikro.

B, Peran dan Tanggung Jawab Negara untulk Mengatur Pengelolaan
Pembiayaan Ultra Mikro
L. Peran dan Tanggung  Jawab Negara terhadap  Pengelolaan
Pembiayaan Usaha Mikro

Pembahasan pada bagian i mengenai bagaimana peran dan
tanggung jawab negary terhadap pengelolaan pembiayaan usaha mikro
ang diwajudkan melalu Badan Layanan Umum Musat Investasi
Pemerintah (BLU-pIp) yang - bertindak  sebagai  badan Investasi
pemerintah berdasarkan perwujudan dart amanat Pasal 41, Pasal 68 dan
Pasal 69 Undang-Undang  Nomor | Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara yang berbentuk badan layanan umum dan

200




mempunyai tugas untuk mengelola investasi Pemerintah, dimana dalam
pelaksanaan tgas dan fungsinya Khususnya  dalam menyalurkan
pembiayaan  Ultrg Mikro  kepada masyarakat  yang usahanya
dikategorikan sebagar usaha Ultea Mikro sehingga berhak untuk
mendapatkan pembiayaan, dipayakan agar penyaluran pembiayaan
tersebut dapat memaksimalkan usaha Ultrg Mikro dengan perwujudan
pemberian kredit Ulrg Mikro. Untuk it terlebih dahulu dibahas
mengenar BLU-ppp sebagai perwujudan peran negara,

Konstitusi Negara Indonesia telah mengamanatkan arah dan visi
dari penyelengparaan perekonomian di tanah air Indonesia untuk
mencapar - kesejahteraan  sosial sebagaimana tercantum di dalam
Pembukaan llndung-Umlnng Dasar Negara Republik Indonesia (LIUD
NRI) 1945 pada alinea ke-1V yang mengamanatkan bahwa salah saqy
fungsi pemerintah adalah  untuk mencapar twyuan negara,  yakni:
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wmpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
Kehidupan bangsa dan iku melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosigl”, sehingga hal
tersebut memberikan amanat kepada pemerintah sebagai representasi
dart negara yang dicjawantahkan dengan penyelenggara negara untuk
selaly berupaya memajukan kesejahteraan umum, yang artinya bahwgy
penyelengeara hegara (pemerintah) wiagib dengan  terus menerus

berupaya untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya,
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Adapun Kesejahteraan umum yang dimaksud dikaitkan pula
dengan Pancasila Sila ke-5 (lima) sehingga dasar dari kesejahteraan
umum tersebut adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. '
Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Para Pendiri Negara Indonesia
adalah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 33 UUD NRI
1945 yang merupakan salah satu strategi Para Founding Fathers Negara
Indonesia dalam menyusun UUD NRI 1945 untuk melaksanakan
pembangunan Indonesia dari segi perckonomian, sistem ckonomi yang
dimaksud adalah Sistem Ekonomi Pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai sistem ekonomi
yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama,
yang merupakan milai-nilai tradisional yang bersumber dari budaya
Indonesia.

Pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa: “Anggaran pendapatan
dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.” Berdasarkan pasal tersebut, maka pengelolaan anggaran dan
keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat,

sehingga pembangunan-pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan,

U Alinea Keempat Pembukaan Undung-Undang Dasar Newira Repubhik Indonesio il 19435,




kesehatan dan industrr harus memprioritaskan atau mengutamakan
penmingkatan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Kemudian di dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pasal 33
avat (1) sampar dengan ayat (4) Undang-Undang  Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pada ayat (1)
berbunyi: “Perckonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas
kekeluargaan™  Pasal tersebut mempunyai makna  bahwa  sistem
perckonomian  negara  Indonesia tidak lepas dari konsep-konsep
demokrasi konstitusional  negara hukum  sebagar hasil - pemikiran
bersama dan disusun bersama atas usaha bersama berdasarkan azas
kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat
Indonesia, schingga  ditckankan  bahwa  kemakmuran rakyat yang
didahulukan, bukan orang perscorangan,

Kemudian pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 membert amanat sebagar bernikut:
“Cabang-cabang produkst yang penting bagi negara dan  yang
menguasal hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara™. Pasal ini
mengandung arti bahwa tidak ada satu pun dari cabang-cabang produksi
vang menguasat hajat hidup orang banyak tidak diselenggarakan oleh
negara, schimgga di sin merupakan peran penting negara untuk
menjamin - keberlangsungannya,  schingga negara wajib  melarang

adanya penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
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dan yvang menguasai hajat hidup orang banyak berada di dalam
pengelolaan oleh orang perseorangan, sehingga amanat negara wajib
melarang adanya praktik monopoli, oligopoli, dan praktik kartel,

Kemudian pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pula bahwa: “Bumi dan
air dan kekayaan alam vang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyar”,
berdasarkan pada pasal ini bahwa negara dituntut untuk mengurus dan
mengelola sumber daya alam yang tujuannya jelas untuk kemakmuran
warga masyarakatnya, sehingga pengelolaan sumber daya alam terscbut
diupayakan untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat scbagm
kewajiban penyelenggara negara.

Dari kalimat “dikuasai oleh negara”™ tidak mengartikan bahwa
sumber daya alam merupakan kepemilikan negara namun kalimat
tersebut - mengindikasikan mengenai - kemampuan  negara untuk
mengatur dan mengelola agar supaya setiap penyelenggaraan usaha
(etap berpegang teguh pada prinsip kemakmuran rakyat, sehingga
secara keseluruhan, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945  memiliki Jiwa - semangat  sosial yang
menempatkan penguasaan barang untuk Kepentingan publik.

Menurut Pierson, kata kesejahteraan (welfare) di dalamnya paling
tidak mengandung 3 (tiga) sub klasifikasi, yakni: (1) Social welfare,

vang - mengacu Kepada  penerimaan kolektif kesejahteraan;  (2)
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Economic welfare, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui
pasar atau ckonomi formal; dan (3) Stare welfare, yang mengacu kepada
jaminan pelayanan Kesejahteraan sosial melalui agen dan negara.
Negara Kesejahteraan (welfare state) secara singkat didefinisikan
sebagai  suatu negara  dimana pemerintahan  negara  dianggap
bertanggung jawab  dalam menjamin standar kescjahteraan  hidup
minimum bagi setiap warga negaranya, '

Asumsi yang kuat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia
didesain sebagai Negara Kesejahteraan (welfare stare) dapat dilacak
dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa®™. Selain it beberapa pasal
dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara
Kesejahteraan (welfare state), seperti: pasal 27 (2) “Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjoan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan™; Pasal 28A “Setiap orang berhak unwk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya: demikian pula pada
pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34,

Menurut Esping Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya
mengacu pada peran negara vang  aktf  dalam mengelola  dan
mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung

Jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan

M Pierson. Christopher, Welfare State: The New Political Economy of Weltare. Pennsy vania: The
Penmsy vanim Stte University Press. 2007, him. 9




dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Seeara umum suatu
negara bisa digolongkan sebagai negara kescjahteraan jika mempunyai
empat pilar utamanya, yaitu: (1) social citizenship: (2) full democracy:
(3) modern industrial velation systems:, dan (4) rights o education and
the expansion of modern mass educations systems. Keempat pilar ini
dimungkinkan  dalam  negara  kesejahternan  karena  negara
memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan
hak-hak sosial (the granting of soctal rights) kepada warganya. Hak-
hak sosial terscbut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas
properti, tidak dapat dilanggar (inviolable), serta diberikan berdasar
basis kewargaan (citizenship) dan bukan atas dasar Kinerja atau kelas, '
Konsep Negara kesejahteraan merupakan wujud dari Negara
hukum yang mempunyai ciri: Asas Legalitas, Asas Persamaan dalam
Hukum, Peradilan yang bebas."** Dalam  menjalankan  tugasnya
pemerintah Indonesia harus menjaga segala tindakannya agar berada
dibawah naungan ketentuan hukum yang berlaku, Karena itu sctiap
campur tangan penguasa yang diberi izin, hal ini bertujuan untuk: '’

| Menjaga ketertiban masyarakat

o

Mengatur kehidupan masyarakat
3. Menyelesaikan atau mencegah konflik atau sengketa

4. Menegakkan keamanan dan ketertiban,

" Darmawin Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Minpi Negara Aesepahteraan, Takarta: | P3ES, 2006
hlm 9

M Anggran Jum. Mo Adwinisirasi Negava, Yogvakarta: Graha Hin, 2002, Wi, 41

ik hlm 42,
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Negara kesejahteraan (welfare state) dianggap sebagai jawaban
vang paling tepat atas benwk keterlibatan negara dalam memayukan
kesejahteraan rakyat. Demikian pula, negara Kesatuan Republik
Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (welfare stare). Konsep
negara kesejahteraan (welfare stare) adalah gagasan bahwa negara
bertanggung  jawab atas  warga negaranya, vaiu  dengan jalan
menycjahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perhindungan
dan pencegahan masalah-masalah sosial. Indonesia adalah salah satu
penganut sistem ini dengan mengadopsi welfare state model minimal,
vaitu dengan memberikan anggaran untuk kepentingan sosial,

Ketentuan pada Pasal 23, 27, 28C, 31, 33, dan 34 UUD NRI
Tahun 1945, yang kemudian diimplementasikan dengan UL No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dirasa masih
belum  sempurna,  karena  undang-undang  vang  mestinya
mendahulumya justru terbit belakangan, hal inn justru memperlihatkan
ketidaksiapan pemerintah untuk menyelenggarakan konsep welfare
state sekahipun dengan model mmmmal. Hal i diperparah dengan
kondisi negara Indonesia yang syarat dengan korupsi yang dapat
dibuktikan melalui survei-survei internasional yang menyoroti masalah
negara-negara yang  dilanda kKorupsi. Diomana negara  Indonesia
menduduki rangking 107 negara dan 177 dengan indeks 34 dari 100

(merupakan angka tertinggi).
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Scharusnya Indonesia  tidak  hanya terfokus pada bidang
keschatan saja dalam merealisir konsep welfare state, tetapi bidang
pendidikan juga dapat dijadikan prioritas wama karena sebagai
penghasil sumber daya manusia vang idealis, bermoral, bermental dan

berakhlak untuk menciptakan Indonesia bersih demi tercapainya angan-

angan negara kesejahteraan,

Upaya maksimalisasi yang dimaksud seyogyanya sesuai dengan
amanat - dari wjuan  pembangunan  nasional  dimana dalam hal
pembangunan  perekonomian  nasional  harus diselenggarakan
berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
yvang  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta menjaga kescimbangan kemajuan dan kesatuan
ckonomi nasional agar dapat mencapai tujuan tersebut.

Negara juga mencakup rakyat sebagai warga negara, komponen
teritorial (geografi), dan perangkat aturan main vang - menjamin
keberadaan negara."™ Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibahas
terlebih dahulu terkait dengan Sistem Ekonomi yang dianut oleh
Negara Indonesia, yaitu sistem ckonomi yang berdasarkan  atas
Pancasila, dengan sistem ekonomi Kapitalisme, Sistem Ekonomi
Yancasila adalah sebuah sistem perckonomian vang didasarkan pada 3

(lima) sila dalam Pancasila,

" Andrew Hevwood. Political Theary. 2nd ed., Hampshire: Pal grave. 1999, him. 67
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Gagasan tentang Ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud atas
diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup
berbangsa dan bernegara.'*

Sebagaimana dikemukakan berulang kali oleh Bung Hatta, yang
dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 Avat (2) UUD
NRI 1945 itu lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh negara
(bukan pemerintah) untuk melakukan pengendalian, Artinya, dengan
dikuasainya cabang-cabang produksi vang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut oleh negara, berarti
negara  memiliki - hak  unwk mengendalikan  kegiatannya.
Penyelenggaraannya secara langsung dapat discrahkan kepada badan-
badan  pelaksana  BUMN  atan perusahaan  swasta,  yang
bertanggungjawab kepada pemerintah, yang kerjanva dikendalikan

oleh negara,

Landasan sistem ekonomi Pancasila dapat dilihat dari uraian
dalam pasal konstitusi yakni pada pasal 23, 27, 33, dan 34 UUD NRI
1945. Namun, landasan pokok yang dijadikan acuan secara terang
adalah pada pasal 33 UUD 1945, Sistem ckonomi vang diterapkan di
negara Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, yang di dalamnya
terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi Ekonomi vang dimaksud
sesual dengan salah satu tujuan didirikannya BUMN dimana pada

bagian menmbang poin a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

 Mubyarto Hastangka, Filsafiar Ekonomi Pancastle. Jurmal Filsatit, Vol ANIL No L Apnl 2012,
hlm. 37
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Tentang Badan Usaha Milik Negara, vang berbunyi: “bahwa Badan
Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi
dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ckonomi.”

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa BUMN
sebagai pelaku kegiatan  ekonomi  dalam lingkup  perekonomian
nasional haruslah menjalankan usahanya berdasarkan atas demokrasi
ckonomi.  Adapun maksud dari demokrasi ckonomi i adalah
penerapan kegiatan ckonomi vang dilakukan dengan dasar: dan. oleh
dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah,

Berkaitan dengan istilah “dikuasai oleh negara™ dalam Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Mantan Ketua Dewan Ekonomi
Nastonal Emil Salim memberikan pengertian, yaity:'*

“Negara  menguasai  bumi. air. dan kekayaan alam  yang
terkandung  dalam bumi dan yang  merupakan  pokok bagi
kemakmuran rakyar. Dalam melaksanakan “hak menguasai’™ ini,
perlu dijaga supaya sistem yang berkembang tidak menjurus ke
arah etatisme. Oleh karena i, “hak menguasai oleh negara”
harus dilihat dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban
negara sebagai (1) Pemilik: (2) Pengatur; (3) Perencana; (4)
Pelaksana: dan (5) Pengawas. Ramuan kelima pokok ini dengan
bobot  yang  berlainan dapat  menempatkan  negara  dalam
kedudukannya untuk menguasai Iingkungan alam; schingga “hak
menguasai”™ bisa dilakukan (1) Memiliki sumber daya alam:
(2) Tanpa memiliki sumber daya alam. namun mewujudkan hak
menguasai itu melalur jalur pengaturan,  perencanaan,  dan
pengawasan. Dalam sistem ckonomi Pancasila, negara tidak perlu
memiliki - semua Sumber  Daya  Alam, twetapi tetap  bisa
menguasamya melalui jalur pengaturan, perencanaan,  dan
pengawasan.”

UNBanwal M Diah, Resteubturisasi Bt NING Provatixast atan Korporatisase?, Jukatin: Disertusi Doktor
Uimiversins Indonesio. 1999 i 15)
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Apabila dikaji dari Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD
NRI 1945 tersebut telah secara jelas menyatakan bahwa cabang-cabang
produksi yang penting, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara. Frasa atau konsep dalam kedua ayat
tersebut yang perlu dijelaskan adalah frasa mengenai “cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat dup
orang banyak™ serta frasa “dikuasai olch negara™,

Pada Pasal 1ersebut jelas sekali terlihat bahwa terdapat adanya
peran penting negara dalam Perekonomian Indonesia, dimana terdapat
adanya kewajiban negara untuk bertindak dalam hal mengelola aspek-
aspek penting dari perckonomian oleh negara untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut adalah merupakan
kekuasaan  dar negara  dalam  menentukan  arah perkembangan
perekonomian Indonesia.

Gagasan tentang Sistem Ekonomi Pancasila muncul sebagai
wujud atas diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan
falsatah hidup berbangsa dan bernegara. """ Apabila dikaji dari Pasal 33
ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD NRI 1945 tersebut telah secara
Jelas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting, bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara, Frasa atau konsep dalam kedua ayat terscbut yang perlu

dijelaskan adalah frasa mengenai = cabang-cabang  produksi yang

MU Mubyarto Hostangki, Filsafiar Ekosomt Pancasida, Tamal Filsafat, Vol XXIL No 1. April 2012,
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penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak™
serta frasa “dikuasai oleh negara™ Pada Pasal tersebut ielas sekali
terlihat - bahwa terdapat  adanya peran penting  negara  dalam
Perekonomian Indonesia. dimana terdapat adanya kewajiban negara
untuk  bertindak  dalam  hal mengelola aspek-aspek  penting  dari
perckonomian  oleh  negara  untuk menciptakan  kesejahteraan
masyarakat, dimana hal tersebut adalah merupakan kekuasaan dari
negara  dalam  menentukan  arah perkembangan  perekonomian
Indonesia,

Negara memiliki kewenangan dan tangeung jawab dalam hal
mengelola perckonomian demi kepentingan masyarakat Indonesia,

Pengendalian perckonomian vang dilakukan oleh negara adalah dengan

menguasai sektor-sektor usaha strategis tertentu yang menyangkut hajat
hidup orang banyak. Dikarcnakan perckonomian merupakan tolak ukur
tingkat kesejahteraan rakyat, maka perckonomian merupakan hal yang
sangat  fundamental  bagi  suaty negara dalam twuannya  untuk
menycejahterakan masyarakat, Untuk ity terdapat adanya peran negara
dalam  hal - mewunjudkan kesepahteraan sosial  masyarakat  dalam
perckonomian. Fungsi negara dalam perckonomian dicjawantahkan
dalam salah satu peran negara dimana menurut W. Friedman, negara

normalnya harus bertindak dalam tiga dimensi umum yaitu:'*?

" Gunarto Subardi. Reviralisasi 1t VN Yogyaharte Universiths Atma layu Yogyakara, 2007, him




1) Negara bertindak sebagai regulator (de stuurende) yang
mengendalikan  atau  mengemudikan perckonomian  dimana
didalamnya negara bertindak sebagai wasit (fury).

2)  Negara bertindak sebagai penyedia (de presterende) lebih-lebih
dalam suatu negara yang berfalsafah sebhagi negara kesejahteraan
(welfare stare).

3) Negara bertindak sebagai pengusaha (enterpreneur).

Sebagaimana vang dikemukakan oleh W. Friedman tersebut,
pemerintah selain bertindak sebagai regulator dan penyedia, juga dapat
bertindak sebagai pelaku usaha, dimana peran negara sebagai pelaku
usaha diwujudkan dalam suatu jenis badan usaha yang disebut sebagai
Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN.

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ckonomi dalam
pereckonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi sert
mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perckonomian
nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dimana sesuai
dengan Sistem Ekonomi Pancasila sehagaimana tercantum dalam Pasal
33 ayat (1) sampai dengan avat (5) UUD NR1 1945 yang menyebutkan
bahwa cabang-cabang penting kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara,
sehingga dari pasal ini melahirkan peran penting dari negara dalam
menguasar bidang-bidang usaha perekonomian yvang menyangkut hajat

hidup orang banyak yang diejawantahkan dalam BUMN., Maka dari itu

bentuk badan usaha dimana negara dapat terlibat di dalamnya untuk




merealisasikan tujuan dari penyelenggaraan perckonomian Negara
Indonesia adalah BUMN.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang
investast pemerintah yang  kemudian  diganti - dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor | Tahun 2008 Investasi Pemerintah  adalah
penempatan sejumlah dana dan/barang dalam jangka panjang untuk
mvestast pembelian surat berharga dan investasi langsung  untuk
memperoleh manfaat ckonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Tujuan Investasi Pemenntah adalah  meningkatkan  pertumbuhan
ckonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Investasi
Pemerintah terdiri dari:

[} Investasi Surat berharga

Investasi Surat berharga merupakan investasi dalam  bentuk

saham dan/atau surat. Investasi surat berharga ini dimaksudkan

untuk  memperoleh  manfaat - ckonomi  yang  merupakan
keuntungan yang diperoleh berupa dividen, bunga, capital gain,
dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi

Pemermtah scjumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu,

nvestasi dengan cara pembelian saham dilakukan atas saham

yang diterbitkan perusahaan terbuka, sedangkan untuk pembelian
surat utang dapat dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan
oleh perusahaan, pemerintah pusat/dacrah, dan/atau Negara lain,

2)  Investasi Langsung




Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan atau pemberian
pinjaman oleh Badan Investasi Pemerintah untuk membiayal
kegiatan usaha, meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.

Pelaksanaan Investasi langsung dilakukan melalui penyertaan

madal  dan/atau pemberian  pinjaman dengan  prinsip

menitikberatkan pada sumber dana pemerintah. Pelaksanaan

Investasi Langsung dilakukan antara Badan Investasi Pemerintah

dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing

melalun format atau pola kerja sama yang telah diatur berdasarkan

"asal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2008 Tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 11 Peraturan

Menteri Keuangan  Nomor — 181/PMK.05/2008 Tentang

Pelaksanaan Investasi Pemerintah. Investasi ini dapat dilakukan

dengan dua cara kerja sama, yaitu:

a) Kerja sama investasi antara Badan Investasi Pemerintah
dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerja sama
pemerintah dan swasta (Public Private Partnership).

b) Kerja sama investasi antara Badan Investasi Pemerimtah
dengan  Badan  Usaba  dan/atau BLU,  Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum
asing, dengan selain pola kerja sama Pemerintah dan swasta

(Non-Public Private Parmership).




Kesesuatan Tujuan Pusat Investasi Pemerintah dengan Asas dan
Tupuan BLU, Berdasarkan asas pembentukan BLU, disebutkan bahwa
BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencairan
keuntungan. Hal mi tentu saja bertolak belakang dengan maksud
dibentuknya PIP sebagai pelaksana kegiatan investasi pemerintah,
Dilihat dari semangat kedua sisi peraturan perundang-undangan, vakni
antara Undang-Undang No | Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah No
23 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2008,
tampak adanya ketidaksesuaian antara semangat BLU sebagai badan
non profit oriented dengan PIP selaku operator investasi vang
mengedepankan  tujuan - perolehan  keuntungan  ckonomi  (profir
oriented),

Kemudian dalam Pasal | ayat 23 UU No | Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara, BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencar keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Definisi BLU yang diberikan
oleh Undang-Undang i diterapakan pula sebagai definisi yang sama
mengenal BLU pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005, Tampak
pada - definisi tersebut BLU  dalam  memberikan  layanan  tidak
mengutamakan pencarian keuntungan. Hal ini ditegaskan kembali pada

Pasal 3 ayat 5 PP No 23 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa BLU
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menyelengearakan  kegiatan  tanpa mengutamakan  pencarian
keuntungan.

Namun, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No
I Tahun 2008 discbutkan bahwa Investasi  Pemerintah  adalah
penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang
untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau mantaat lainnya.
Tujuan darr investasi pemerintah ini pun ditegaskan kembali pada Pasal
2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2008 Tentang Investas:
Pemerintah,  dimana Investasi Pemerintah  dimaksudkan — untuk
memperoleh manfaat ckonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya,
Peraturan Pemerintah tersebut menempatkan tujuan perolehan manfaat
ckonomi schagai manfaat pertama atas adanya investasi pemerintah,

Yasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2008 tersebut pun
menyatakan  bahwa investasi surat berharga  dimaksudkan  untuk
mendapatkan - manfaat  ckonomi  sementara  investasi  langsung
dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ckonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya. Penjelasan Pasal 6 tersebut menyatakan bahwa vang
dimaksud  manfaat ekonomi atas investasi surat  berharga  yakni
keuntungan berupa deviden, bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai

perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu

dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan




“manfaat ckonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya™ atas investasi

langsung adalah:

1) Keuntungan berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai
perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah
tertentu dalam jangka waktu tertentu;

2} Pemngkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3)  Pemingkatan pemasukan pajak bagi Negara sejumlah tertentu
dalam  jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung  dari
investasi bersangkutan: dan/atau

4)  Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
Jangka waktu tertentu scbagai akibat langsung dari investasi
bersangkutan.

Hal ini- menunjukkan Adanya ketidaksesuaian dalam  kedua
peraturan tersebut, antara semangat BLU scbagai badan (non profir
oriented) dengan PIP selaku operator investasi pemerintah yang
mengedepankan perolehan keuntungan  ckonomi (Profit oriented.
Ketidaksesuaian tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan
Karena mind business dari kegiatan investasi adalah memaksimalkan
keuntungan.,

Eksistensi Pusat Investasi Pemerintah yang dijalankan oleh organ

Pemerintah berbentuk BLU, menurut Peraturan Pemerintah tentang

Investasi Pemerintah, bentuk investasi pemerintah vang dilaksanakan




oleh PIP adalah investasi surat berharga yang meliputi investasi dengan

cara pembelian saham dan/atan investas: dengan cara pembehan surat

utang, serta investasi langsung vang meliputi penvertaan  modal
dan/atau pembertan pinjaman,

Dika dilihat dari syarat substantif BLU, tampak bahwa kegiatan
mvestasi pemerintah bukanlah termasuk ke dalam kegiatan layanan
umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005, Dijelaskan pula dalam pasal tersebut bahwa bidang
layanan umum yang diselenggarakan oleh PPK-BLU meliputi kegiatan
pemerintah - yang  bersifat  operasional  dalam  menyelenggarakan
pelayanan  umum  yang menghasilkan  semi  barang/jasa  publik.
Kemudian dalam persyaratan substantif pengajuan BLU disebutkan
bahwa yang bisa menjadi BLU adalah mereka yang melakukan kegiatan
dengan layanan umum kepada masyarakat, seperti:

1) Penyediaan barang dan/jasa layanan umum Contoh instansi yang
menyelenggarakan penyediaan barang/atau jasa layanan umum
adalah pelayanan bidang keschatan seperti rumah sakit pusat atau
daerah, penyclenggaraan  pendidikan, serta pelayanan  jasa
penelitian dan pengujian,

2)  Pengelolaan  wilayah/kawasan  tertentu  untuk  tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum;

dan/atan  Contoh  instansi  yang  melaksanakan  kegiatan
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pengelolaan wilayah atau kawasan secara otonom adalah Otoritas

dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).

3)  Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ckonomi
dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Contoh instansi yang
melaksanakan pengelolaan dana adalah pengelola dana bergulir
untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman,
dan pengelola tabungan perumahan,

Berdasarkan  kriteria persyaratan substantif dimaksud, pada
dasarnya PIP tidak dapat memenuhi ketiga persyaratan substantif
tersebut dan tidak terdapat unsur layanan, scbagaimana  yang
disyaratkan dalam persyaratan substantif. Terlebih dalam Peraturan
Menteri Keuangan  Nomor  178/KMK.01/2008 Tentang  Standar
Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah (SPM-PIP) meliputi
substansi layanan pada Pusat investasi Pemerintah yang terdiri dari:
Investasi jangka panjang, Divestasi atas Investasi Jangka Panjang.
Investasi pada instrumen jangka pendek, dan Divestasi atas investasi
pada Instrumen jangka pendek.

Berdasarkan  SPM-PIP  tersebut  tidak — discbutkan  standar
pelayanan kepada masyarakat sebagai sebuah pelayanan umum. karena
memang PIP sendiri sebelumnya sudah tidak  memenuhi svara
substantif’ sebagaimana layaknya instansi  pemerintah  lain yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK

BLU). Namun, berdasarkan KMK No 91/KMK.05/2000 Tentang




Penctapan Pusat Investasi Pemerintah sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan  Pengelolaan  Kevangan  Badan  Layanan  Umum,
menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penclitian dari tim penilai,
diputuskan bahwa PIP ditetapkan sebagai instansi pemerintah pada
Departemen Keuangan  yang memenuhi syarat substantif. tekmis
maupun administratif yang menerapkan PPK-BLU secara penuh.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya
persaingan membuat UMKM  harus mampu menghadapi tantangan
global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan
sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran.
Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri,

‘¢
utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian
membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat
UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menverap tenaga kerja
terbesar di Indonesia,'*

Pengertian Perbendaharaan Negara menurut UU No. | Tahun
2004 adalah “pengelolaan dan pertanggungjowaban keuangan negara,
termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dacrah; pencegahan
agar Jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan: pencarian

sumber pembiayaan yang paling murah: dan pemanfaatan dana yang

" Sudaryanto, The Need for 1CT-Education for Manager o Agribisoessman to bieveasing Farm
ficome: Study of Factor Influences on Computer Adoption tn East Java Farm Agedhvmess Imemanional
Tourmal of Education and Development, JEDICT, Vol 7No 1, 2011, hlm, $6.67
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menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya
keuangan.

Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kenangan
yang dilaksanakan di dunia usaha ke dalam pengelolaan Kevangan
pemerintah - tidak  dimaksudkan untuk  menyamakan  pengelolaan
keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan scktor
swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Dalam
kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum
publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga  pemerintah, negara
berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakvat (welfare
state),

Namun, pengelolaan keuangan scktor publik yang selama imi
menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur
pemerintah yang mengelola keuangan sektor publik tidak lagi dianggap
berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para protesional. Oleh
karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan kenangan
pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang
pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan:
pencarian sumber pembiayaan yang paling murah: dan pemantaatan
dana yang menganggur (idle cash) untuk menmgkatkan nilar tambah
sumber daya keuangan, Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di dunia usaha ke dalam

pengelolaan  keuangan  pemerintah  tidak  dimaksudkan  untuk
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menyamakan - pengelolaan  kevangan  scktor  pemerintah - dengan
pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah
suatu lembaga politik. Dalam kedudukannya, negara tunduk pada
tatanan hukum publik.

Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha
memberikan jaminan Kescjahteraan kepada rakyat (welfare state),
Namun, pengelolaan  keuangan  scktor publik  yang selama ini
menggunakan pendekatan supenoritas negara telah membuat aparatur
pemerintah yang mengelola keuangan sektor publik tidak lagi dianggap
berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh

.,
karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan
pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang
(APBN/APBD)".  Sejalan  dengan  perkembangan  kebutuhan
pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnva fungsi
perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan
pemerintah yang terbatas secara cfisien.

Pembiayaan Ultra: Mikro (UMi) merupakan program  tahap
lanjutan dart program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang
menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, vang belum
bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakya
(KUR). Pembiayaan UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal

Rpl0O juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Non

Bank. Pemenintah menunjuk Badan Lavanan Umum (BLU) Pusat




Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan Umi.
Pembiayaan Umi disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang
menyalurkan pembiavaan Umi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT
Bahana Artha Ventura. serta PT Permodalan Nasional Madani
(Persero).  Sumber pendanaan  berasal  dari APBN.  kontribusi
pemerintah dacrah dan lembaga-lembaga Keuangan, baik domestik
maupun global.

Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) merupakan program tahap
lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang
menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum

v
bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Umi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 10 juta per

nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank.

Tabel 4 Perbedaan KUR dan UM

KRITERIA KUR UM

Lembaga Penyalur Perbankan dan Lembaga  |Lembaga Keuangan Non
Keuangan Bank

Plafon sd. Rp25 juta (Mikro) Maksimal 10 juta
Rp25juta s.d. Rp300 juta
(ritel)

Penerima Usaha Mikro dan Keeil Pelaku Usaha Ultra mikro

Tenor Pinjaman Jangka Panjang (=1 tahun) [Jangka pendek (<52

minggu)

Agunan Usaha Keeil diperlukan Untuk pembiayaan
agunan sebagaimana kelompok tidak ada agunan
ketentuan Perbankan

Pendampingan dan Tidak wajib Wapb

Pelatihan




Konsep Dukungan Subsidi bunga PIF memberikan pinjaman

pemerintah ke LKBB dengan bunga
2%-4%

Prosedur Pinjaman Mekanisme perbankan Mekanisme LKBB

Sumber Pendanaan Perusahaan Penyalur APBN

Syarat mendapatkan UMi

I, Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan/koperasi.

o

Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Nomor Induk

Kependudukan Elektronik.

3. Memiliki ijin usaba/keterangan usaha dari instansi pemerintah
-

dan/atau surat Keterangan usaha dan penyalur,

Lembaga Penyalur
Produk Kreasi UMi (PT Pegadaian)

Keuntungan:

. Pengajuan Kredit sangat cepat dan mudah
2. Jangka waktu pinjaman Fleksibel

3. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
4. Jaminan BPKB

Produk Mckaar (PT Permaodalan Nasional Madani)

Keuntungan:
. Mengadopsi Pola Grameen Bank
2.

Wanita prasejahtera secara berkelompok

ot

Pinjaman modal serta binaan untuk membuka usaha
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4. Disiplin hadir dalam setiap pertemuan dengan kelompok dan
MENEangsur pimjaman

Produk Koperasi (PT Bahana Artha Ventura)

Keuntungan :

1. Lembaga Linkage

t

Komida

3. AKR

4. Sidogin

5. BMT BUS :

Pembiayaan  mikro  dan Kecil  dapat - menjadi alat untuk
memberikan pembiayaan atas skala usaha yang dijalankan masyarakat
dengan tuyuan untuk  mengangkat taraf’ dan kesejahteraan  hidup
masyarakat terutama masyarakat miskin. Pada dasarnya hal terpenting
dan yang menjadi permasalahan mendasar bagi masyarakat usaha
mikro dan  keeitl  yawtu masalah pembiayaan,  Pada umumnya
pembiayaan/pendanaan tersebut digunakan untuk memulai usaha bisnis
dan atau menmgkatkan skala usaha, Selain sebagm modal kerja,
pembiayaan mikro juga dapat dimaksudkan untuk tujuan pendidikan,
kesehatan dan kebutuhan sosial yvang sangat dibutuhkan lainnya.
Dengan Kata lamn, kredit mikro dan kecil selain bertujuan untuk
memproduksi keuntungan ekonomi juga mendapatkan keuntungan

sosial.
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Lebih lanjut secara prinsip dapat dikatakan bahwa pembiayaan

mikro dan keeill mempunyan dua tujuan utama vaitu:

h,

Memberikan dampak sosial atau social impact Suatu pembiayaan
mikro/kecil  seyogyanya diharapkan memiliki tjuan  untuk
meningkatkan  Kesejahteraan masyarakat  khususnya  keluarga
miskin yang menjadi nasabah dari suatu institusi pembiayaan itu
sendiri; dan

Keberlanjutan institusi pembiayaan mikro kecil atau financial

sustainabilin.

Bagaimana lembaga  keuangan  mikro/kecil  tersebut  dapat

menutup biaya operasionalnya, dan mampu memelihara dengan baik

serta mempertahankan pelavanan jasa keuangannya bagi masyarakat

usaha mikro dan kecil. Bahkan diupayakan lebih lagi supaya institusi

pembiayaan tersebut dapat meningkatkan kualitas jasa pelayanannya.

Penyalur dalam Pembiayaan UMi meliputi:

h.

Lembaga Keuangan Non Bank.

Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana / Badan Layanan
Umum Dacrah (BLUD) Pengelola Dana.

Koperasi Simpan Pingam /7 Unit: Simpan  Pinjam  Koperasi
(KSP/USP  Koperast)  dan - Koperast - Simpan - Pinjam  dan

Pembiayaan Syarniah / Umit Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah (KSPPS/USPPS Koperasi),




Penyalur sebagaimana dimaksud tersebut dapat menjalankan

kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip

syariah. Pelaksana Pembiayaan UM yaitu Pusat Investasi Pemerintah -

Badan Layanan Umum Kementenan Keuangan Republik Indonesia,

dan Penyalur Pembiayaan Umi terdiri dari:

PT Permodalan Nasional Madani (langsung ke usaha mikro);
PT Pegadaian (langsung ke usaha mikro);
T Bahana Artha Ventura (kerjasama / linkage dengan KSP/USP

Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi).

Dalam buku l’umlji Anoraga diterangkan bahwa secara umum,

sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:'

b,

.

Sistem pembukuan - yang  relatif  administrasi  pembukuan
sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi
pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up 10 dare
sehingga sulit untuk memlai kerja usahanya,

Margm usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang
sangat tinggi,

Modal terbatas

Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan  masih

sangat terbatas.

" Pandii Anoraga, Ebonoms Il Kagian Makro dan Mikro, Yogvukare I'E D Chandra Wacana.
2010, him. 32




¢ Skala ckonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan
untuk mampu menckan biaya mencapai titik efisiensi jangka
panjang.

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar
sangat terbatas,

g Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendab,
mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya.  Untuk

mendapatkan dana dipasar - modal, sebual perusahaan harus

mengikuti sistem administrast standar dan harus  transparan,

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya

kelemahan-kelemahan — yang  sifatnya  potensial — terhadap
»>

umbulnyva masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah

mternal - terwtama yang  berkamtan  dengan  pendanaan  yang

tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.'*

Mekanisme  penyaluran pembiayaan  Ultra - Mikro  dapat
dnabarkan sebagai berikut:

Penunjukan Penyalur oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP),
Dalam  rangka  pelaksanaan  Pembiayaan  UMi. PIP  melakukan
penunjukan Penyalur dan melakukan penilaian kelayakan. Penyalur
dapat menggunakan tenaga profesional dan/atau pertimbangan institusi

yang berwenang membina Penyalur dengan Kritena:
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) Memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling singkat 2

(dua) tahun;

2) Mampu melakukan pendampingan atau pelatihan secara rutin:

3) Schat dan berkinerja baik:

4) Memiliki online system dengan SIKP;

5) Kritenia lain yang ditetapkan oleh PIP,

a. Pembiayaan UM disalurkan dengan pola penyaluran langsung

dan penyaluran linkage.

b. Penyaluran Pembiayaan UMi dari PIP kepada Penyalur dilakukan

melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan  syariah

-

dengan syarat dan Ketentuan:

1

3)

4

N
—

Penyalur sanggup menyalurkan Pembiayaan UMi dengan
target vang ditetapkan oleh PIP:

Jangka waktu pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun
termasuk masa tenggang:

PIP dapat  mengenakan  suku  bunga/margin Kepada
Penvalur:

Dalam hal PIP mengenakan bunga/margin, pembayaran
bunga/margin dilakukan oleh Penyalur setiap bulan setelah
penarikan dana;

Penarikan  dana dilakukan  secara  bertahap  dengan

ketentuan:




a)  Tahap pertama paling banyak sebesar 50% (lima pulub
persen) dari plafon pembiayaan:

b)  Tahap selanjutnya dilakukan dengan
mempertimbangkan — realisasi penyaluran  atas
penarikan sebelumnya,

6)  Penyalur memjaminkan  piatang  lancar dengan Fidusia
paling sedikit sebesar rencana penartkan pertahap:

71 Penyalur wajib memperbaharui piutang yang dijaminkan
dalam hal prutang yang dijaminkan macet atau jatuh tempo:

8)  Persyaratan lain yang ditetapkan oleh PIP. -

Dalam hal Penyalur tdak dapat melakukan penvaluran sesuai

target yang ditetapkan oleh PIP, maka PIP dapat menank

pembiayaan yvang tidak tersalurkan,

Penyaluran Pembiayaan UMI dari Penyalur/Lembaga Linkage

kepada  anggota  (debitur)  dilakukan  melalui - pembiayaan

konvensional atau pembiayaan syariah, dengan svarat dan

ketentuan:

1y Digunakan untuk pembiayaan usaha produktif;

2)  Tidak diwajibkan agunan tambahan:

3)  Diberikan kepada anggota (debitur) perorangan dan/atau
badan usaha:

4} Penyaluran kepada anggota (debitur) perorangan dapat

dilakukan secara individu dan/atau melalun kelompok:




5)

0)

7

8)

Dalam hal diberikan kepada anggota (debitur) perorangan

melalui kelompok, maka Penyalur/Lembaga Linkage:

a)  Wajib melakukan pendampingan kelompok:

b) Menerapkan mekanisme tanggung renteng:

¢} Tidak diperkenankan meminta agunan tambahan.

Plafon pembiayaan paling banyak sehesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk | (satu) kali

akad pembiayaan:

Akumulasi jangka waktu pembiayaan per anggota (debitur)

paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan.

Bunga/margin ditetapkan dalam* Perjanjian Pembiayaan

antara Penyalur/Lembaga Linkage dan anggota (debitur)

dengan memperhatikan:

a) Bunga/margin PIP kepada Penyalur atau Penvalur
kepada Lembaga Linkage:

b) Biaya operasional.

¢) Margin keuntungan;

d) Premi resiko.

¢ Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

B

Penyalur menata usahakan penyaluran Pembiayaan UM
melalui koneksi antar sistem dengan SIKP sesuai peraturan

perundang-undangan mengenai Sistem Informasi Kredit

Program:




2)  Dalam hal Penyalur belum mampu melakukan koneksi
langsung antar sistem dengan SIKP, pertukaran data

Penyalur dengan SIKP dapat dilakukan secara manual,

Pelaporan,

Dalam  pelaksanaan  Pembiayaan  UMi. Penyalur — wajib
menyampaikan:

1) Dokumen penyaluran paling kurang terdiri atas:

) Akad kredit antara Penyalur/Lembaga Linkage dengan
Debitur:

b) lzin usaha/keterangan usaha dari instansi Pemerintah
dan/ atau surat pernyataan usaha dari Penyalur; dan

¢) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

2)  Dokumen penyaluran tersebut disampaikan kepada KPPN
yang wilayah kerjanya meliputi lokasi anggota (debitur)
bersangkutan dengan ketentuan:

a) Melalui surat elektronik dalam bentuk soft copy berupa

hasil scan dokumen penyaluran: dan

b) Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tanggal akad

kredit Debitur,

3y Laporan tahunan terdiri atas
a) Laporan Keuangan vang telah diaudit:

b) Rencana  Kerja  dan  Anggaran  tahunan yang

mencantumkan kegiatan Pembiayaan UMi;




¢) Laporan Realisasi Kinerja Koperasi.

4y Laporan tahunan tersebut disampaikan kepada PIP paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah  dokumen
ditetapkan.

¢ Sanksi

1) Dalam hal Penyalur melakukan penyaluran  dan/atau
penatausahaan pembiayaan usaha mikro menyimpang dan
ketentuan, maka  PIP  dapat  menghentikan  kegiatan
penyaluran vang dilakukan oleh Penvalur:

2)  Dalam hal Pcnyalur' tidak  menvampaikan  dokumen
penyaluran dan laporan tahunan, Penvalur dapat dikenakan
sanksi berupa denda:

3)  Ketentuan mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan

denda diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pembiayaan

antara PIP dengan Penyalur,

Mengenar Kredit Usaha Mikro (KUR), berdasarkan Pasal 1 angka
(1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah menyebutkan: “Usaha Mikro adalah usaha produktit
milik orang perorangan dan/atau badan usaha  perorangan vang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.” Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus

dipenuhi agar dapat Disebut sebagai usaha mikro, yaitu:




1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000.- (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau

2)  Memiliki  hasil  penjualan  tahunan paling  banyak  Rp
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 lentang
Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah  memberikan  pengertian
pemberdayaan sebagai upaya vang dilakukan Pemerintah., Pemerintah
Dacrah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro,
kecil, dan menengah schingea mampu tumbuh dan berkembang
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Selanjutnya pada Pasal | ungku.(l(n Undang-Undang No. 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro. Kecil dan Menengah memberikan
definisi dari upaya pengembangan, yaitu: Upaya vang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Dacrah, dunia usaha. dan masyarakat untuk
memberdayakan usaha mikro, keeil, dan menengah melalui pemberian
fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha
mikro, kecil, dan menengah, Ketentuan untuk dikatakan sebagar usaha
kecil harus sesuai dengan beberapa Ketentuan yang diatur oleh undang-

undang, di antaranya  ketentuan mengenal besarnya modal  dan

pendapatan, Ditinjau dari sisi modal dan pendapatan, Pasal 6 ayat (2)
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hurut a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur harus
memiliki kekayaan bersih lebih dar dart Rp 50.000.000.- (Tima puluh
Juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000.- (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300,000,000, (tiga ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2, 500.000.000,- (dua
milvar lima ratus juta rupiah),

Pengertian Usaha Mikro menurut keputusan menteri keuangan
dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah
Usaha produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kredit usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) udak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha: atau memiliki hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Karakteristik
Usaha Mikro menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah

sebagai berikut:

a)  Jenis barang/komoditi usahanya tidak sclalu tetap, sewaktu-
waktu dapat berganti,

b)  Tempat usahanya ndak sclalu menetap, sewaktu-wakt dapat
pmdah tempat.

¢)  Belum  melakukan  administrast Kevangan  yang  sederhana
sckalipun, dan tidak memisahkan kevangan keluarga dengan

Keuangan usaha,

230




d)  Sumber daya manusia (pengusahanya) belum memiliki jiwa
wirausaha yang memadai.

¢)  Tingkat pendidikan rata-rat relatif sangat rendah,

i Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian
sudah akses ke lembaga kenangan non bank.

2)  Umumnya tidak menuliki izin usaha atau persyaratan legalitas
lainnya termasuk NPWP.
Peran Negara  dalam  menyejahterakan masyarakat - sebagai

amanat dari Alinea ke-1V UUD 1945, vang menyebutkan mengenai

tujuan nasional, vaitu melindung) segenap bangsa  Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial adalah dengan melaksanakan pembangunan ckonomi yang
didasari dengan jiwa Pancasila, dimana secara substantif Kegiatan
mvestasi yang dilaksanakan oleh BLU-PIP dalam memberikan Kredit

Ultra: Mikro terhadap masyarakat yang tidak bankable merupakan

bentuk peran Negara dimana BLU-PIP merupakan badan investasi

pemenintah vang didirikan sebagai perwujudan amanat dari Pasal 41

dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara yang dibentuk sebagar badan layanan umum

dan mempunyai tugas untuk mengelola investasi Pemerintah, selain itu

pihak-pihak yang membantu jalannya pembiayaan Ultra Mikro untuk




disalurkan Kepada masyarakat adalah perusahaan-perusahaan yang
dikelola Pemerintah, atau disebut sebagai BUMN, vaitu PT Pegadaian,
PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani,
schingga penyaluran yang dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.

Negara dalam hal mi kewenangan diberikan kepada BLU PIP,
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus berperan sccara
proaktif dalam menjalankan perannya sehingga kegiatan pemberdayaan
usaha ultra mikro dalam dilakukan secara simplifikasi secara proses
bisnis, lebih efektif, efisien dan menjangkau pelaku usaha ultra mikro
yang tepat, Sehingga terhadap skema pembiayaan Ultra Mikro mampu
meningkatkan kualitas dan taral hidup masyarakat yang berimplikasi
pada negara semakin produktifl” dan mewujudkan walfare state serta

tercapainya tujuan bernegara sebagaimana Alinea keempat pembukaan

UUD 1945,




Konsep  Reformulasi terhadap  Inkonsistensi Pengaturan
Pengelolaan Pembiayaan Ultea Mikro di Indonesia

Twuan dari pembentukan BLU sebagaimana diatur dalam UU
Perbendaharaan dan PP 231’2()()5.‘Bl.l| dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan  mencari Keuntungan dan dalam
melakukan  kegiatannya  didasarkan pada  prinsip efisiensi  dan
produktivitas. Disamping itu Pasal 2 PP 23/2005 menjelaskan secara
jelas bahwa tjuan BLU untuk menimgkatkan pelayanan kepada
masvarakat dalam  rangka  memajukan kescjahteraan  umum  dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas
dalam  pengelolaan  keuangan  berdasarkan prinsip ckonomi  dan
produktivitas, dan penerapan praktek bisnis vang schat. Selain ity
twuan pembiayaan ultra mikro dapat ditemukan di Pasal 2 PMK
193/2020 yang menyatakan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan
untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bag
Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi
oleh Pemerintah,

Namun dengan terbitnya PMK 172021 vang diundangkan pada
tanggal 15 Januari 2021 tentang Tanf Layanan Badan Layanan Umum
Pusat Investasi Pemerintah Pada  Kementerian Keuangan memuat

pengaturan terkant besaran tarif lavanan pembiayaan ultra mikro yang
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memberatkan pelaku usaha dan kurang mempertimbangkan aspek-
aspek sehagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PP No. 74 Tahun 2012,

Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP)
sebagai organ negara yang saat ini memiliki tugas dan fungsi schagai
koordinator dana untuk  melaksanakan tugas penghimpunan  dan
penyaluran dana untuk pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana Pasal 4
ayat (2) PMK 19372020 harus dikonstruksikan sebagaimana hakikat
dart Badan Layanan Umum secara harfinh berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Adanya pergeseran pelaksanaan kebijakan, tugas, dan fungsi
Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) dalam
menjalankan peran sebagai coordinator Fund pembiayaan Ultra Mikro
harus direformulasikan sebagaimana maksud dan tujuan serta dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dimana Badan Layanan
Umum dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
tanpa mengutamakan mencart keuntungan dan dalam  melakukan
kegiatannya  didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Dengan adanya inkonsistensi pengaturan PMK  1/2021 terhadap
peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pembiayaan
ultra mikro. penting adanya rekonstrukst PMK 172021 vang mengenai
tanif layanan pembiayaan ultra nukro di Indonesia,

Rekonstruksi pengaturan tarif layanan pembiayaan ultra mikro

bertujuan untuk meminimalisir tarif pembiayaan yang tidak sesuai atau
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”

sejalan dengan hakikat dan tujuan pembentukan BLU PIP sebagai

lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro kepada pelaku usaha di

masyarakat. Alternatuf’ upaya rekonstruksi pengaturan tarif layanan

pembiayaan ultra mikro dapat dilakukan sebagai berikut:

b.

Mengubah klausul pasal-pasal yang ada di PMK 1/2021 yang
berkaitan dengan pengenaan tarif layanan pembiayaan ultra
mikro

Penerbitan Peraturan Pemermtah tentang Pembentukan BLU
sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro yang terintegrasi dari

BLU Pusat sampai ke Daerah.

Adapun tekmis rekonstruksi pengaturan tarif layanan pembiayaan ultra

mikro sebagai berikut:

Perubahan Klausul Pasal dalam PMK Nomor | Tahun 2021

UL Perbendaharaan Negara memberikan penjelasan bahwa
pada dasarnya BLU dibentuk untuk memberikan  pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencart keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas. Hal ini selaras dengan pengaturan PP 23/2005
bahwa tujuan BLU untuk  meningkatkan pelayanan  kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kescjahteraan umum dan

mencerdaskan  kehidupan bangsa  dengan memberikan

flcksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip



ckonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang

sehat,

Namun, dalam praktik perjalanannya diterbitkanlah PMK
172021 yang mengatur tentang Tarif Layanan Badan Layanan

Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan,

Dalam PP ing dijelaskan pada Pasal 4 sebagai berikur:
D Tanif layanan pembiayaan ultra mikro me alui pembiayaan

Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufq

merupakan tanf pembiayaan kepada penyalur dan/ atan

lembaga linkage dalam bentuk tingkat suky bunga efektif
per tahun,

2} Untuk pola penyaluran langsung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 avat (1) huruf a, tarif pembiayaan dengan

tingkat suku bunga efektif per tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dikenakan kepada penyalur paling tinggi

schesar 4%, (empat persen) dari realisasi  penyaluran

pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi

Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

. |\
3 Unwk pola penvaluran  tidak langsung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 avat (1) huruf b, tarif pembiayaan

dengan tingkat sukuy bunga efektif per tahun sebagaimang

dimaksud pada avat (1) dikenakan kepada penyalur paling '

tinggi sebesar 2% (dua persen) dani realisasi penyaluran
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pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi

Pemerintah pada Kementerian Kenangan  dan kepada

lembaga linkage paling tinggi sebesar 6% (enam persen)

dan realisasi penyaluran pembiayaan oleh penyalur,

41 Penetapan tanif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) mempertimbangkan paling sedikit meliputi
suku bunga kepada debitur, keperluan pembiayaan, tata
cara pencaran dana, dan/ atau wilayah penyaluran.

5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pembiayaan
ultra nukro melalui pembiayaan konvensional, jangka
waktu pembiayaan, pengembalian pokok pembiayaan,
pembayaran  bunga  pembiayaan,  sanksi,  peninjavan
kembali pembiayaan, jaminan, tingkat suku bunga di
debitur dan/atau denda diatur dalam  perjanjian antara
Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada
Kementerian Kevangan dengan penyalur.

Peraturan - Menten Keuangan  yang  mengatur  skema
penyaluran ndak langsung berimplikasi terhadap sulitnya kendal
pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan dan BLU
PIP sebagai pengelola Pembiayaan  Ultra Mikro  sebagai
Representasi Pemerintah, penyaluran tidak langsung berdampak
pada panjangnya rangkaian penyaluran yang berimplikasi pada

bertambahnya beban biava yang harus ditanggung oleh Debitur,
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Sehingga merugikan masyarakat dengan adaknya mekanisme
rantal penyaluran yang panjang,

Besarnyva beban biaya yang harus ditanggung oleh debitur
berimplikasi pada tidak  terwujudnya  maksud  dan  tujuan
pembiayaan  ultra mikro  dalam  rangka  menciptakan  dan
menghasilkan  Kesejahteraan  bagi masyarakat  kelas  bawah,
Dimana Ultra Mikro berada di lapisan terbawah yang belum bisa
difasihitast perbankan melalui program Kredit lainnya, Hal i
berbeda dengan program pemerintah dalam Kredit Usaha Rakyat
(KUR) yang berfokus pada UMKM atau levelnya berada diatas
Ultra Mikro  namun  dalam  praktiknya oleh  Pemerntah
memberikan Subsidi Bunga dan menentukan imitatif atau batas
tertmggr suku bunga Kredit Usaha Rakyat. Tentunya hal im
menjadi tidak berkeadilan, dengan pembiayaan Ultra Mikro yang
tidak mengatur suku bunga atau beban biaya maksimal yang
harus ditanggung oleh Debitur,

Diketahui bahwa pembiayaan usaha Ultra Mikro (UMi)
dapat menstimulus perkembangan Ekonomi Kerakyatan dengan
memberikan penyederhanaan akses kepada masyarakat yang
membutuhkan  pembiayaan  Ultra Mikro  serta memberikan
sosialisasi  kepada masyarakat agar masyarakat yang tidak

hankable dapat difasilitasi dengan baik untuk mendapatkan akses
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pembiayaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan
kesejuhteraan masyarakat.

Saat ini skema bisnis yang dilakukan PIP dirasa kurang
clekuf, sehingga dalam pelaksanaannya kurang memberikan hasil
maksimal  sebagaimana  maksud  dan tujuan - dilakukannya
pembiayaan Ultra Mikro. Hal ini terlihat dari Jumlah masyarakat
yang  mendapatkan  akses pembiavaan ultra  mikro yang
sesungguhnya dapat lebih meningkat. keberhasilan pembiayaan
ultra mikro (UMi) bukan hanya dilihat dari Jumlah masyarakan
yang dapat menerima akses pembiayaan tersebut, namun dilihat
dart indikator tingkat kualitas keberhasilan yang dicapai. Apakah
pembiayaan yang dilakukan dapat mengoptimalkan usaha yang
dilakukan oleh Nasabah Ultra Mikro,

Skema penyaluran ultra mikro yang menggunakan skema 3
(tiza) rantai dart BLU PIP kepada Lembaga Penyalur (Pegadaian,
PNM, PMV) kemudian disalurkan kepada Masyarakat dengan
disertai adanya kewajiban bunga berimplikasi pada penambahan
beban  yang  harus ditanggung  oleh  masyarakat pengguna
pembiayaan Ultra Mikro. Karena terhadapnya terbebant untuk
pembayaran bunga yang ditentukan oleh BLU PIp kepada
Lembaga Penyalur dan Lembaga Penyalur kepada Masyarakat

pengguna pembiayaan Ultra Mikro. Schingga dipahami hal ini

tidak efektif untuk diterapkan dan memberikan implikasi pada




peningkatan - kesejahteraan  masyarakat sehagaimana  prinsip
ckonomi kerakyatan,

Scbagaimana  Pasal 2 PMK No. 95/PMK.05/2018.
Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas
pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha Ultra Mikro serta
menambah jumlah wirausaha yang difasihtasi oleh Pemerintah,
Dimana Pembiayaan Ultra Mikro dilaksanakan oleh BLU PIP.
Diketahui  bahwa Badan Layanan Umum  Pusat  Investasi
Pemerintah (BLU PIP) adalah unit pelaksana investasi vang
kedudukannya berada dibawah kewenangan termasuk  dalam
organ  Kementerian - Keuangan.  Dimana segala  kebutuhan
operasional BLU PIP dapat didapatkan dari Sumber APBN cq
DIPA Kementerian Keuangan.

asal 5 avat (1) huruf ¢ PMK No. 95/PMK.05/2018
menyatakan bahwa pembiayaan Ultra Mikro dapat bersumber
dari pendapatan dari pembiayaan, yang dijelaskan lebih lanjut
pada Pasal 5 ayat (4) a quo bahwa Pendapatan dari pembiayaan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
pendapatan dari penyaluran Pembiayaan Ultea Mikro berupa
bunga, marjin, bagi hasil. dan/atau hasil lainnya. Hal inilah vang
sesungguhnya menjadi akar persoalan implementas penvaluran

pembiayaan Ultra Mikro.
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Adanya skema ini dirasa memberikan beban lebih kepada
masyarakat pengguna pembiayaan Ultra Mikro, karena harus
menanggung biaya bunga terhadap ketentuan yang dilakukan
oleh BLU PIP kepada lembaga penyalur dan penyalur kepada
Masyarakat pengguna  pembiayaan  Ultrn - Mikro. Adanya
ketentuan ini dirasa tidak selaras dengan semangat negara untuk
menyediakan fasilitas pembiayaan,

Esensinya menyediakan pembiayaan bagi usaha ultra mikro
adalah tinggung jawab negara. Sehingga terhadapnya negara ¢.q
Pemerintah c.q BLU PIP tidak boleh memungut bunga termasuk
untuk dijadikan penambahan sumber pembiayaan Ultra Mikro,
Schingga masyarakat hanya dapat dibebankan biaya bunga pada
lembaga penyalur yang mana lembaga penyalur diberikan beban
untuk mencari sasaran penyaluran, mengelola dan melakukan
monitoring serta penanggung atas risiko. Dengan ketentuan
bahwa rare bunga tersebut dalam kendali dan kontrol dari negara
¢q Pemerintah c.q BLU PIP supaya masyarakat benar-benar
mampu memanfaatkan pembiayaan Ultea Mikro tersebut untuk
peningkatan kualitas hidup dengan ekonomi Kerakyatan vang
dimiliki bangsa Indonesia.

Badan  Layanan  Umum  Pusat  Investast  Pemerintah
scharusnya dibentuk dengan tetap memperhatikan esensial dari

Badan Layanan Umum tersebut, hal ini sebagaimana Penjelasan
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Umum bagian Pengelolaan Keuvangan Badan Layanan Umum
pada UU No. 1 Tahun 2004 bahwa “dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan
Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam
rangka memajukan kescjahteraan umum  dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. ... dst”, Sehingga terhadap BLU  PIP
scharusnya memiliki semangat yang sama vaitu memajukan
kesejahteraan  umum, namun  tidak  terbatas pada adanya
ketentuan pemberian beban bunga yang akan dijadikan sebagal
penambahan  sumber  pembiayaan,  Karena sesungguhnya
terhadap ~ pemenuhan  sumber  pembiayaan merupakan
kewenangan dan menjadi tanggung jawab pemermtah untuk
menyediakan dan mengelola.

Penghapusan  skema  pembebanan biaya bunga  untuk
penambahan  sumber pembiayaan  Ultra Mikro merupakan
kewenangan dari Pemerintah ¢.q Kementerian Keuangan sebagai
unit Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengelola
pembiayaan  Ultra Mikro ini. Schingga  Presiden schaga
pemegang  kekuasaan  Pemerintahan  dengan kekuasaan  dan
kewenangannya  dapat menentukan bahwa  pemberian beban
bunga terhadap masyarakat untuk dijadikan schagai sumber

pembiayaan Ultra Mikro tidak tepat dan dihapuskan, karena
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pemenuhan sumber pendanaan pembiayaan merupakan tanggung
Jawab  negara, sehingga tidak dapat  dibebankan  kepada
masyarakat - pengguna pembiayaan  Ultra Mikro yang
dikualifikasikan sebagai golongan rentan dan perlu diberikan
perhatian khusus untik mendapatkan perlindungan dan akses
perkembangan usaha sebagai bentuk tanggung jawab negara,

Selain  penghapusan  beban bunga  untuk  sumber
pembiayaan  Ultra Mikro, terhadap  masyarakat  pengguna
pembiayaan ini harus  diberikan  insentif-insentif  untuk
memberikan  fleksibilitas  masyarakat  dalam mengelola  dan
memanfaatkan pembiayaan dari Pemerintah. Diantara skema
yang dibutuhkan adalah adanya pengurangan beban bunga pada
lembaga penyalur untuk periode tertentu, Hal ini berkanan
dengan fungsi lembaga penyalur untuk ikut serta memajukan
kesejahteraan umum dan fungsi sosialnya.

Seperti adanya pembebasan beban bunga untuk jangka
waktu tertentu, sehingga atas dana vang seharusnya digunakan
untuk membayar bunga dapat dipergunakan sebagai tumbahan
pengembangan bisnis, karcna pada umumnya sebuah usaha
rntisan - mikro  masih  sangat  membutuhkan  dana untuk
pengembangan  bismis  dan/atau pada umumnya  diawal

pembiayaan usaha tersebut belum mendapatkan provit, sehingga
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sangat menjadi beban apabila sudah diberikan beban bunga
terhadapnya,

Pembiayaan Ultra Mikro oleh Pemerintah melalui lembaga
penyalur perlu dipahami sebagai bagian dari peran dan tanggung
Jawab  negara  dalam  meningkatkan  kualitas hidup  dan
menyejahterakan  masyarakat  scbagaimana  Alinea keempat
pembukaan UUD 1945 dengan skema Ekonomi Kerakvatan,
vaitu dengan pemanfaatan uang negara dari hasil pemungutan
pajak masyarakat yang dipergunakan sebagai dana pembiayaan
ultra mikro. Schingga menjadi tidak beralasan apabila masyarakat
pengguna pembiayaan mikro diberikan  beban bunga untuk
tambahan  pendanaan  pembiayaan ultra mikro. Sebaliknya,
terhadap masyarakat scharusnya diberikan simplifikasi proses
bisnis dengan  memberikan  kemudahan masyarakat  agar
pembiayaan ultra mikro dapat berdampak pada peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Serta perlu adanya
kebijakan pemberian stimulus dengan insenti I'pembebasan bunga
pada masyarakat pengguna pembiayaan ultra mikro dengan jagka
waktu tertentu.

Maka dari it dapar disimpulkan bahwa ditemukannya
pengaturan yang tidak konsisten/mkonsistensi norma terhadap

PMK 172021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat

Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan dengan UU




Perbendaharaan, PP 232005 dan/atau PP 74/2012. Dengan
adanya inkonsistensi — pengaturan  tersebut — diperlukanlah
perubahan klausul Pasal 6 PMK 172021 vang mengatur Tanf
Layanan  Pembiayaan  Ultra - Mikro  agar  senantiasa  tdak
melenceng dari hakikat dan tujuan pembentukan Badan Layanan
Umum Pusat Investasi Pemerintah sebagai penyalur,

Klausul Pasal 6 PMK 172021 dapat dirckonstruksi dengan
mengubah Klausul Pasal dengan mempertimbangkan hakikat dan
tupuan  pembentukan  BLU-PIP  sebagai  lembaga  pengelola
pembiayaan Ultra Mikro yang scjatinya non-profit oriented.
Sehingga dalam rumusan Klavusul Pasal baru bisa mengadopsi
konsep pembiayaan KUR  dalam  memberikan beban biaya
terutama beban bunga, Konsep tersebut mehiputi adanya subsidi
beban  bunga terhadap  pembiayaan Ultra Mikro  sehingga
memberikan kemudahan dan tidak memberatkan bunga yang
dikenakan kepada masyarakat, Konsep selanjutnya adalah adanya
pengaturan secara tegas dan lugas terkait batasan hmitatif atau
batas maksimal pemberian beban bunga pembiayaan Ultra Mikro
kepada pelaku usaha, Sehingea pengaturan vang secara tegas
tertuang dalam peraturan terkant batas maksimal pemberian bunga

terhadap pelaku usaha memberikan kepastan dan menngankan

beban pelaku usaha sekaligus mencegah kesewenang-wenangan




lembaga penyalur dan/atau lembaga linkage dalam menentukan

beban bunga yang tinggi terhadap pelaku usaha.

b, Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan
BLU Sebagai Lembaga Pembiavaan Ultra Mikro Yang
Terintegrasi Dari BLU Pusat Sampai Ke Dacerah,

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang
berwenang melalwi prosedur vang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan."" Peraturan Perundang-undangan pada
umumnya tidak memuat ketentuan pengaturannya secara rinci
atau mendetail, sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut
perfu- dibuat pengaturan lebih lanjut dalam suatu perangkat
hukum Peraturan Perundang-undangan scjenis atau yvang lebih
rendah.'

Perintah - suatu peraturan  perundang-undangan  untuk
membuat pengaturan lebih lanjut kepada lembaga/badan dalam
bentuk perangkat hukum: sejenis atau perangkat hukum yang
lebih rendah dari - peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan, Permtah untuk membentuk ketentuan lebih lanjut

M Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perindang-
undingan.
T Zaelani. Pelimpalion Newenangan  dalam Pembentukan Pecatwean  Perundang-undanyan
(Delegation of Authority The Extablishmens of Legistanon Regdations, Jumal Legistisi Indonesia, Vol 9 No |
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dalam  ilmu perundang-undangan  disebut Pelimpahan
kewenangan. - Pelimpahan  kewenangan ini pada umumnya
diberikan kepada pemrakarsa untuk membuat pengaturan hukum
lebih lanjut agar ketentuan vang diatur dalam undang-undang
bersangkutan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana mestinya,
Perintah pembentukan pengaturan lebih lanjut kepada [Lembaga
Negara/pemerintahan merupakan pelimpahan kewenangan. '

Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. dapat dibagi dalam dua bentuk, vaitu; %
a. Pelimpahan Kewenangan Atribusi:

b.  Pelimpahan Kewenangan Delegasi.

Pelimpahan - Kewenangan  Atribusi  adalah  pemberian
kewenangan membentuk  Peraturan Perundang-undangan yang
diberikan oleh Undang-Undang  Dasar atau Undang-Undang,
kepada  suatu Lembaga  Negara/pemerintahan. Pelimpahan
Kewenangan Delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk
membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh
peraturan - perundang-undangan - yang  lebih  tinggi  kepada
peraturan. perundang-undangan yang scjenis atau yang lebih
rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Pelimpahan kewenangan pembentukan perangkat hukum

peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan

" Wi
U thid hime 124
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dart suatu Peraturan Perundang-undangan untuk membentuk
perangkat hukum yang lebih rendah sesuai dengan jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hirarkhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 adalah sebagai berikut:

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:
e. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang:

d.  Peraturan Pemerintah:

¢.  Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi;

g Peraturan Dacrah Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai
definisi Peraturan Perundang-undangan  rumusannya  telah
mengalami perubahan dan penambahan 2 (dua) unsur vaitu yang
memuat norma hukum, dan melalui prosedur yang ditetapkan
dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian unsur-
unsur dalam Peraturan Perundang-undangan meliputi, yaitu:

a.  Peraturan tertulis;

b.  Memuat norma hukum vang mengikat secara umum:
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€. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat
vang berwenang; dan
d. Melalu prosedur vang ditetapkan  dalam  Peraturan

Perundang-undangan.

Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tidak  memperkenankan Pelimpahan  pembentukan peraturan
pelaksanaan dart suatu Undang-Undang secara bebas, namun
harus sesuai dengan jenis dan hicrarki peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tersebut, yaity Undang-Undang  hanya dapat
melimpahkan  pengaturan  lebih lanjut substansi  pengaturan
Kepada  perangkat  hukum vang sejenis atau lebih  rendah
tingkatannya, '™

Pelimpahan - Kewenangan  Atributif  adalah pemberian
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang
diberikan oleh Undang-Undang  Dasar atau undang-undang
kepada Lembaga Negara/ pemerintahan, Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 memberikan petunjuk  mengenai  tata-cara
pembuatan perangkat hukum sebagai pelaksanaan dari perintah
yang telah diamanatkan oleh  suatu Peraturan Perundang-

undangan, '

"™ thid, him 127
U ihid, him 127128
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Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas mengenai
Pelimpahan  kewenangan  dalam  pembentukan  peraturan
perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut
dari peraturan terkait pembiayaan ultra mikro  sebagaimana
kewenangan atributif memberikan kewenangan  Pembentukan
BLU scbhagai lembaga pembiayaan ultra mikro yang terintegrasi
dari BLU Pusat sampai ke Daerah.

Pembentukan Badan Layanan Umum yang terintegrasi dan
Pusat  hingga ke Daerah  didasarkan  adanya  pelimpahan
Kewenangan Atribusi dalam pembentukan Peraturan Pemerintah
dapat dilihat dalam UU Perbendaharaan Negara, sebagaimana
dinvatakan dalam Pasal 96 ayat (7), vaitu:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan

Badan  Layanan  Umum  diatur - dalam  peraturan

pemerintah.”

Dengan adanya pengaturan tersebut memberikan
kewenangan dalam Pembentukan BLU vang terintegrast dari
pusat hingga ke Daerah. Hal i mengatasi  permasalahan
sehelumnya dimina - kedudukan - BLU - Pusat - dan Daerah
merupakan lembaga yang berdiri sendiri sehingga pengelolaan
BLU Pusat dan Dacrah tidak terintegrasi dengan baik. Dengan
adanva pembentukan Peraturan Pemerintahan yang mengatur

adanya Integrasi BLU dan Pusat hingga Daerah dibarapkan dapat
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memotong birokrasi penyaluran pembiayaan ultra mikro, yang
sehelumnya dalam melakukan  penyaluran pembiayaan ultra
mikro  melibatkan  lembaga  linkage  scbagai  penyaluran
pembiayaan tidak langsung.

Integrasi yang jelas antara BLU Pusat dan Daerah tidak
akan - membutuhkan  lagi penyaluran pembiayaan  melalui
Lembaga  Linkage, hal ini sudah  diatasi  dengan  adanya
Pembentukan BLU Daerah sebagai representasi BLU Pusat yang
dapat menmamah pembiayaan ultra mikro yang lebih luas. Dengan
adanya pemotongan birokrasi  penyaluran  pembiayaan  akan
berakibat meringankan beban bunga pelaku usaha ultra mikro.

Maka dari itu tujuan pembentukan BLU Pusat terintegrasi
dengan Daerah adalah mengembalikan  hakikat dan tujuan
pembentukan  BLU  sebagai  Instansi Pemerintahan  yang
memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  berupa barang
dan‘atau jasa yang  dijual  tanpa mengutamakan  mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip  efisienst  dan  produktivitas.  Schingga  dengan
pembentukan BLU Pusat yang terintegrasi dengan Daerah dapat
menyejahterakan  masyarakat  dan  Berkeadilan.  Pemaknaan
Keadilan merupakan  wujud  dar interpretasi Tujuan  BLU
sebagaimana  tertuang  dalam  frasa  tnpa mengutamakan

keuntungan adalah bukti keadilan.
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BAB V
PENUTUP
Ao Kesimpulan

Berdasarkan hasil penclitian vang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

I, Pelaksanaan pembiayaan  Ultra - Mikro  (UMi)  dalam upaya
meningkatkan Kesejahteraan masyarakat belum tercapan Karena adanya
mkonsistensi pengaturan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan UM
vang disebabkan oleh  Badan Layanan Umum  Pusat Investasi
Pemerintah sebagai penyelenggara yang masih berorientasi pada Profir
Oriented  dan belum  mengimplementasikan prinsip efisienst dan
produktivitas  sehingga  menyebabkan panjangnya  mekanisme
penyaluran pembiayaan, besarnya biaya yang ditanggung penyalur dan

pengusaha UM,

e

Peran dan anggung jawab negara dalam mengatur pembiayaan UM
yang ideal adalah dengan mengubah PMK  No. 1/PMEK.05/202]
dan/atau: membentuk Peraturan Pemerintah sebagai bentuk atribusi
pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang limitatit biaya
vang ditanggung pelaku UMi, memberikan subsidi suku bunga
sebagaimana mengadopsi konsep pembiayaan KUR, dan membentuk
BLU UMI sebagai pengelola pembiayaan UMi yang terintegrasi dari

Pusat dan Daerah, schingga memotong dan mengurangi alur penyaluran

vang panjang dan berbiaya mahal,




B.  Saran
Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan, maka

Penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

. Kementerian  Keuangan  berdasarkan  Pasal 69 ayat (7) UU
Perbendaharaan Negara segara melakukan reformulasi dan rekonstruksi
pengaturan pengelolaan pembiayaan UMi dengan mengubah ketentuan
mengenal  limitasi tanf bunga  dan Pemberian  Subsidi Bunga
sebagaimana mengadopsi konsep penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR) pada PMK No. I/PMK.05/2021 tentang Taril Layanan BLU

PIP.

13

Pemerintah - berdasarkan  inisiatif  Kementerian  Keuangan — dan
Kementerian Koordinator bidang Perckonomian segera membentuk
peraturan pemerintah tentang badan layanan umum (BLU) Pengelola
Ultra: Mikro terintegrasi antara Pusat dan Daerah sebagai bentuk
akselerator perwujudan kesejahteraan masyarakat berkeadilan dengan
membentuk unit kerja Khusus  yang memiliki organ  terintegrasi
schingga memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan
akses pembiayaan UMi. Adapun matert muatan Peraturan Pemerintah
yang  dibentuk  setidaknya  mengatur - mengenat  nomenklatur
lembaga/institusi Pengelola UMi, mekanisme operasional. pengenaan

biaya dan tarif suku bunga, pembinaan dan pengawasan pembiayaan

UM serta tugas dan wewenang pengelola UMi.
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